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14 | Palagan Sambi Kec. Arut Sejarah Nilai Sejarah
Utara

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012

9). Pesisir dan Kelautan

Kewenangan pemerintah propinsi atas ruang lautan yang berbatasan dengan
pantainya adalah 12 mil dari garis pantai. Sedangkan kewenangan pemerintah
kabupatem adalah sepertiga dari wilayah kewenangan propinsi atau 4 mil dari
garis pantai. Berdasarkan batas administrast kecamatan, pesisir kabupaten
Kotawaringin Barat di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai. Pantai ini memanjang
dari pantai Kubu Kecamatan Kumai Desa Kumai Batu i Keamatan Arut Selatan.

Ekosistem pesisir Kotawaringin Barat terdiri dari estuaria, perairan pantai,
pantai berpasir, hutan pantai, laut dangkal, mangrove dan hutan rawa serta
kawasan budidaya. Kondisi umum pesisir Kabupaten Kotawaringin Barat Adalah

sebagat berikut:

Kondisi pantai berpasir masih alami danbelum banyak terpengaruh oleh

pencemaran

» Kondist mangrove sebagian sudah rusak karena pembukaan tambak udang

¢ Kondisi estuaria sungai Kumai dan Sungai Lamandau sudah menurun karena
meningkatnya sedimentasi

o Sebagian garis pantai telah mengalami abrasi oleh ombak laut yang merusak
bangnan fasilitas umum dan permukiman

e Batimetri (kedalaman laut) perairan Kotawaringin Barat berkisar antara
beberapa meter sampai > 20 m, termasuk laut dangkal.

e Variasi tunggang pasut, berkisar antara 47,35 cm di Tanjung Keluang (Tanjug

Penghujan), hingga 321,54.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 107
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¢ Tinggi gelombang rerata berkisar antara 0,35 -2 m
¢ Kecerahan perairan sangat buruk ( <2,50 m) karena pengarug sedimentasi
¢ Kelimpahan dan keanekaragaman Plankton rendah atau termasuk miskin
¢ Kekeruhan air tinggi sekitar 9 — 28 gram / I, TSS berkisar 0,121 — 2,39 mg/1.
e Derajat keasaman masth baik berkisar 3,5 - 10,5,
2. Deskripsi Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA Kabupaten
Kotawaringin Barat
a.  Struktur Organisasi
Kabupaten Kotawaringin Barat yang berikota di Pangkalan Bun merupakan
salah satu Kabupaten di Kalimantan Tengah. Terletak diantara 3 (tiga) Kabupaten,
yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau, sebelah Timur
berbatasan dengan Kabupaten Seruyan dan sebelah barat berbatasan dengan
Kabupaten Sukamara. Dipimpin oleh Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat terletak di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun.
Sekretaris daerah saat ini adalah Masradin,SH.,MH. Dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya alam, berada dibawah Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang dimimpin oleh Bapak Drs. Encep Hidayat.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya alam saat ini adalah Bapak
Ir. Bambang Djatmiko T.M.Si yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian

antara lain adalah sebagai berikut :

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 108
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Midah, SE (Kepala Sub Bagian Perekonomian) membawabhi :

a. Tatik Sunaryati (pelaksana)

2. Letus Kilat Mantikei (kepala Sub Bagian Pengendalian Sumberdaya Alam

-~

J.

dan Lingkungan Hidup) membawabhi :

;:D

Aris Nur Zain, ST
b. Bangun Sianturi,ST
c. Dony Chandra, A.Md

d. Amri Noor

Irma Pratiwi,SP (Kepala Sub Bagian Produksi Daerah) membawahi :

a. Zumrotun

b. Sulasone

Sehingga jumlah aparatur seluruhnya pada Bagian Perekonomian dan

Sumberdaya Alam berjumlah 11 (sebelas) orang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2009

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin

Barat diketahui bahwa susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat, terdiri dani:

1. Sekretaris Daerah ;

a.

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, terdin dari :
1) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum;
2) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan

3) Kepala Sub Bagian Pertanahan.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
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b. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

1) Kepala Sub Bagian Pembinaan Mental, Spiritual dan Agama;

2) Kepala Sub Bagian Pembinaan Kesejahteraan Rakyat; dan
3) Kepala Sub Bagian Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
c. Kepala Bagian Hukum, terdiri dari:
1) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
2) Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; dan
3) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
d. Kepala Bagian Organisasi, terdiri dari :
1) Kepala Sub Bagian Kelembagaan;
2) Kepala Sub Bagian Analisi Jabatan dan Beban Kerja; dan
3) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
2) Kepala Sub Bagian Pengendalian Program; dan

3) Kepala Sub Bagian Pengkajian, Analisis dan Pelaporan.

L Niigd

b. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari

1) Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian,
2) Kepala Sub Bagian Pengendalian SDA dan LH; dan
3) Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah;

c. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :

1) Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi;

2) Kepala Sub Bagian Data dan Komunikasi Antar Lembaga;

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
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3) Kepala Sub Bagian Dokumentasi.
4. Asisten Administrasi Umum, terdin dari :
a. Kepala Bagian Perlengkapan, terdiri atas
1) Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
2) Kepala Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi Aset; dan
3) Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan.
b. Kepala Bagian Keuangan, terdiri dari :
1) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan;
2) Kepala Sub Bagian Verifikasi; dan

3) Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

g}

Kepala Bagian Umum, terdiri dari
1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2) Kepala Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas; dan
3) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga.
d. Kepala Bagian Santelda dan PDE, terdin dar :
1) Kepala Sub Bagian Telekomunikasi;
2) Kepala Sub Bagian Sandi; dan
3) Kepala Sub Bagian Pusat Data Elektronik.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
b. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas
menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan,

koordinasi dan fasilitasi, penyusunan pedoman dan petunjuk serta memonitor,

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 111
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mengevaluasi dan melaporkan perkembangan di bidang perekonomian dan

sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Bagian Perekonomian dan

Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi

a)

b)

C)

d)

g)

.
o

-

Penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah di  bidang
perekonomian dan sumber daya alam ;

Penyusunan bahan perencanaan strategis bidang perekonomian dan
sumber daya alam ;

Pengumpulan data penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan

pengembangan sektor sarana perekonomian, pengelolaan sumber daya

investasi dan pengendalian serta memantau perkembangannya;

Pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman, petunjuk teknis
pembinaan pengembangan sektor sarana perekonomian, pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup, sarana produksi dan budidaya,
promosi, investasi dan pengendalian serta memantau perkembangannya;
Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelaksanaan administrasi bidang
perekonomian dan sumber daya alam ;

Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan
sumber daya alam ;

Penyusunan penyelenggaraan sistem informasi bidang perekonomian dan
sumber daya alam ; dan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari
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a) Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian;
b) Kepala Sub Bagian Pengendalian SDA dan LH; dan
c) Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah.

Tupoksi Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian :

(1) Kepala Sub Bagian Bina Perekonomianmempunyai tugasmenyiapkan bahan
perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang bina perekonomian,
penyusunan rencana dan program kerja bidang perekonomian, penyusunan
pedoman, petunjuk teknis pembinaan pengembangan usaha daerah/badan
usaha milik daerah/perbankan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah,
perdagangan dan perindustrian

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala

Sub Bagian Bina Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

&

Merencanakan dan mclaksanakan kegiatan pada sub bidang Bina

Perekonomian;

b. Menyiapkan data dan bahan-bahan dalam rangka melaksanakan
koordinasi dan fasilitasi bidang pengendalian Usaha Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,;

c. Menviapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang
pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga perekonomian
daerah;

d. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang pengembangan

Badan Usaha Milik Daerah, lembaga perekonomian daerah dan

pariwisata;

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 113
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e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga perekonomian
daerah;

f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang
perekonomian daerah dan pariwisata.

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Tupoksi Kepala Sub Bagian Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Hidup :

(1) Kepala Sub Bagian Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintah
daerah bidang pengendalian sumber daya alam, energi dan sumber daya
mineral dan lingkungan hidup, penyusunan pedoman, petunjuk teknis
pembinaan pengembangan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan
hidup, program kerja pelaksanaan dan pelavanan administrasi. fasilitasi dan
koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian sumber daya alam
dan lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala
Sub Bagian Pengendalian SDA dan LH menyelenggarakan fungsi

a. Merencanakan dan meclaksanakan kegiatan pada sub bidang
Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

b. Menyiapkan dan mengelola data serta bahan dalam rangka pembinaan
pengembangan pengendalian sumber daya alam, pembinaan energi dan

sumber daya mineral serta lingkungan hidup ;
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¢. Menyiapkan rekomendasi dan fasilitasi perijinan dibidang Energi dan
Sumber Daya Mineral.

d. Menyusun pedoman pemanfaatan pengendalian sumber daya alam,
pembinaan energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

e. Menyiapkan data dan bahan-bahan dalam rangka koordinasi dan
fasilitasi dibidang energi dan sumber daya mineral serta lingkungan
hidup;

f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang energi
dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup ; dan

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Tupoksi Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah :

(1) Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah mempunyai tugas menyediakan
bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang bina produksi
Perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan, penyusunan
rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi
dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina produksi dan budidaya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala
Sub Bagian Bina Produksi Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebiyjakan bidang
pembinaan Perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta

kehutanan

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 115

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41841.pdf

I

.

Pen

."‘h

g

UNIVERSITAS TERBUKA

Pengumpulan data dan bahan dalam rangka pengembangan usaha,
peningkatan produksi budidaya pengelolaan perkebunan, pertanian,
perikanan dan kelautan serta kehutanan.

Pengelolaan data dan bahan dalam rangka pengembangan usaha
produksi budidaya perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta
kehutanan

Pengolahan data dan bahan dalam rangka peningkatan produksi
budidaya perkebunan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan
Penyiapan rekomendasi dan fasilitasi perijinan di bidang perkebunan
pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan

Penyiapan data dan bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi
pengembangan usaha, peningkatan produksi budidaya perkebunan,
pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan;

Fasilitasi, koordinasi dan penylapan bahan sistem informasi
perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Visi dan Misi Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA

Kabupaten Kotawaringin Barat

gembangan usaha industri, perdagangan dan koperasi sebagair wujud

pemberdayaan ekonomi kerakyatan menuju masyarakat sejahtera dengan

pelayanan prima .
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Misi

e Penumbuhan dan pengembangan industri perdagangan dan koperasi dengan
memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing menuju
era globalisasi pasar bebas

» Peningkatan daya saing secara profesional guna memperluas kesempatan kerja,
berusaha serta menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan
masyarakat.

e Pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi di segala bidang.

e Peningkatan ekspor non migas dalam mengembangkan potensi daerah.

Tujuan

e Memperluas kesempatan kerja dan berusaha.

e Meningkatkan daya saing

e Menghasilkan nilai dan meningkatkan pendapatan.

e Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Sasaran

o Terwujudnya revitalisasi kegiatan ekonomi masyarakat khususnya industri
kecil dan perdagangan.

e Terwujudnya industri kecil dan menengah sebagai tulang punggung
pembangunan industri terutama sebagai pemasok dan penopang industr
unggulan.

e Terwujudnya diversifikasi produk dan sentra produksi industri kecil daerah.

s Terwujudnya pembangunan koperasi menjadi badan usaha yang maju,

profesional, mandiri dan efisien.
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3. Akuntabilitas Publik Pada Bagian Perekonomian dan SDA, Setda
Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Rangka Pemberian Izin Usaha
Pertambangan

Untuk membahas akuntabilitas publik pada bagian Perekonomian dan SDA
dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan dapat dilihat dari jenis-jenis 1zin
usaha pertambangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian
Perekonomian dan SDA dikatakan bahwa akuntabilitas salah satunya dilihat dari
aspek legalitas. Berikut kutipan wawancaranya.

“legalitas pengusahaan bahan galian menurut Undang-Undang Nomor
4Tahun 2009 secara substansi hanva dalam satu bentuk, vaitu izin usaha. Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatu Bara yang
berlaku saat ini, memberikan panduan bahwa pengelolaan danpengusahaan bahan
galian dilakukan secara sistematis sejak penetapan wilayah pertambangan yang
merupakan bagian dari tata ruang nasional. Dan jenis izin usaha pertambangan ini
juga telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 (wawancara, 11 April 2014)

Jenis izin usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009, lebih sederhana dari pada jenis izin menurut Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1967.

1) Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin usaha pertambangan adalah legalitas pengelolaan danpengusahaan bahan
galian yang diperuntukkan bagi badan usaha batkswasta nasional, maupun badan
usaha asing, koperasi, dan perseorangan.Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun2009, IUP terdiri atas dua tahap yaitu:

a) lIzin usaha pertambangan eksplorasi, yaitu, izin usaha untuk

melakukantahapan kegiatan penyelidikan umum. IUP eksplorasi secara

teknismeliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
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(1) Penyelidikan umum,;
(2) Eksplorasi; dan
(3) Studi kelayakan.
Jangka waktu IUP eksplorasi untuk pertambangan batu bara palinglama 7
tahun dan pemegang IUP eksplorasi batu bara diberi wilayahIUP antara 5.000
hektar sampai dengan 50.000 hektar.

b) Izin usaha pertambangan operasi produksi, yaitu, izin usaha yangdiberikan
untuk melakukan tahapan kegiatan produksi. IUP operasiproduksi secara
teknis meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

(1) Konstruksi atau pekerjaan persiapan;

(2) Penambangan;

(3) Pengolahan dan pemurnian,;

(4) Pengangkutan dan penjualan.

Jangka waktu IUP operasi: produksi untuk pertambangan batu bara
yaituselama 20 tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali
masingmasing sepuluh tahun dan luas wilayah yang diberikan terhadap
pemegang [UP operasi produksi adalah maksimum 15.000 hektar Hal ini
dipertegas dengan ungkapan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut.
“pembagian izin usaha pertambangan ini menjadi dua menunjukkan bahwa
dalam kegiatan pertambangan diperlukan perolehan dua kali tahap izin, untuk
dapat memperoleh melakukan kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi
produksi. Izin usaha pertambangan ini diberikan oleh Bupati/walikota apabila
wilayah [UP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota... Gubernur apabila
wilayah IUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi
setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...Menteri apabila wilayah
IUP berada pada lintas provinsi setelahmendapatkan rekomendasi dari

gubernur dan bupati/walikota setempatsesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. (wawancara, 11 April 2014)
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2) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melakukan

usahapertambangan khusus, wilayah izin usaha pertambangan khusus adalah
wilayah pencadangan negara yang dapat diusahakan. JUPK ini diberikanhanya
untuk satu jenis mineral atau batu bara saja. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dalam wawancara berikut.
“Pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola
diberikan prioritas untuk mengusahakannva. Apabila pemegang IUP ini
bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut wajib
mengajukan permohonan IUP baru. Apabila pemegang IUP tidak berminat untuk
mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut maka mineral lain lain
tersebut dapat diberikan kepada pihak lain yang berminat hanya oleh Menteri”
(wawancara, 11 April 2014)

Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ini didasar
pertimbangan:
(1) Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam neger;
(2) Sumber devisa negara;
(3) Kondisi wilayah didasarkan kepada keterbatasan sarana dan prasarana;
(4) Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,
(5) Daya dukung lingkungan;
(6) Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

IUPK diprioritaskan kepada badan usaha vang berbadan hukum Indonesia
BUMN, BUMD atau badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.[UPK
terdiri atas dua tahap yaitu :

(1) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi khusus, yaitu, izin untukmelakukan

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studikelayakan. Luas

[ ]
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area yang diberikan untuk satu WIUPK eksplorasikhusus yaitu paling banyak
50.000 hektar dan jangka waktu paling lama7 tahun.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus, yaitu, izin usahayang
dibertkan untuk melakukan tahapn kegiatan konstruksi,penambangan,
pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan danpenjualan. Luas areal
untuk satu WIUPK operasi produksi adalah paling banyak 15.000 hektar dan
jangka waktu WIUPK operasiproduksi adalah paling lama dua puluh tahun
dengan masa perpanjangdua kali masing-masing sepuluh tahun.

Setiap pemegang IUPK  eksplorasi mendapat jaminan  untuk
memperolehlUPK operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha
pertambangannya, dan IUPK operasi produksi dapat diberikan kepadabadan
usaha yang berbadan hukum Indonesia BUMN, BUMD, dan badanusaha
swasta yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan(sinkronisasi
data milik pemerintah dan pemerintah daerah). Hal ini sepertt juga
diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dalam wawancara
berikut.

“Apabila dalam kegiatan eksplorast dan kegiatan industri kelayakan tersebut
pemegang IUPK mendapatkan mineral atau batu bara yang tergali wajib
melaporkan kepada menteri, dan apabila pemegang IUPK tersebut ingin
menjual mineral atau batu bara yang tergali tersebut wajib mengajukan izin
sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Izin sementara
tersebut diberikan oleh menteri. Mineral atau batu baravang tergali dikenakan
biaya produksi.” (wawancara, 11 April 2014)

Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Kegiatan pertambangan rakyat dilakukan di wilayah yang telah ditentukan

peruntukkannya sebagai WPR (wilayah Pertambangan Rakyat) dan/atau pada
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wilayah yang telah ada kegiatan penambangan rakyat sekurang-kurangnyal5
tahun. Adapun ruang lingkup pertambangan rakyat adalah sebagai berikut :
(1) Komoditas yang dapat diusahakan, diatur dalam Pasal 66, yaitu, bahwa
kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan ke dalam :
(a) Pertambangan mineral logam;
(b) Pertambangan mineral bukan logam;

(c) Pertambangan batuan; dan/atau

(2) Pertambangan rakyat diperuntukkan dan/atau dapat diusahakn oleh:
(a) Perseorangan, dengan luas areal maksimum 1 hektar;
(b) Kelompok, dengan luas areal maksimum 5 hektar;
(c) Koperasi, dengan luas areal maksimum 10 hektar
(d) Jangka waktu pengusahaan pertambangan rakyat maksimum selama5

tahun dan dapat diperpanjang.

a.  Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for
probity an legality)

Secara teoritik, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum berkaitan
dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan jaminan adanya kepatuhan
dalam proses pelayanan izin pertambangan. Untuk hal ini berdasarkan data
lapangan diketahui bahwa akuntabilitas hukum ini terkait dengan hak dan
kewajiban para pemegang [UP, IUPK dan IPR dalam proses pelayanan izin
pertambangan. Berdasarkan data lapangan diketahui bahwa Hak pemegang IUP

dan IUPK adalah sebagai berikut:
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(1) Berhak melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan,baik
kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;
(2) Berhak memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan

pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan;

~
[IR)
Qg

Berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya, atau batu barayang
telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atauiuran produksi,
kecuali mineral ikutan radioaktif.

(4) Pemegang IUP dan IUPK tidak noleh memindahkan IUP dan IUPK
nyakepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursasaham
Indonesia hanya dpaat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksploeasi
tertentu (telah ditemukan 2 wilayah prospek dalam kegiataneksplorasi) dan
hanya dengan syarat bahwa adanya pemberitahuankepada menteri, gubernur,
bupati/walikota sesuai dengankewenangannya dan tidka bertentangan dengan
peraturan perundangundangan.

(5) Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan
usahapertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan

SDA berikut.

“Seorang pemegang izin berhak melakukan sebagian atau seluruh tahapan
usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi
produksi.......... berhak memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk
keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang -
undangan. ... berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya, atau batu bara
yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran
produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif........ pemegang IUP dan IUPK tidak
boleh memindahkan IUP dan IUPK nya kepada pihak lain. Pengalihan
kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan
setelah melakukan kegiatan eksplorasi tertentu (telah ditemukan 2 wilayah

prospek dalam kegiatan eksplorasi) dan hanya dengan syarat bahwa adanya
pemberitahuan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan
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kewenangannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan....pemegang IUP dan [UPK dijamin haknya untuk melakukan usaha

pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

(Wawancara, 11 April 2014)

Akuntabilitas hukum berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan
dan jaminan adanya kepatuhan dalam proses pelayanan izin pertambangan. Hal ini
terkait dengan bagaimana pelaksanaan kewajiban pemegang Izin Usaha
Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Seperti
diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut.

“kalau ditanya tentang akuntabilitas hukum maka indikatornya adalah
bagaimana kami selaku pemberi layanan bidang SDA terutama pertambangan bisa
memantau pelaksanaan kewajiban para pemegang izin pertambangan.
Akuntabilitas hukum termasuk didalamnya adalah penghindaran terhadap
penyalahgunaan jabatan serta adanya jaminan atas kepatuhan proses pelayanan
izin pertambangan” (Wawancara, 11 April 2014)

1) Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha

Pertambangan Khusus (IUPK)

Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK) adalah sebagai berikut :

Kewajiban seputar kegiatan usaha :

(1) Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;

(2) Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batu bara dalam
pelaksanaan pertambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan
mineral dan batu bara.

(3) Pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan

pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. (Jadi pemegang IUP dan

[UPK wajib membangun smelter atau tempat pengolahan dan pemurnian
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hasil penambangan) .Seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian

dan SDA berikut.

“terkait dengan hal ini pemegang IUP dan IUPK dapat mengolah dan
memurnikan hasil pertambangan dari pemegang [UP dan IUPK lainnya yaitu
melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah
mendapatkan [UP atau [UPK dimana IUP tersebut merupakan [UP operasi
produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh menteri,
gubernur,bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.....pemegang [UP dan
IUPK operasi produksi dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil
pertambangan yang tidak memiliki IUP. IPR dan [TUPK” (Wawancara, 11 April
2014)

(4) Badan usaha yang tidak bergerak di dalam usaha pertambangan yang
bermaksud menjual mineral dan /atau batu bara yang tergali wajib terlebih
dahulu memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan, dimana IUP tersebut
hanya dapat diberikan untuk satu kali penjualan cleh menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Mineral atau batu bara yang tergali dan akan dijual tersebut dikenakan 1uran

produksi. Badan usaha yang bermaksud menjual mineral dan/ataubatu bara

yang tergali tersebut wajib menyampaikan laporan hasilpenjualan mineral
dan/atau batu bara yang tergali kepada menteri,gubernur atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.

(5) Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja
setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan

IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada didaerah tersebut

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(7) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh
dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada menteri,gubernur atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(8) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala
atas rencana kerja berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batu bara kepada menteri,gubernur atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan mengenai bentuk,
Jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan tersebut akan diatur lebth
lanjut di dalam peraturan pemerintah.

(9) Setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang
sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada
pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta
nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.

(10)Pemegang TUP dan IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan
lokal dan/atau nasional. Apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan
tersebut maka pemegang [UP dan [UPK dapat menggunakan perusahaan jasa
pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

Jenis usaha pertambangan tersebut adalah :

(a) Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan dibidang :
¢ penyelidikan umum;
e cksplorasi;
e studi kelayakan;

¢ konstruksi pertambangan,
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e pengangkutan;
¢ lingkungan pertambangan;
e pascatambang dan reklamsi;
o keselamatan dan kesehatan kerja.
(b) Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
e Penambangan

e Pengolahan dan pemurnian

Pelaksanaan wusaha jasa pertambangan ini dapat berbentuk badan
usaha,koperasi atua perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi
yang telah ditetapkan oleh menteri. Tanggung jawab kegiatan usaha
pertambangan ini tetap berada atau dibebankan kepada pemegang IUP atau
IUPK.

Seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut.

“Pemegang Izin Usaha Pertambangan eksplorasi (IUP eksplorasi) dapat
melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa pertambanganberdasarkan
Peraturan Menteri No.28 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Usaha Jasa
Pertambangan Mineral dan Batubara...hal ini menunjukkan adanya upaya
untuk dapat melaksanakan usaha pertambangan dengan lebih baik dan
profesional” (Wawancara, 11 April 2014)

Tujuan dari penyelenggaraan usaha jasa pertambangan tersebut terdapat
dalam Pasal 2 ayat (1) Permen No.28 tahun 2009 tersebut yg berbunyi:

“(1) Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan bertujuan untuk :

b. menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;

c. mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dan
meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dalam usaha
pertambangan melalui usaha jasa pertambangan dengan mewujudkan
kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.”
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Penggunaan Jasa  Pertambangan sepenuhnya menjadi tanggung
Jjawabpemegang IUP atau IUPK. Pelaku usaha jasa pertambangan dapat
melakukan kegiatannya setelah mendapatkan TUJP dari Menteri,gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Setiap pemegang IUP atau [UPK yang akan memberikan pekerjaan kepada
perusahaan jasa pertambangan didasarkan atas kontrak kerja yang berasaskan
kepatutan, transparan dan kewajaran. Selain itu untuk mencegah adanya jual
beli konsesi izin pertambangan, maka pemegang [UP atau [UPK dilarang
menerima imbalan (fee) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku
usaha jasa pertambangan.

Seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut.
“Pelaku usaha jasa pertambangan ini wajib pula mengutamakan kontraktor
dan tenaga kerja lokal. Pemegang IUP dan IUPK dilarangmelibatkan anak
perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan yang
diusahakannva, kecuali dengan izin menteri. Izin menteri tersebut dapat
dilakukan apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di

wilayah tersebut atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang
berniat/mampu” (wawancara, 11 April 2014)

11)Pemegang IUP dan JUPK wajib membayar pendapatan negara dan

pendapatan daerah. Pendapatan negara tersebut terdiri dari :
(a) Penerimaan pajak, yaitu :
e Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
¢ Bea masuk dan cukai
(b) Penerimaan negara bukan pajak, yaitu :
¢ [uran tetap;

¢ luran eksplorasi;
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e [luran produksi,

e Kompensasi dan informasi;
(c) Pendapatan daerah terdiri dari ;

o Pajak daerah;

e Restribusi daerah;

e Pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Pemegang IUP dan [UPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana
dimaksud diatas dan pajak daerah dan retribusi daerah atas tanah/batuan yang
ikut tergali pada saat penambangan. Namun apabila pemegang IUP dan [UPK
tersebut memanfaatkan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan
maka akan dikenakan iuran produksi.
(12) Pemegang IUPK operasi produksi pertambangan mineral dan batu bara wajib

membayar sebesar 4% kepada pemerintah dan 6% kepada pemerintah daerah
dari keuntungan bersih dari sejak berprodukst

(13)Pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi

ketentua peraturan perundang-undangan. Kewajiban mengenai lingkungan
dan sosial :
(a) Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dengan cara :
e Melaksanakan ketentuan dan kesehatan kerja pertambangan;
e Melaksanakan keselamatan operasi pertambangan;
o Melaksanakan  pengelolaan dan  pemantauvan  lingkungan

pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi pasacatambang;
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e Melaksanakan upaya konservasi sumber daya mineral dan batu bara
e Melaksanakan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha
pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi
standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
(b) Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat,
dimana penuyusunan program dan rencana tersebut dikonsultasikan
kepada pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
(c) Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
(d) Pemegang [UP dan IUPK wajib menjamin penerapan standard dan
bakumutu lingkunagn sesuai dengan karakteristik suatu daerah
(e) Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan
dayadukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2) Hak dan Kewajiban Pemegang IPR
Kemudian untuk hak dan kewajiban pelaku usaha pertambangan rakyat

sebagai pemegang, yaitu terdiri dari

Hak-hak pemegang IPR terdiri dart :

a) Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang lingkungan, teknis
pertambangan dan manajemen dari pemerintah pusat dan/ataupemerintah
daerah;

b) Mendapat bantuan modal.

Kewajiban pemegang IPR, terdiri dari :
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a) Melaksanakan kegiatan pertambangan paling lambat tiga bulan setelah IPR
diterbitkan;

b) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3,
lingkungan, teknis pertambangan, pengelolaan lingkungan dan mematuhi
standar yang berlaku;

¢) Melakukan pengelolaan lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;

d) Membayar iuran tetap dan iuran produksi;

e) Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.

Seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut.

“....akuntabilitas hukum terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan
adalah proses penegakan aturan dalam izin pertambangan, dan ini dapat dilihat
dari hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh para pemilik izin. Kami selaku
aparat pemerintah adalah sebagai pihak yang memantau berjalannya aturan
tersebut dan memastikan bahwa hak dan kewajiban para pemegang izin telah
dipenuhi sebagaimana seharusnya...”(Wawancara, 18 April 2014)

Hal 1n1 juga diperkuat dengan ungkapan dari Kepala Bagian Hukum terkait
dengan penegakan hukum atas pemberian izin pertambangan.

“....pelaksanaan aturan perizinan pertambangan yang ada selama ini saya
pribadi menilai sudah sesuai dengan aturannva. Tetapi kewajiban-kewajiban atas
izin yang diberikan ini memang masih harus terus dipantau oleh Bagian
Perekonomian dan SDA... karena kekurangan dari struktur di Kabupaten
Kotawaringin Barat ini adalah tidak adanya Kantor/Badan/Dinas/Instansi teknis
khusus yang membidangi Pertambangan dan energi...” (Wawancara, 16 April
2014)

b.  Akuntabilitas proses (process accountability)

Akuntabilitas proses ini terkait dengan prosedur yang digunakan dalam

melaksanakan tugas. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh diketahui bahwa

prosedur pemberian [UP, IUPK dan IPR dijelasakan sebagai berikut.
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1) Prosedur Pemberian IUP

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menegaskan bahwa untuk
memperoleh 1zin usaha pertambangan, maka baik badan usaha, koperasi atau
perorangan diperoleh melaui lelang yang dijelaskan dalam Pasal 46, Pasal 51 dan
Pasal 60 untuk mineral logam dan batubara. Sedangkan untuk mineral bukan
logam dan batuan diatur dalam pasal 53 sampai dengan pasal 59 UU 4 2009,
dimana untuk mineral bukan logam dan batuan IUP diberikan melalui tahapan
pemberian WIUP dan pemberian IUP. Dalam upaya untuk menekan adanya
praktek jual beli konsesi izin usaha pertambangan, maka pemerintah menerapkan
sistem lelang dalam memberikan izin usaha pertambangan yang diatur dalam
Pasal 14 Peraturan pemerintah Nomeor 23 Tahun 2010, yang memberikan
penjelasan mengenai prosedur lelang.

Hal ini seperti dijelaskan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA tentang
bagaimana mekanisme dan prosedur dari pemberian [UP.

“....sebenarnya prosedur pemberian IUP sudah ada aturannya yaitu tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa untuk
memperoleh izin usaha pertambangan, maka baik badan usaha, koperasi atau
perorangan diperoleh melaui lelang vang dijelaskan dalam Pasal 46. Pasal 51 dan
Pasal 60 untuk mineral logam dan batubara....... sedangkan untuk mineral logam
dan batuan pemberian IUP dilakukan tanpa melakukan tahapan lelang, semua IUP
diberikan melalui tahapan pemberian WIUP terlebih dahulu kemudian baru
diterbitkan TUP. Dalam upaya untuk menekan adanya praktek jual beli konsesi
izin usaha pertambangan, maka pemerintah menerapkan sistem lelang dalam
memberikan izin usaha pertambangan yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan
pemerintah Nomor 23 Tahun 2010” (Wawancara, 18 April 2014)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa tahapan dalam
pemberian IUP bisa dilakukan melalui sistem lelang untuk mineral logam dan

batubara, adapun tahapan lelang tersebut adalah sebagai berikut :

¢ pengumuman prakualifikasi;
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pengambilan dokumen prakualifikasi;

pemasukan dokumen prakualifikasi;

evaluasi prakualifikasi;

klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
penetapan hasil prakualifikasi;

pengumuman hasil prakualifikasi;

undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
pengambilan dokumen lelang;

penjelasan lelang;

pemasukan penawaran harga;

pembukaan sampul;

penetapan peringkat;

penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan
penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan

membern kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

Dalam pelelangan, panitia lelang akan menjelaskan mengenai Wilayah Izin

Usaha Pertambangan (WIUP) kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus

prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:

lokast;

koordinat;

jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;

ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan

status lahan.
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Dengan adanya lelang tersebut, maka peserta lelang sudah dapat mengetahui
mengenai wilayah usaha pertambangan yang akan diterima dengan kata lain
peserta lelang tidak akan merasa rugi terhadap wilayahusaha pertambangan yang
akan diterimanya kemudian, karena dalampelelangan sudah dijelaskan mengenai
lokasi, koordinat, jenis mineraldan status lahan.

Hal ini seperti dijelaskan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA tentang
dampak dari mekanisme lelang yang dijalankan dalam memberikan izin usaha
pertambangan.

“....sebenarnya mekanisme dan prosedur lelang ini dilakukan dengan maksud
dalam rangka mengurangi praktek jual beli izin usaha pertambangan....maka
pemberian izin usaha pertambangan diberikan dengan cara pelelangan yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.....dan berdasarkan Pasal 13 ayat
Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 untuk menjadi peserta lelang, maka
pemohon harus memenuhi persyaratan baik pernyaratan administrastif, teknis
dll...hal ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pihak yang mendapat izin
usaha ini adalah pihak yang benar-benar kompeten untuk mengelola bidang
pertambangan yang ada” (Wawancara, 18 April 2014)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa mekanisme dan prosedur
lelang ini dilakukan dengan maksud dalam rangka mengurangi praktek jual beli
izin usaha pertambangan. Pemberian izin usaha pertambangan diberikan dengan
cara pelelangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Berdasarkan Pasal 13 ayat Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 untuk
menjadi peserta lelang, maka pemohon harus memenuhi persyaratan yaitu :

Syarat administratif, yang terdir1 dari :

(1) badan usaha, paling sedikit meliputi:

(a) mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

(b) profil badan usaha;
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(c) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan
yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
(d) nomor pokok wajib pajak.
(2) operasi, paling sedikit meliputi:
(a) mengist formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
(b) profil koperasi,
(c) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang
telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
(d) nomor pokok wajib pajak
(3) orang perseorangan paling sedikit meliputi:
(a) mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
(b) kartu tanda penduduk; dan
(c) nomor pokok wajib pajak.
(d) perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:
e mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
¢ profil perusahaan;
e akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha
pertambangan; dan
e nomor pokok wajib pajak.
Syarat teknis, yang terdiri dari :
(1) pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang
pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi
perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra

kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan,
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(2) mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang
pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga)
tahun; dan

(3) rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun
eksplorasi.

Syarat finansial, yang terdiri dari :

(1) laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;

(2) menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di
bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data
informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP
yang telah berakhir; dan

(3) pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka
waktupaling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman
pemenanglelang,

Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling

lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga. Hasil

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan
pemenang lelang WIUP. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang adalah pthak yang menetapkan
pemenang lelang WIUPmineral logam dan/atau batubara dengan cara
memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam

dan/ataubatubara kepada pemenang lelang.
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IUP diberikan melalui tahapan pemberian WIUP dan pemberian IUP
berdasarkan Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Setelah
memperoleh WIUP melalui lelang, maka untuk mendapatkan IUP, maka pelaku
usaha harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

(1) Persyaratan administratif, yaitu :
(a) untuk badan usaha, meliputi:
e surat permohonan;
o susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
e surat keterangan domusili.
(b) untuk koperasi, meliputi:
e surat permohonan;
e susunan pengurus; dan
e surat keterangan domistili.
(¢) untuk orang perseorangan meliputi:
e surat permohonan; dan
e surat keterangan domisili.
(d) untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
e surat permohonan;
e susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
e surat keterangan domisili.
(2) Persyaratan teknis
(a) TUP Eksplorasi, meliputi:
o daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan

dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
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peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang
dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasigeografi yang

berlaku secara nasional.

(b) IUP Operasi Produksi, meliputi:

peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan
bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku
secara nasional;

laporan lengkap eksplorasi;

laporan studi kelayakan;

rencana reklamast dan pascatambang;

rencana kerja dan anggaran biaya;

rencana  pembangunan sarana dan  prasarana  penunjang
kegiatanoperasi produksi; dan

tersedianya  tenaga ahli  pertambangan  dan/atau  geologi

yangberpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

(3) Persyaratan lingkungan meliputi:

(a) untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan

pera

turan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

(b) untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

narg;
Pl

etujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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(4) Persyaratan finansial:

(a) IUP Eksplorasi, meliputi:

e bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiataneksplorasi;

dan

e bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasillelang WIUP

mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau
bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan
peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohoenan wilayah.

(b) IUP Operasi Produksi, meliputi:

¢ laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

e bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan

e bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran

lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Dilihat dari syarat-syarat tersebut, maka dapat kita ketahui, bahwa baik badan
usaha, koperasi atau pun perseorangan yang ingin memperoleh izin usaha
pertambangan harus berkompeten dalam melakukan kegiatan usaha
pertambangan, baik untuk IUP eksplorasi maupun IUP operasi produksi. Dengan
adanya aturan tersebut, maka tidak ada lagi orang yang tidak berkompeten yang
memperoleh izin usaha pertambangan, karena hal ini yang sering menyebabkan
adanya praktek jual beli konsesi izin usaha pertambangan. Sedangkan untuk IUP
mineral non logam dan batuan, pemberian IUP dilakukan melalui mekanisme
penetapan WIUP, setelah ditetapkannya WIUP dan pemohon membayar biaya

kompensasi data informasi, baru diterbitkan IUP mineral non logam dan batuan.
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Hal in1 seperti disampaikan oleh Kepada Bagian Perekonomian dan SDA
tentang implementasi prosedur untuk pemberian izin usaha pertambangan
..... dengan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang
pengelola, maka dapat kita ketahui, bahwa baik badan usaha, koperasi atau pun
perseorangan yang ingin memperoleh izin usaha pertambangan harus
berkompeten dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, baik untuk [UP
eksplorasi maupun IUP operasi produksi..... diharapkan memang dengan adanya
aturan tersebut, maka tidak ada lagi orang yang tidak berkompeten yang
memperoleh izin usaha pertambangan, karena hal ini yang sering menyebabkan
adanya praktek jual beli konsesi izin usaha pertambangan..... mineral non logam
dan batuan,pemberian IUP lebih sederhana tanpa melalui proses lelang yaitu
dengan cara menetapkan WIUP baru kemudian diterbitkan TUP nya bagi pemohon
yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang laku
yaitu syarat administrasi, keuangan, teknis dan lingkungan” (Wawancara, 18 april
2014).
2) Prosedur Pemberian IUPK

Sedangkan terkait dengan prosedur pemberian IUPK bagi pengelola tambang
dilakuan dengan pemberian WIUPK yang terdiri atas WIUPK mineral logam
dan/atay batubara. WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan
usahaswasta oleh Menteri dengan terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN
atau BUMD dengan cara prioritas. Apabila hanya ada 1 (satu) BUMN atau
BUMD vyang berminat, maka WIUPK diberikan kepada BUMN atay BUMD
dengan membayar biaya kompensasi data informasi. Apabila lebih dan 1 (satu)
BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan Kepada BUMN atau
BUMD dengan cara lelang. Apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat,
maka WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam
bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang.

Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

tentang implementasi prosedur untuk pemberian izin usaha pertambangan untuk

IUPK sebagai berikut.
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“....terkait dengan pemberian [UPK prosedur pemberian IUPK bagi pengelola
tambang dilakuan dengan pemberian WIUPK yang terdiri atas WIUPK mineral
logam dan/atau batubara. WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan
usaha swasta oleh Menteri dengan terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN
atau BUMD dengan cara prioritas......apabila hanya ada 1 BUMN atau BUMD
yang berminat, maka WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan
membayar biaya kompensasi data informasi.....tetapi apabila lebih dari 1 BUMN
atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan Kepada BUMN atau BUMD
dengan cara lelang....dan apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat,
maka WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam
bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang.....hal ini
dilakukan guna menjaga profesionalisme dan kontinutas dari usaha pertambangan
yang ada” (Wawancara, 11 april 2014)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka sebenarnya penentuan pemenang
1zin pengelolaan tambang dilakukan dengan cara terbuka dan jika mengacu pada
Pasal 54 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebelum dilakukan
pelelangan WIUPK mineral logam atau batubara, Menteri mengumumbkan secara
terbuka WIUPK yang akan dilelang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum pelaksanaan lelang. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas
proses betul-betul didahulukan dalam mekanisme pelaksanaan pemberian izin
usaha pertambangan.

Untuk kelancaran upaya lelang ini maka dibuatlah panitia lelang. Tugas dan
wewenang panitia lelang WIUPK mineral logam dan batubara sebagaimana
meliputi:

e penyiapan lelang WIUPK;

e penyiapan dokumen lelang WIUPK;

e penyusunan jadwal lelang WIUPK;

e pengumuman waktu pelaksanaan lelang WIUPK;

e pelaksanaan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabilapeserta

lelang WIUPK hanya 1 (satu);
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¢ penilaian kualifikasi peserta lelang WIUPK,
¢ melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
e pelaksanaan lelang WIUPK; dan
¢ pembuatan berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang
lelang WIUPK.
Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUPK harus memenuhi
persyaratan:
(1)Persyaratan administratif meliputi:

(a) mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

(b) profil badan usaha;

(c) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan
yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;dan

(d) nomor pokok wajib pajak.

(2) Persyaratan teknis meliputi:

(a) pengalaman badan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubara
paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baruharus mendapat
dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang
bergerak di bidang pertambangan;

(b) mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli dalam bidang pertambangan
dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga) tahun;

(c) rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.

(3) Persyaratan finansial meliputi:

(a) laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 142

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41841.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

(b) menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunaidi
bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data
informasi atau total biaya pengganti investasi untuklelang WIUPK yang
telah berakhir; dan

(c) pernyataan bersedia membayar nilai sesuai surat penawaran lelang dalam
jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
pemenang lelang.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Kepala Bagian Perekonomian dan

SDA diketahui bahwa prosedur lelang yang dilaksanakan untuk menentukan

pemegang 1zin usaha pertambangan adalah sebagai berikut.

“...dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabiitas proses lelang, sesuai

ketentuan peraturan perundangang-undangan yang belaku, prosedur lelang

meliputi tahap yaitu pengumuman prakualifikasi; pengambilan dokumen
prakualifikasi;pemasukan dokumen prakualifikasi; evaluasi prakualifikasi;
kemudian...... klarifikasi dan  konfirmasi  terhadap = dokumen
prakualifikasi;penetapan  hasil  prakualifikasi; vyang diikuti dengan
pengumuman hasil prakualifikasi...... kemudian undangan kepada peserta yang
lulus prakualifikasi serta pengambilan dokumen lelang, penjelasan
lelang;pemasukan penawaran harga, pembukaan sampul, penetapan
peringkat; penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan
berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan membern

kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang......semua tahapan im

dilakukan satu per satu dengan mekanisme yang berurut serta

transparan....”(Wawancara, 18 April 2014)

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa prosedur lelang meliput: tahap:

e pengumuman prakualifikasi;
e pengambilan dokumen prakualifikasi;
» pemasukan dokumen prakualifikast;

e evaluasi prakualifikasi;

e klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
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penetapan hasil prakualifikasi;

pengumuman hasil prakualifikasi;

undangan kepada peserta yang [ulus prakualifikasi;

pengambilan dokumen lelang;

penjelasan lelang;

pemasukan penawaran harga;

pembukaan sampul,

penetapan peringkat;

penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukanberdasarkan
penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan

memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang,

Penjelasan lelang wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUPK kepada peserta

pelelangan WIUPK vyang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis

berupa:

e Jokasi;

e koordinat;

e ienis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;

¢ ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;

¢ ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan

e status lahan.

Kemudin untuk menjaga akuntabilitas proses ini, dalam prosedur pelelangan

yang berhak menetapkan pemenang lelang adalah menteri/gubernur/Bupati atau

walikota sesuai dengan kewenangannya. Semua berdasarkan usulan panitia lelang

menetapkan pemenang lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara dan
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memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUPK mineral
logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang. Hal ini seperti dikemukakan
oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut.

“...kami di daerah (Kabupaten Kotawaringin Barat-pen) hanyalah sebagai
petugas teknis lapangan, karena pengambil kebijakan tertinggi tetap pemerintah
pusat melalui menteri terkait nanti akan menentukan pemenang lelang yang
kemudian ditetapkan dalam keputusan menteri.....jadi kami hanya sebagai penitia
dan penetapan dilakukan oleh menteri” (Wawancara, 18 April 2014)

WIUPK diberikan melalui tahapan pemberian WIUPK dan pemberian IUPK
berdasarkan Pasal 50 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Setalah
memperoleh WIUP melalui lelang, maka untuk mendapatkan [UP, maka pelaku
usaha harus memenuhi persyaratan,sebagai berikut :

(1) Persyaratan admintstratif meliputi:

(a) untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan
batubara yang diajukan BUMN atau BUMD yang diberikanberdasarkan
prioritas:

e surat permohonan;

o profil badan usaha;

e akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha
pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

e nomor pokok wajib pajak;

e susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

e surat keterangan domisili.

(b) untuk TUPK Eksplorasi dan ITUPK Operasi Produksi mineral logam dan
batubara yang diajukan oleh pemenang lelang WIUPK:

e surat permohonan;
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¢ susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan 3. surat keterangan
domisili.

(2) Persyaratan teknis meliputi:

(a) pengalaman BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta di bidang
pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun;

(b) mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang
pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga)
tahun; dan

(c) rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.

(3) Persyaratan lingkungan meliputi:

(a) untuk TUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

(b) untuk TUP Operasi Produksi meliputi:

e pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan
peraturanperundang-undangan di  bidang  perlindungan dan
pengelolaanlingkungan hidup; dan

e persetyjuan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Persyaratan finansial meliputi:

(a) IUPK Eksplorasi, meliputi:

e bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan

kegiataneksplorasi; dan

-
B
(o))
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e bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi atau sesuai
dengan surat penawaran.
(b) IUPK Operasi Produksi, meliputi:
e laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan
publik; dan
¢ bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
Hal ini seperti disampaikan oleh Kepada Bagian Perekonomian dan SDA
tentang implementasi prosedur untuk pemberian izin usaha pertambangan
..... dengan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang
pengelola, maka dapat kita ketahui, bahwa baik badan usaha, koperasi atau
pun perseorangan yang ingin memperoleh izin usaha pertambangan harus
berkompeten dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, baik untuk
IUPK eksplorasi maupun TUPK operasi produksi......diharapkan memang
dengan adanya aturan tersebut, maka tidak ada lagi orang yang tidak
berkompeten yang memperoleh izin usaha pertambangan, karena hal ini yang
sering menyebabkan adanya praktek jual beli konsesi izin usaha
pertambangan.....” (Wawancara, 18 April 2014)
3) Prosedur Pemberian IPR
Untuk prosedur pemberian IPR, berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun
2009 diatur dalam Bab IX tentang izin pertambangan rakyat mulai dari pasal 66
sampai dengan pasal 72. [PR diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik
perseorangan maupun  kelompok masyarakat dan/atau  koperasi oleh
bupati/walikota dengan menyampaikan surat permohonan. Dimana kewenangan
pelaksanaan pemberian IPR tersebut dapat dilimpahkan oleh bupati/walikota
kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

tentang prosedur pemberian IPR berikut ini.
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“...berbeda dengan IUP dan IUPK, prosedur pemberian IPR diatur dalam
Bab IX pasal 66 sampai dengan 72 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dimana
IPR diberikan terutama kepada penduduk setempat, batk perseorangan maupun
kelompok masyarakat dan/atau koperasi oleh bupati/walikota dengan
menyampaikan surat permohonan.....dan kewenangan pelaksanaan pemberian
IPR tersebut dapat dilimpahkan oleh bupati kepada camat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.... untuk memperoleh IPR masyarakat wajib
menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota, dengan luas wilayah
untuk 1 (satu) IPR berdasarkan pasal 68 UU No. 4 Tahun 2009 yaitu untuk
perseorangan seluas 1 (satu) hektar, kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima)
hektar dan koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar. IPR diberikan dalam
jangka untuk paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang.... disini bedanya
dengan IUP/IUPK, bahwa IPR memang diprioritaskan pada penduduk lokal atau
kelompok masyarakat dan koperasi vang ingin melakukan kegiatan
pertambangan....” (Wawancara, 18 April 2014)

Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

1) Persyaratan administratif, yaitu :

(a) orang perseorangan, paling sedikit meliputi:

e surat permohonan;

e kartu tanda penduduk;

¢ komoditas tambang yang dimohon; dan

o surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
(b) kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:

¢ surat permohonan;

e komeoditas tambang yang dimohon; dan

e surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
(c) koperasi setempat, paling sedikit meliputi:

e surat permohonan;

e nomor pokok wajib pajak;
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e akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang;
¢ komoditas tambang yang dimohon; dan
¢ surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
2) Persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit
mengenai:
¢ sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
e menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan
jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu)
IPR; dan
e tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
3) Persyaratan finansial berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan

hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat

c¢.  Akuntabilitas program (program accoutability)

Akuntabilitas program yang dimaksud terkait dengan pertimbangan apakah
tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Berdasarkan hasil temuan
lapangan diketahui bahwa akuntabilitas program ini berkaitan dengan bagaimana
menjadikan pemegang izin usaha memiliki kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan pertambangan yang ada dan mengikat semua proses
pemberian izin usaha pertambangan.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
sebagai berikut.

«...kalo saya ditanya tentang akuntabilitas program saya bisa katakan bahwa
akuntabilitas program ini terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang
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ditetapkan dapat dicapai atau tidak..... karena selama praktek pengelolaan SDA
bidang pertambangan vang kami lakukan selama ini kami belum memiliki aturan
lokal/tidak adanya produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan
pertambangan mineral dan batu bara baik pada tataran Peraturan Daerah maupun
Peraturan Bupati...jadi kami masih mengacu pada aturan nasional...”
(Wawancara, 18 April 2014)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa akuntabilitas program
ini berkaitan dengan bagaimana menjadikan pemegang izin usaha memiliki
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pertambangan yang ada dan
mengikat semua proses pemberian izin usaha pertambangan.

Setiap pemegang izin usaha pertambangan diberikan kewajiban baik yang
berkaitan dengan kegiatan usaha maupun kewajiban mengenai lingkungan sosial.
Meski sudah lima tahun Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) disahkan, namun tingkat
kepatuhan terhadap regulasi baru itu masih tergolong rendah. Seperti apa yang
dikemukakan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut.

“...selama pelaksanaan UU tentang pertambangan berlaku, saya probadi
melihat bahwa tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
yang masih rendah.....hal ini dapat menimbulkan potensi kerugian keuangan
negara. Kalo saya tidak salah target penerimaan negara dari pertambangan batu
bara per tahun memang meningkat, namun masih banyak potensi penerimaan
negara yang belum terpungut......hal ini juga terjadi di daerah kami ini, bahwa
tingkat kepatuhan yang rendah menjadikan banyak potensi pertambangan lokal
belum tergali..bahkan di Kabupaten Kotawaringin Barat ini hanya ada 17
perusahaan pertambangan yang memiliki izin dan komoditas yang digali adalah
komoditas Batubara hanya 1 perusahaan, kemudian komoditas Galena ada 2 buah
perusahaan... kemudian komoditas biji besi 2 buah perusahaan dan komoditas
zirkon ada 12 buah perusahaan....dan masih banyak mineral lain yang belum
digali disini.” (Wawancara, 18 April 2013)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa tingkat kepatuhan

terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang masih rendah tersebut dapat

menimbulkan potensi kerugian keuangan negara.
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Tingkat kepatuhan ini salah satunya dapat dilihat dari kewajiban pemegang
IUP untuk memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara kepada
menteri,gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya yang diatur
dalamPasal 111 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala
atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan
batubara kepada Menteni, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.”

Ketidakpatuhan tersebut dapat dilihat dan banyaknya perusahaan yang tidak
menyerahkan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan laporan produksi
kepada pemerintah. Soal kepatuhan RKAB hanya sebesar 55 persen dan laporan
tahunan hanya sebesar 15 persen yang dilaporkan kepada pemerintah oleh
pemegang izin usaha pertambangan di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Pasal 159 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, maka pemilik
IUP dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama sepuluh
tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Selain sanksi pidana, pemilik IUP juga dapat dikenakan sanksi administratif
berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, berupa :

e peringatan tertulis;

*  penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi
produksi; dan/atau

e pencabutan [UP, IPR, atau IUPK.
Contoh lainnya adalah kewajiban untuk membayar penyampaian laporan

produksi tahunan. Berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 151

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41841.pdf
UNIVERSITAS TERBUKA
2009 pemegang IUP wajib membayar pendapat negara dan pendapatan daerah.
Pendapatan negara tersebut terdiri dar :
a) Penerimaan pajak, yaitu :

- Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

- Bea masuk dan cukai
b) Penerimaan negara bukan pajak, yaitu :

- luran tetap;

- luran eksplorasi;

- luran produksi;

- Kompensast dan informasi.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, hanya sekitar 47%
persen. Perusahaan yang tidak membayar iuran tetap, dari 17 perusahaan yang
terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebanyak 8
perusahaan yang tidak membayari uran tetap.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
tentang kepatuhan pemegang izin pertambangan sebagai berikut.

...... kondisi riil di lapangan harus saya jujur katakan bahwa masih ada
ketidakpatuhan oleh para pemegang izin...ini dapat dilihat dari banyaknya
perusahaan yang tidak menyerahkan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan
laporan produksi kepada pemerintah.....dan kepatuhan terkait RKAB saya lihat
hanya sebesar 55 persen dan laporan tahunan hanya sebesar 15 persen yang
dilaporkan kepada pemerintah oleh pemegang izin usaha pertambangan di
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah ini......dan kalo merujuk pada Pasal 159
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, maka pemilik IUP dapat dikenakan sanksi
pidana berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak
Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)....dan aelain sanksi pidana, pemilik

IUP juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 151 Undang-
Undang No. 4 Tahun 2009....” (Wawancara, 18 april 2014)

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 152

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41841.pdf
UNIVERSITAS TERBUKA

Berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, perusahaan yang
tidak membayar iuran tetap dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- peringatan tertulis;

- penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau

operasiproduksi; dan/atau

- pencabutan [UP, IPR, atau [UPK.

Kewajiban lain dari pemegang izin usaha pertambangan adalah kewajiban
yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial. Salah satu kewajiban yang
berkaitan dengan lingkungan adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi
pasacatambang. Namun apabila dilihat fakta yang terjadi banyak kerusakan
lingkungan akibat pertambang yang tidak terkendali, khususnya didaerah
kalimantan.

Berdasarkan data lapanngan diketahui bahwa tingkat kepatuhan pemegang
izin usaha pertambangan masih menjadi masalah yang masih sangat banyak
ditemui dalam prakteknya di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kotawaringin
Barat. Selain tingkat kepatuhan berdasarkan kewajiban pemegang izin usaha
pertambangan, kepatuhan untuk tidak melanggar aturan yang diterapkan dalam
undang-undang,juga banyak dilanggar oleh pemegang izin usaha pertambangan.
Sebagar contohnya masth banyak pemegang izin usaha pertambangan yang
mengalihkan TUP mereka ke pihak lain, berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang
No. 4 Tahun 2009, pemegang IUP dan 1UPK tidak boleh memindahkan IUP dan
IUPK-nya kepada pihak lain, atau sering juga disebut dengan jual beli IUP atau

IUPK.
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Minimnya tingkat kepatuhan terhadap undang-undang tersebut, bukan hanya
karena kesalahan dari pemegang izin usaha pertambangan saja, melainkan
ketidakpatuhan pemegang izin usaha pertambangan juga disebabkan oleh
kelalaian pemerintah dalam mengawasi izin usaha pertambangan tersebut.
Pemerintah daerah dan pusat dinilai saling tunggu untuk mengambil langkah yang
seharusnya dilakukan guna mengatasi masalah penambangan. Pemerintah daerah
menuding pemerintah pusat seenaknya mengeluarkan izin, sedangkan pemerintah
pusat menuduh pemerintah daerah tidak terkendali memberikan izin usaha
pertambangan.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
tentang kepatuhan pemegang izin pertambangan sebagai berikut.

..... penilaian saya tentang tingkat kepatuhan pemegang izin usaha
pertambangan masih menjadi masalah yang masih sangat banyak ditemui dalam
prakteknya di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain tingkat kepatuhan
berdasarkan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan kepatuhan untuk tidak
melanggar aturan yang diterapkan dalam undang-undangjuga banyak dilanggar
oleh pemegang izin usaha pertambangan. Sebagai contohnya masih banyak
pemegang izin usaha pertambangan yang mengalihkan [UP mereka ke pihak lain,
berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, pemegang IUP dan
IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan [UPK-nya kepada pihak lain, atau sering
juga disebut dengan jual beli IUP atau IUPK. Minimnya tingkat kepatuhan
terhadap undang-undang tersebut, bukanhanya karena kesalahan dari pemegang
izin usaha pertambangan saja, melainkan ketidakpatuhan pemegang izin usaha
pertambangan juga disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam mengawasi izin
usaha pertambangan tersebut......kalau kami di Kotawaringin Barat ini kerena
kendala teknis organisasional sebenamya yaitu bahwa tidak adanya produk
hukum yang mengatur teitang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara
(Peraturan Daerah, Peraturan Bupati); kemudian juga tidak adanya
Kantor/Badan/Dinas/Instansi teknis khusus yang membidangi Pertambangan dan
energi di Kabupaten Kotawaringin Barat.....selain itu kurangnya sumberdaya
aparatur pada Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA Kabupaten
Kotawaringin Barat yang menangani bidang pertambangan dan energi.. hal im
diperparah dengan minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
pengawasan, penataan dan pengelolaan I[zin Usaha Pertambangan (IUP) pada
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA Kabupaten Kotawaringin
Barat....sehingga kedepannya antara pemerintah daerah dan pusat tidak lagi saling
tunggu untuk mengambil langkah vangseharusnva dilakukan guna mengatasi
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masalah penambangan. Pemerintah daerah tidak lagi menuding pemerintah pusat
secnaknya mengeluarkan izin, sedangkan pemerintah pusat tidak lagi menuduh
pemerintah daerah tidak terkendali memberikan i1zin usaha pertambangan....”

Untuk pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten
Kotawaringin Barat, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu kepada
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang pertambangan dimana
mekanisme untuk memperoleh perizinan di bidang pertambangan mineral dan
batubara, semula dengan mekanisme Pencadangan Wilayah untuk seluruh bahan
galian, dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, untuk mineral
logam dan batubara, IUP diterbitkan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan
(WIUP) dengan cara lelang (Pasal 37 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009).
Sedangkan untuk IUP mineral non logam dan batuan tanpa melalui mekanisme
lelang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, pemberian izin usaha
perlambangan mineral dan batu bara diberikan melalui lelang. Kedudukan
pemerintah berdasarkan undang-undang tersebut bukan lagi sebagai pihak yang
berkontrak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967
sechingga memberikan kedudukan yang sejajar antara pemerintah dan pelaku
usaha, akan tetapi pemerintah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam
melaksanakan pemberian izin baik bagi badan usaha, koperasi, maupun
perseorangan.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sampai dengan tahun
2013, telah mengeluarkan izin usaha pertambangan sebanyak 17 izin yang dapat

dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 4.16
Daftar Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Kotawaringin Barat
) Luas .
%.  NamaPerusbaan ok | US| gy | S E g
Tambang B lzin
1" PT. Batu Unggul Pertiwi Kec. Arut Utara  {Galena 1495 |Operast Produksi
2 |PT. Bimaruna Abadi Kec. P. Banteng |Batubara 5900  |Eksplorast
3 {PT. Cosmos Bumi Persada KecArut Utara | Galena 5132 |Eksplorasi Sudah C&C
4 |PT. Gading Surya Gemilang Nusa ~ [Kec. Arut Utara |Biji Best 4317 |Eksplorast
5 |CV. Harapan Mandin Kec. Arut Selatan |Zirkon 130 |Operasi Produksi |Sudah C&C
6 |CV, Hartati Nan Jaya Kec. Arut Utara  |Biji Best 10000 |Eksplorast  {Sudah C&C
7 |PT. Invan Prima Pratama Kec. Arut Selatan {Zirkon 152,54 {Operasi Produks |Sudah C&C
§ |PT. Kobar Prima Zirkon Kec Kumai  |Zirkon 737 |Operasi Produkst | Sudah C&C
9 |Koperast Tunas Baru Kec. P.Banteng  |Zirkon 100 {Operast Produksi
10 PT. Mandor Utama Mineral Kec.Kumai  |Zirkon 250  |Eksplorasi
11{PT. Prima Utama Mineral Kec Kumai  |Zirkon 1.265  {Eksplorast
12 |PT. Putra Sanindo Raya Kec. P. Banteng  {Zirkon 1.407  {Operast Produkst
13 {CV. Surva Kemlau Perkasa Kec. Arut Seiatan |Zirkon 197 (Operasi Produkst
14 |PT. Tatanan Indah Fajar Cemerlang {Kec. Kumai  {Zirkon 912 |Operasi Produkst | Sudah C&C
15|CV. Usaha Maju Kec Kumai  |Zirkon 20 |Operasi Produksi Sudah C&C
16| PT. Mustika Marina Kec Kumai  |Zirkon 832  |Eksplorast
17 PT. Rizqi Cahaya Perkasa Rec Rumai  {Zirkon | 1508 |Operasi Produksi

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Kotawaringin Barat, 2013

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 17 (tujuh belas) Izin Usaha
Pertambangan terdiri dari 7 Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan 10 lzin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Dari 10 perusahaan pemegang Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tersebut diatas, terdapat 3 Buah Perusahaan
yang telah memiliki Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian, yaitu :

o PI. Irvan Prima Pratama, 1.200 ton/bulan dengan output hasil pengolahan dan

pemurnian zirkon kadar 65,5 %
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o CV. Harapan Mandiri, 2.000 — 3.000 ton/bulan dengan output hasil
pengolahan dan pemurnian zirkon kadar 65,5 %

a CV. Usaha Maju, 600 - 800 ton/bulan dengan output hasil pengolahan dan
pemurnian zirkon kadar 65,5 % (data berdasarkan Verifikasi Pabrik
Pengolahan Mineral oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen
Minerba dan Puslitbang TEKMIRA dari Kementerian  Energi dan
Sumberdaya Mineral).

Darn 17 1zin tersebut sampai saat ini yang aktif 29% pelaku usaha yang
melaksanakan kegiatan, 71% tidak dikerjakan. Banyak izin usaha pertambangan
di Indonesia yang tidak produktif. Parapemegang izin usaha pertambangan
tersebut tidak melakukan aktivitas apapun diwilayah [UP-nya karena beberapa
alasan. Alasan yang paling umum adalah habisnya modal untuk melakukan
eksplorasi dan eksploitasi di wilayah [UP-nya.

Alasan lain dari para pemegang IUP tersebut biasanya mereka tidak punya
peminta/pembeli hasil tambang mineral/batu bara atau harga komoditas tambang
yang tidak sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan sehingga mereka
belum melakukan aktivitas eksploitasi. Alasan habisnya modal untuk melakukan
eksplorasi dan eksploitasi di wilayah IUP-nya seharusnya tidak perlu terjadi,
karena berdasarkan Pasal 13 ayat(3) Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2010
untuk menjadi peserta lelang maka baik badan usaha, koperasi maupun
perseorangan harus memenuhi syarat finansial yang terdiri dart :

e Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;

e Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank

pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data
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informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang
telah berakhir; dan
¢ Pemyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu
palinglambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.
Setelah memenangkan lelang, maka untuk memperoleh TUP, pemenang
lelang juga harus memenuhi syarat finansial berdasarkan Pasal 27 Peraturan
pemerintah No. 23 Tahun 2010 yang terdiri dari :
a) [UP Eksplorasi, meliputi:
e bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
eksplorasi;dan
e bukti pembayaran harga mlai kompensasi data informasi hasil lelang
WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang
atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran
pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan
wilayah.
b) IUP Operasi Produksi, meliputi:
» laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
e bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
e bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran
lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.
Dengan adanya syarat finansial tersebut seharusnya tidak ditemukan lagi
alasan mengenai habisnya modal bagi pemegang izin usaha pertambangan.
Karena yang dapat menjadi peserta lelang untuk memperoleh izin usaha

pertambangan adalah pelaku usaha yang telah memenuhi syarat administratif,
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teknis, maupun finansial seperti yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah
No. 23 Tahun 2010.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 maka kegiatan
pengalihan izin usaha pertambangan atau jual beli izin usaha pertambangan sudah
tidak boleh dilakukan lagi. Sesuai dengan pasal 41 juncto pasal 36 Undang-
Undang No. 4 Tahun 2009, IUP tidak dapat digunakan selain (oleh pihak) yang
dimaksud dalam pemberian IUP, yaitu melakukan sebagian atau seluruh kegiatan
ekplorasi atau operasi produksi. Oleh karena itu, terminologi jual-beli IUP tidak
dibenarkan sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (1) UU Minerba.

Sedangkan pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia
hanya dapat dilakukan setelah pemegang [UP melakukan kegiatan eksplorasi
tahapan tertentu( pasal 93 ayat (2) UU Minerba). Berdasarkan ketentuan tersebut
di atas, pengalihan kepemilikan [UP dan/atau saham di bursa saham hanya dapat
dilakukan, apabila pemegang IUP telah menyelesaikan tahap kegiatan eksplorasi
atau telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi,
mendapatkan persetujuan dari pembert 1zin (Menteri, gubernur atau
bupati/walikota) serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Surat ljin Usaha Pertambangan (IUP) akan diberikan oleh pemerintah kepada
investor yang ingin menanamkan modalnya di tambang mineral atau batubara
melalui sistem lelang.

Dengan kata lain apabila terdapat investor yang ingin menetapkan IUP di
salah satu daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut akan dilelang
terlebih dahulu oleh pemerintah kepada para investor lainnya hingga ada

kesepakatan harga antara kedua belah pihak atau lebih, barulah IUP di daerah
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tersebut dapat dikeluarkan oleh pemerintah RI kepada investor yang telah
memenangkan hasil pelelangan.

Terkait hal ini, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten
Kotawaringin Barat sebagai berikut.

“..aturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, belum
sepenuhnya dapat menghilangkan jual beli izin pertambangan mineral dan batu
bara di Indonesia. Biasanya Jual beli izin usaha pertambangan dilakukan dengan
cara menggunakan sistem royalty/ imbalan kepada pihak pemegang izin usaha
mineral dan batubara, dari setiap bahan galian zircon yang diperoleh oleh
perusahaan kontraktor.....sebagai contohnva adalah jual beli izin pertambangan
dengan menggunakan sistem royalti yang dilakukan antara CV. X dengan PT. Y.
CV. X mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi yang
berlokasi diKecamatan kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan
Tengah. Dalam kasusini antara CV. X dengan PT. Y sepakat untuk melakukan
kerjasama penambangan Pasir Zircon untuk sebagian dari areal izin usaha
pertambangan tersebut yang dituangkan ke dalam peranjian....CV. X
melimpahkan hak penambangan dan penjualan pasir zirkon atas lokasi
pertambangan tersebut kepada PT. Y yang memiliki kapasitas dan kemampuan
untuk mengelola dan mengerjakan lahan pasir zirkon tersebut, dengan ketentuan
bahwa seluruh biaya, peralatan dan operasional yang akan dikeluarkan digunakan
untuk pekerjaan penambangan di lokasi tambang tersebut akan menjaid
tanggungan dan dibiayai sendiri oleh PT. Y...CV. X dalam hal ini hanya akan
melakukan kegiatan mengurus dan bertanggung jawab untuk mengurus perizinan
atas lokasi tambang tersebut, dan setelah perizinan- perizinan yang dibutuhkan
telah selesai dipenuhi oleh CV. X, maka, PT. Y diperbolehkan untuk melakukan
kegiatan penambangan yangmeliputi inelakukan kegiatan eksploitasi;ieinbangun
sarana dan prasarana penambangan; penambangan, pengangkutan, pemasaran dan
penjualan pasir zirkon...” (Wawancara, 18 april 2014)

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa jangka waktu yang diberikan oleh
CV. X kepada PT. Y sebagai kontraktor penambangan dilokasi penambangan
tidak ditentukan dan akan berakhir setelah berakhirnya jangka waktu yang
ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam pemberian surat keputusan atau
karena lokasi penambangan tidak mempunyai nilai ekonomis untuk ditambang.

Dalam jual beli dengan menggunakan sistem royalti/imbalan ini, maka CV. X dan

PT. Y memiliki hak dan kewajiban masing-masing vaitu :
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Kewajiban CV. X :

CV. X berkewajiban untuk mempersiapkan, melengkapi dan menyelesaikan
dokumen-dokumen berikut perizinan yang berkaitan serta merupakan persyaratan
mutlak yang diperlukan oleh dan untuk berlangsungnya kegiatan penambangan
pasir zirkon yang legal, baik terhadap ketentuan pemerintah pusat maupun daerah
setempat.

Hak CV. X :

e menerima uang muka dari PT. Y;

e menerima royalti/imbalan dari PT. Y.

Kewajiban PT. Y :

e menylapkan sejumlah modal untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi lokasi
penambangan;

e segera menyusun rencana-rencana kerja yang jelas dan menyediakan sejumlah
modal dan peralatan-peralatan untuk kepentingan eksplorasi dan eksplotast;

e berkewajiban membiayai semua ongkos dari seluruh proses serta

perlatankantor, penyelidikan, pengumpulan data, hingga ongkos produksi batu

e berkewajiban menyediakan sarana dan prasaraba untuk kegiatan
operasionallapangan, baik alat untuk melakukan penyelidikan dan
pengumpulan data peralatan penunjang kelengkapan produksi dan penjualan;

e melakukan kegiatan penambangan pasir zirkon di lokasi penambangan yang
dikuasai/ dimiliki oleh CV. X, vyang telah memiliki 1izin usaha

pertambangan(1UP),
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e menyelesaikan segala permasalahan yang timbul karena kegiatan penambangan
pasir zirkon di lokasi tambang yang berdampak pada lingkungan sekitar
tambang berikut reklamasinya;

e menjamin bahwa proses penambangan yang dilakukan oleh PT. Y
hanyadilakukan di lokasi tambang yang dimiliki oleh CV. X;

e menjamin nama baik CV. X sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dalamkegiatan penambangan;

o memberikan atau membayar uang muka kepada CV. X;

e memberikan royalti kepada CV. X, sebagai kompensasi atas pasir zircon yang
berhasil ditambang atau dijual oleh PT. Y, yaitu sebesar US$ S (lima dolar
Amerika Serikat) per ton pasir zircon yang berhasil ditambang oleh PT. Y;

e membayar royalti dan biaya lain kepada negara, pemerintah pusat, pemerintah
daerah dan membayar jaminan reklamasi dengan besaran dan tata cara
pembayaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hak PT. Y :

e Memperoleh jaminan dari CV. X bahwa kegiatan-kegiatan di lokasi tambang
yang dimiliki oleh CV. X adalah sah atau legal , menurut hukum berdasarkan
kelengkapan izin usaha pertambangan pasir zirkon dan izin-izin lainnya yang

telah diselesaikan oleh CV. X dengan instansi-instansti terkait;

tanah lokasi tambang yang dikuasai atau dimiliki oleh CV. X maupun
yangberhasil di tambang;
e Menawarkan, menjual dan menetapkan harga pasir zirkon yang berhasil

ditambang oleh PT. Y dari lokasi tambang yang dimiliki CV. X tersebut,
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kepadadan terhadap siapa pun yang dikehendaki oleh PT. Y dengan ketentuan
tidak merugikan CV. X;

e Menerima keuntungan yang didapat dari kegiatan-kegiatan penambangan
danatau penjualan pasir zirkon yang dilakukannya.

Dilihat dari hak dan kewajiban antara CV. X dengan PT. VY, secara tidak
langsung dapat kita simpulkan bahwa CV. X melakukan kegiatan jual beli izin
usaha pertambangan dengan PT. Y, dimana pembayaran izin usaha pertambangan
tersebut, dilakukan dengan membayar royalti kepada CV. X. Dalam kasus ini PT.
Y melakukan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan

operasi produksi yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

¢ Penambangan;
e Pengolahan dan pemurnian;
e Pengangkutan dan penjualan.

Hal tersebut jelas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal
93 ayat (1) Jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28
Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan
Batu Bara, dimana pemegang izin usaha pertambangan dilarang untuk
memindahkan izin usaha pertambangan nya kepada pihak lain dan pemegang izin
usaha pertambangan dilarang menerima imbalan (fee) dari hasil pekerjaan yang
dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan, karena seharusnya pemegang izin
usaha pertambanganlah yang memberikan imbalan atau fee terhadap pelaku usaha
jasa pertambangan. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab kegiatan usaha

pertambangan ini tetap berada atau dibebankan kepada pemegang [UP atau IUPK.
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Selain itu sesuai dengan pasal 41 juncto pasal 36 Undang-Undang No.
4Tahun 2009, IUP tidak dapat digunakan selain (oleh pihak) yang dimaksud
dalam pemberian [UP, yaitu melakukan sebagian atau seluruh kegiatan ekplorasi
atau operasi produksi dalam kasus ini baik kegiatan eksplorasi atu operasi
produksi diserahkan kepada PT. Y. Sanksi yang dapat diberikan terhadap CV. X
karena telah memindahkan izin usaha pertambangannya adalah berupa sanksi

administratif berdasarkan Pasal151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berupa

e peringatan tertulis;

e penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi
produksi; dan/atau

e pencabutan [UP, IPR, atau [UPK,

Sedangkan PT. Y dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 161
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 berupa pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah), karena telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.
Seharusnya PT. Y dapat mempunyai izin usaha pertambangan dengan cara yang
diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, karena dilihat dari kewajiban
yang harus dilakukan oleh PT.Y, maka PT.Y telah memenuhi seluruh syarat-
syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010,untuk
mengikuii lelang dan memperoich 1zin usaha pertambangan. Namun dan hasii
wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak PT. Y, ada beberapa alasan
PT. Y sebagai kontraktor lebih memilih untuk melakukan jual beli izin usaha

pertambangan dibandingkan dengan melakukan kegiatan lelang sebagaimana yang

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 164

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41841.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, alasan tersebut adalah
sebagai berikut :

a) Apabila terdapat investor yang ingin menetapkan IUP di salah satu daerah
yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut akan dilelang terlebih dahulu
oleh pemerintah kepada para investor lainnya hingga ada kesepakatan harga
antara kedua belah pihak atau lebih, barulah TUP di daerah tersebut dapat
dikeluarkan oleh pemerintah RI kepada investor yang telah memenangkan
hasil pelelangan. Sehingga dengan kata lain investor yang sebelumnya ingin
melakukan kegiatan pertambangan di wilayah izin pertambangan tersebut
mendapat saingan dengan pelaku usaha lain, dan tidak jarang hal tersebut
berujung dengan kekalahan, sehingga pelaku usaha yang pada awalnya ingin
melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut dikalahkan oleh
pelaku usaha lain. Karena pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan
penawaran harga dan pertimbangan teknis. Oleh sebab itu PT. Y berpendapat
bahwa kegiatan lelang tersebut hanya membuang waktu dan uang saja,
dibandingkan dengan kegiatan jual beli izin usaha pertambangan yang
dianggap lebih praktis dalam prakteknya.

b) waktu yang cukup lama bagi para investor untuk menunggu dan menjalani
proses pelelangan. Padahal banyak dari mereka yang ingin segera mungkin
dapat memiliki [UP untuk melakukan eksploitasi/ penambangan disaat harga-
harga mineral/ batubara sedang tinggi.

¢) Pelaku usaha menilai sampai saat ini baik pemerintah daerah atau
punpemerintah pusat belum mempunyai data yang akurat tentang keberadaan

mineral dalam lokasi pertambangan yang akan dilelang. Pemerintah belum

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 165

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41841.pdf
UNIVERSITAS TERBUKA

pernah melakukan penyelidikan secara umum mengenai wilayah
pertambangan, kecuali pada wilayah bekas Kuasa Pertambangan, Kontrak
Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B),
karena telah memiliki informasi sebelumnya. Untuk wilayah-wilayah baru,
pemerintah belum memiliki data yang akurat, oleh sebab itu pelaku usaha
tidak mau mengambil resiko untuk ikut dalam kegiatan lelang dimana
wilayah yang dilelang sendiri masih belum terukur atau masih berupa indikasi
yvang dapatmerugikan pelaku usaha.

Dilihat dari alasan-alasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
kebutuhan efesiensi dan profit bagi pelaku usaha menjadi alasan utama mengapa
masih banyak pelaku usaha tidak ikut dalam kegiatan usaha pertambangan dan
lebih memilih untuk melakukan kegiatan jual beli izin usaha pertambangan.
Terkait hal ini, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA menyatakan bahwa :

“....dalam praktek pemberian izin pertambangan ini masih banyak pemilik
1zin usaha pertambangan yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, sehingga praktek jual beli izin usaha
pertambangan masih banyak terjadi. Jual beli izin usaha pertambangan tersebut
dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Pihak penjual memperoleh
keuntungan dari pengalihan izin usaha pertambangan tersebut dengan
memperoleh royalti dan setiap ton komoditas tambang yang diperoleh oleh
penerima izin usaha pertambangan tersebut dengan hanya mempersiapkan,
melengkapi dan menyelesaikan dokumen-dokumen berikut perizinan yang
berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Dan keuntungan pihak pembeli adalah
proses ini dianggap lebih praktis dan efisien dibandingkan apabila ikut dalam
kegiatan pelelangan, yang memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh izin
usaha pertambangan tersebut....” (Wawancara, 18 April 2014)

Dari hasil wawancara di atas tampak bahwa selain itu dalam prakteknya
masih banyak pemilik izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi syarat yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, sehingga praktek jual

beli izin usaha pertambangan masih banyak terjadi. Jual beli izin usaha
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pertambangan tersebut dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Pihak
penjual memperoleh keuntungan dari pengalihan izin usaha pertambangan
tersebut dengan memperoleh royalti dari setiap ton komoditas tambang yang
diperoleh oleh penerima izin usaha pertambangan tersebut dengan hanya
mempersiapkan, melengkapi dan menyelesatkan dokumen-dokumen berikut
perizinan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Dan keuntungan pihak
pembeli adalah proses ini dianggap lebih praktis dan efisien dibandingkan apabila
tkut dalam kegiatan pelelangan, vang memerlukan waktu yang lama untuk
memperoleh 1zin usaha pertambangan tersebut.

Sisi negatif dari kegiatan jual beli izin usaha pertambangan ini adalah
dominannya pihak pemilik TUP terhadap kontraktor yang melaksanakan kegiatan
pertambangan, berdasarkan hasil wawancara, pihak pemilik IUP sering meminta
tambahan royalti kepada pihak kontraktor dengan berbagai macam alasan, seperti
apabila harga pasaran komoditas tambang naik, sehingga tidak sesuai dengan apa
yang telah disepakati sebelumnya, apabila pihak kontraktor tidak setuju, maka
pihak pemilik ITUP memperlama proses perizinan yang harus dilakukan kepada
pemerintah.

Dengan adanya larangan pengalihan izin usaha pertambangan yang diatur
dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2009, maka kegiatan jual
beli izin usaha pertambangan tidak boleh dilakukan lagi, karena dapat dilihat
bahwa, pemilik TUP yang melakukan kegiatan jual beli hanya bermodalkan izin
saja dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kegiatan pertambangan.

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, sebenamya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah lebih baik dalam mengatasi adanya
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jual beli konsesi pertambangan. Perolehan izin usaha pertambangan melalui
pelelangan menurut pendapat penulis, sudah cukup menekan adanya praktek jual
beli yang marak terjadi, karena secara teoritis dalam peraturan perundang-
undangan tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha
untukdapat memperoleh 1zin usaha pertambangan, sehingga tidak ada lagi
ditemukanpemegang izin usaha pertambangan yang tidak berkompeten
melakukan kegiatan pertambangan yang dapat menyebabkan timbulnya kegiatan
jual beli konsesi izin pertambangan. Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun
1967 menggunakans istem permohonan dalam memperoleh izin usaha
pertambangan, sedangkan undang-undang No. 4 Tahun 2009 lebih baik karena
menggunakan sistem lelang yang dalam prakteknya dapat menghindari adanya
praktek curang yang selama ini terjadi dengan menggunakan sistem permohonan,
karena sistem lelang tersebut lebih bersifat terbuka, sehingga dirasa adil bagi
setiap pelaku usaha.

Menurut pendapat penulis, pelaku usaha yang masih melakukan praktek jual
beli tersebut hanya memerlukan sosialisasi terhadap perubahan Undang- Undang
No. 4 Tahun 2009, yang tergolong masih baru, mengingat bahwa Undang-Undang
No. 11 Tahun 1967 telah digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
Sosialisasi  terhadap perubahan peraturan perundang-undangan tersebut
diharapkan akan dapat menekan jual beli konsesi pertambangan batu bara untuk
kedepannya. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang menerbitkan
izin usaha pertambangan baik itu pemerintah pusat yang diwakili och
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun pemerintah daerah yang

diwakili oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Selain itu, kesiapan pemerintah
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baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor
yang penting dalam melancarkan proses penerbitan izin usaha pertambangan
melalui lelang. Adanya peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur
mengenai penerbitan 1zin usaha pertambangan melalui lelang belum cukup untuk
menekan terjadinya jual beli konsesi izin usaha pertambangan apabila tanpa
diimbangi dengan kesiapan dari pemerintah dalam melaksanakan aturan-aturan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hal
tersebut dilakukan dengan benar, maka menurut pendapat penulis, penerbitan izin
usaha pertambangan melalui lelang dapat menekan praktek jual beli konsesi izin
pertambangan dan dapat menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara sesusai dengan salah satu
tujuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun2009 tersebut.

Perlu dipahami oleh kita bahwa Pemerintah menginginkan pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara harus berjalan sesuai kaidah Good Mining
Practice dalam rangka menuju tertib administrasi, teknis dan lingkungan.
Substansi Undang-Undang No.4 Tahun 2009 berusaha menggunakan arah baru
kebijakan pertambangan yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nastonal
(national interest), kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha,

desentralisasi pengelolaan pertambangan yang baik (good mining practies).

d.  Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)
Akuntabilitas kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban
pemerintah dalam pemberian izin usaha pertambangan. Dalam hal ini berdasarkan

data lapangan akuntabilitas kebijakan ini dapat dilihat dari bentuk pengusahaan
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pertambangan dimana berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan diketahui bahwa kuasa pertambangan

sebagai wujud akuntabilitas kebijakan menurut Pasal 2 huruf (i) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan,
pengertian kuasa pertambangan adalah :

“wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan
usaha pertambangan”.

Kuasa pertambangan adalah salah satu instrumen hukum vang
dapatdigunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan oleh
pihak yang sudah dinyatakan berhak sebagai pemegang kuasa pertambangan.
Tanpa adanya kuasa pertambangan, pihak tersebut belum dapat melakukan
kegiatannya di bidang pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perekonomian
Kabupaten Kotawaringin Barat diketahui bahwa.

“...untuk jenis-jenis kuasa pertambangan dapat dilihat dalam pasal 2 dan
pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan....dimana kalo kita ingin melihat akuntabilitas kebijakannya dalam
hal im berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam pemberian izin
usaha pertambangan. Akuntabilitas kebijakan ini dapat dilihat dari bentuk
pengusahaan pertambangan dimana berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun
1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan diketahut bahwa kuasa
pertambangan sebagai wujud akuntabilitas kebijakan menurut Pasal 2 huruf (1)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan, pengertian kuasa pertambangan yaitu bahwa wewenang yang
diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan”
(Wawancara, 18 april 2014)

Berdasarkan hasil wawncara di atas dapat diketahui bahwa jenis-jenis kuasa
pertambangan dapat dilihat dalam pasal 2 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah

Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
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Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun

1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Jenis Kuasa
Pertambangan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu darisegi aspek bentuknya

dan dari segi aspek usahanya, yaitu :

1) Kuasa Pertambangan dari Segi Bentuknya

Kuasa pertambangan dari aspek bentuknya merupakan kuasa pertambangan
yang dilihat dari aspek surat keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang
berwenang. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1969
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan kuasapertambangan dari segi bentuknya dibagi
menjadi tiga, yaitu :
1) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan

Surat Keputusan Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan

yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
kepada Instansi Pemerintah yang melipuit tahapkegiatan:
e Penyelidikan umum
e Eksplorasi
2) Surat Keputusan [zin Pertambangan Rakyat

Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang
diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan
usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat

terbatas yang meliputi kegiatan:

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 171

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41841.pdf
UNIVERSITAS TERBUKA
e Penyelidikan umum,;
e FEksplorasi;
e Eksploitasi;
e Pengolahan;
» Pemurnian;
e Pengangkutan;

e Penjualan.

penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, dan
penjualan.
3) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan

Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa
Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah,Badan Usaha
Swasta atau perorangan untuk melaksanakan usahapertambangan yang meliputi
tahap kegiatan :
o  Penyelidikan umum,
e FEksplorasi;
e FEksploitasi;
e Pengolahan dan pemurnian; serta

e pengangkutan dan penjualan.
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2) Kuasa Pertambangan Ditinjau dari Segi Kegiatan Usahanya
Kuasa Pertambangan dari aspek usahanya merupakan penggolongan kuasa
pertambangan dari segi usaha yang dilakukan oleh pemegang kuasa
pertambangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75
Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan kuasapertambangan dari segi aspek
usahanya dibagi menjadi lima, yaitu:
a) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
Kuasa pertambangan penyelidikan umum adalah kuasa untuk melakukan
penyelidikan secara geologi umum dengan maksud untukmembuat peta geologi
umum atau untuk menetapkan tanda-tandaadanya bahan galian pada umumnya.
b) Kuasa Pertambangan Eksplorasi
Kuasa pertambangan eksplorasi adalah wewenang (kuasa) yang diberikan
oleh pejabat berwenang untuk melakukan penyelidikangeologi pertambangan
untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanyadan sifat letakan bahan galian.
¢) Kuasa Pertambangan Eksploitasi
Kuasa pertambangan eksploitasi adalah kuasa pertambangan dengan maksud
untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
d) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian
Kuasa Pertambangan pengolahan dan pemurnian adalah kuasa pertambangan
untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan

memperoleh unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
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e) Kuasa Pertambanagan Pengangkutan dan Penjualan

Kuasa Pertambangan pengangkutan dan penjualan adalah kuasa
pertambangan untuk memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan dan
pemurnian  bahan  galian dan  daerah  eksplorasi  atau  tempat
pengolahan/pemurnian.

Badan/perseorangan yang dapat melakukan usaha pertambangandijabarkan
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketantuan Pokok Pertambangan yaitu sebagat berikut:
¢ Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menter;

e Perusahaan Negara;

e Perusahaan Daerah;

¢ Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah;

¢ Koperasi;

o Badan atau perseorangan swasta yang telah memenuhi persyaratan;

e Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan/atau daerah dengan
koperasi dan/atau  badan/perseorangan swasta yang telahmemenuhi
persyaratan;

¢ Pertambangan rakyat.

Luas wilayah pertambangan yang diperbolehkan untuk melakukan usaha
pertambangan adalah :

o Kuasa pertambangan penyelidikan umum 25.000 hektar;

¢ Kuasa pertambangan eksplorasi 10.000 hektar;

e Kuasa pertambangan eksploitasi 5.000 hektar.
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Jangka waktu yang diberikan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan
adalah :

(1) Kuasa pertambangan penyelidikan umum paling lama satu tahun. Jangka
waktu ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun lagi.

(2) Kuasa pertambangan eksplorasi paling lama tiga tahun. Jangka waktu ini
dapat diperpaniang sebanyak dua kali, setiap kalinya untuk jangka waktu satu
tahun. Apabila pemegang kuasa pertambangan eksplorasi telah menyatakan
bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi,
maka dapat diberikan lagi perpanjangan jangka waktu kuasa pertambangan
eksplorasi paling lama tiga tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi
pertambangan.

(3) Kuasa pertambangan eksploitasi paling lama tiga puluh tahun. Jangka waktu
ini dapat diperpanjang lagi sebanyak dua kali, setiap kalinya untuk jangka
wkatu sepuluh tahun.

(4) Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian paling lama tiga puluh
tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangkwa
waktu sepuluh tahun.

(5) Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan paling lama sepuluh tahun.
Jangka waktu ini dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jang kawaktu lima
tahun.

3) Kontrak Karya
Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal di dalam pertambangan

umum. Dalam Pasal Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-

ketentuan Pokok Pertambangan Umum, istilah yang lazim digunakan adalah
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perjanjian karya, tetapi di dalam penjelasannya, istilah yang digunakan adalah
kontrak karya. Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi
Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemprosesan
Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara telah ditentukan pengertian kontrak
karya. Kontrak Karya (KK) adalah :

“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan
swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA)
untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor
I tahun 1967 tentang Penanaman ModalAsing serta Undnag-Undang Nomor 11
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum”.

Pengertian kontrak karya juga didefinisikan oleh beberapa sarjana. Sri
Woelan aziz mengartikan kontrak karya sebagai berikut :

“suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk buatu badan hukum
Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum
Indonesia yang menggunakan modal nasional”.

Definisi ini ada kesamaan dnegan definisi yang dikatakan oleh Ismail suny
yang mengartikan kontrak karya sebagai berikut :

“Kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya (contract of work)
terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia
dan badan hukum ini mengadakan kerja sama dengan satu badan hukum yang
mempergunakan modal nasional”.

H. Salim HS juga menjelaskan mengenai pengertian kontrak karya yang
melengkapi pengertian kontrak karya yang dikemukakan oleh Sri woelan Aziz
dan Ismail Suny. Kontrak Karya menurut H. Salim HS adalah :

“suatu perjanjian yang dibuat antara pemerintah Indonesia/pemerintah daerah
(provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau
merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik
untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang

pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua
belah pihak”.
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Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik unsur-unsur yang melekat
dalam kontrak karya yaitu:
¢ Adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak;

e Adanya subjek hukum, yaitu pemerintah Indonesia/pemerintah daerah
(provinsi’kabupaten’/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau
gabungan antara pthak asing dengan pihak Indonesia;

e Adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi;

e Dalam bidang pertambangan umum; dan

e adanya jangka wjatu di dalam kontrak.

Jangka waktu berlakunya kontrak karya tergantung kepada jenis kegiatan
yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Jangka waktu berlakunya kegiatan
cksploitasi adalah tiga puluh tahun. Jangka waktu itu juga dapat
diperpanjang.Kontrak karya bukanlah perjanjian yang dikualifikasikan sebagai
perianjian publik, melainkan perjanjian biasa yang tunduk kepada ketentuan
hukum perdata. Meskipun format kontraknya bersifat standar, namun tetap

terbuka kesempatan kepada kontraktor untuk merundingkan semua ketentuan-

kontraktor dalam kontrak karya adalah hubungan kontraktual. Hubungan
perbuatan perdata itu mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai para pihak
tanpa memandang status diluar kontrak. Karena setiap orang bebas untuk
mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur di dalam
undang-undang.

Walaupun dalam teori bahwa pengelolaan dan pengisahaan bahan galian

melalui kontrak karya menempatkan para pihak berada dalam posisi sejajar dan
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kesamaan, namun pada praktiknya hak-hak yang diperoleh mitra pemerintah
dalam kontak karya justru memperoleh hak-hak yang sangat istimewa. Hal
tersebut dapat dilihat dari hak kewajiban investor kontrak karya, yaitu :
Hak investor kontrak karya dalah :
(a) memasuki wilayah kontak karya dan melakukan eksplorasi, menambang,
mengolah dan menjual/menggunakan bahan galian yang ditemukan;
(b) mengendalikan perusahaan,;
(¢} mentransfer vang dari dan ke luar neger,
(d) menggunakan mata uang negara lain yang dapat dikonverst di Indonesia;
(e) mengimpor dan re-ekspor barang yang diperlukan untuk pengusahaan dan
kebutuhan karyawan tenaga asing, bebas bea masuk;
(f) mengekspor hasil produksi.
Adapun kewajiban-kewajiban investor kontrak karya adalah :
o membayar pajak dan kewajiban keuangan lainnya;
e melaporkan semua kegiatan perusahaan;
e menggunakan tata cara dan peralatan pertambangan yang
berwawasanlingkungan dengna baik, benar, efektif, dan efisien;
e menanggung semua resiko;
e mengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang, dan jasa produk dalam
negeri sepanjang kompetitif;
e mengutamakan kebutuhan di dalam negeri, apabila hasil produksinya

diperlukan di dalam negeri.
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4) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Pada prinsipnya Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan adalah
instrumen hukum bagi pengusaha penanam modal atau investor yang ingin
melakukan usaha pertambangan batu bara. Investor tersebut tidak bisa
menggunakan instrumen kuasa pertambangan untuk membuka usaha penanaman
modal pertambangan batu bara. PKP2B ini menggunakan sistem kontrak atau
perjanjian. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dikatakan oleh
Abrar Saleng sebagai perjanjian pola campuran, dimana beliau berkata sebagai
berikut:

“pola perjanjian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (coal
agreement) merupakan pola campuran (mixed) antara pola kontrakkarva dengan
production sharing”.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan
Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, para pihak yang
terkait dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan
Pokok Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah sebagai berikut:

(a) Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral; dan
(b) Kontraktor yang dimaksud dengan kontraktor adalah perusahaan swsta yang

melakukan pengusahaan pertambangan batu bara, baik dalam rangka

penanaman modal asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Neger

(PMDN). Jadi, kontraktor dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai

berikut :

e Kontraktor yang modalnya berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA);
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e Dan kontraktor yang modalnya berasal dari Penanaman Modal dalam
Negeri (PMDN).

Setiap Penanaman Modal Asing (PMA) yang ingin menanamkan modalnya di
bidang pertambangan batu bara di Indonesia harus melakukan kontrak patungan
(joint venture) dengan orang atau badan hukum Indonesia sehingga penanam
modal asing tersebut dapat membentuk sebuah badan hukum Indonesia yang
tunduk pada hukum Indonesia. Peraturan yang menjadi landasan hukum mengenai
Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) dapat dilihat sebagai berikut :
(a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-KetentuanPokok

Pertambangan, dimana penjabaran lebih lanjutnya dituangkan dalam:

e Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara
Perusahaan Negara Tambang dan Kontraktir Swasta,

e Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang dijabarkan
lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
680 K/29/M.pe/1997  tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara

(b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
jo.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Hak

dan kewajiban para pihak menurut Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Keputusan

Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian

Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah sebagai berikut :
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(1) Kewajiban :

¢ Menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan
kepada pemerintah.

e Menyerahkan sebesar 13,50% hasil produksi batu baranya
kepadapemerintah secara tunai atas harga pada asaat berada di atas
kapal (Freeon Board) atau pada harga setempat (ar salepoint) yang
digunakna untuk:

- Pembiyaan pengembangan batu bara;

- Inventarisasi sumber daya batu bara;

- Biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan
kerjapertambangan;

- Pembayaran luran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (royalty)
danPajak Pertambahan Nilai.

e Membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat perjanjian
ditandatangani;

e Membayar pungutan-pungutan daerah yang telah mendapatkan
pengesahan oleh pemerintah pusat;

e Membayar iuran tetap (dead rent) kepada pemerintah berdasarkan luas

wilayah kerja pengusahaan pertambangan batu bara sesua: dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e Mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia, berkedudukan di

Indonesia dan semata-mata berusaha dalam bidang pengusahaan

pertambangan batu bara;
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e Dalam hal perusahaan kontraktor swasta merupakan perusahaan
penanaman modal asing yang seluruh modalnya dimiliki warga negara
dan/atau badan hukum asing, perusahaan kontraktor swasta tersebut
menjual sebagian sahamnya kepada warga negara dan/atau badan
hukumIndonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

e Mengutamakan penggunaan hasil produksi dan jasa dalam negeri,
tenagakerja Indonesia dan memperhatikan kebijaksanaan pemerintah
dalampengembangan daerah dan perlindungan lingkungan.

(2) Hak :

o Melakukan kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi terhadap sumber daya
tambang batu bara di wilayah hukum pertambangan Indonesia;

e Barang modal dan bahan yang diimpor perusahaan kontraktor
swastadalam rangka perjanjian dibebaskan dari bea masuk, pungutan
impor danbea balik nama sehubungan dengan pemilikan barang-barang
tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari paparan data lapangan di atas, untuk melihat akuntabilitas kebijakan

dapat dikaji dari implementasi prosedur memperoleh kuasa pertambangan,
kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B)
1. Prosedur untuk Memperoleh Kuasa Pertambangan

Syarat dan prosedur untuk memperoleh kuasa pertambangan diatur dalam
Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan

Keputusan Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1453K/29/MEM/2000
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tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang
Pertambangan Umum. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala
Bagian Perekonomian berikut

“....secara umum syarat dan prosedur untuk memperoleh kuasa pertambangan
diatur dalam Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75
Tahun 2001 dan Keputusan Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1453
K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan
di Bidang Pertambangan Umum....selama ini tinggal bagaimana bisa
diimplementasikan aturan ini...” (Wawancara, 18 april 2014)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan
Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum
Pasal 13 Peraturan PemerintahNomor 75 Tahun 2001 ditentukan permintaan
kuasa pertambangan diajukan sesuai dengna bentuk yang ditetapkan oleh menteri,
gubernur, bupati/walikotadengan ketentuan sebagai berikut ;

a) Untuk satu  wilayah kuasa pertambangan harus diajukan  satu
permintaantersendir

b) Lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satuwilayah
kuasa pertambangan.

Untuk memperoleh kuasa pertambangan, maka perusahaan pemohon
diwajibkan untuk membuat surat permohonan dengan mekanisme sebagai berikut:
1) Perusahaan pemohon mengajukan surat permohonan kepada Direktur]Jenderal

Pertambangan Umum rangkap dua;

2) Surat permohonan tersebut harus dilengkapi persyaratan-persyaratan

khusussesuai dengan tahapan kuasa pertambangan yang dimohon, yaitu

a) Lampiran kuasa pertambangan penyelidikan umum, terdiri dari :
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- Peta wilayah asli yang dimohon, yang dikeluarkan oleh UnitPelayanan
Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan duarangkap;

- Akta pendirian perusahaan, yang didalamnya memuat bidang
usahapertambangan, dan telah memperoleh  pengesahan  dari
DepartemenK ehakiman/Kementrian Hukum dan HAM;

- Melampirkan bukti setoran jaminan tanda kesungguhan;

- Laporan keuangan perusahaan hasil audit akuntan publik.

b) Lampiran kuasa pertambangan eksplorasi yang terdiri dari :

Peta wilayah asli yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Informasi
Pencadangan Wilayah Pertambangan dua rangkap;
- Dokumen laporan lengkap hasil penyelidikan umum;
- Melampirkan tanda bukti setoran iuran tetap;
- Melampirkan dokumen rencana kerja dan biaya, meliputi:
e Kegiatan teknis persiapan untuk lapangan:
o Hasil studi literatur (hasil penyelidikan sebelumnya yang

pernahdilakukan);

J

Rencana kegiatan yang akan dilakukan,;
o Rencana lokasi kegiatan, dilengkapi dengan peta daerah yangakan

diteliti;

13

Merancang metode penvelidikan yang akan dilakukan,misalnya:
g peny yang 3

penyelidikan udara, penyelidikan geofisika/geokimia,pembuatan
sumur uji, parit uji, pembutana terowonganeksplorasi, pemboran,

dan lain-lain;
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0 Rencana pelaksanaan, apakah akan dilaksanakan oleh pemohon
atau diberikan kepada perusahaan lain;
e Jadwal kegiatan.
0 Rencana penggunaan tenaga kerja;
a Penggunaan logistik
o Rencana anggaran biaya.
¢) Lampiran permohonan kuasa pertambangan eksploitasi terdiri dari :
e Peta wilayah yang dimchon asli dari Unit Pelayanan
InformasiPencadangan Wilayah Pertambangan, dua rangkap;
e Dokumen laporan lengkap hasil eksplorasi;
e Dokumen laporan studi kelayakan;
e Dokumen AMDAL yang telah memperoleh persetujuan;
e Akta perusahaan yang di  dalamnya ~memuat bidang
usahapertambangan.
2. Prosedur untuk Memperoleh Kontrak Karya
Kontrak karya adalah legalitas pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan
bagi investor asing, melalui fasilitas penanaman modal asing. Adapun mekanisme

pengurusan atau prosedur untuk memperoleh kontrak karya adalah sebagai berikut

a) Perusahaan mengajukan permintaan pencadangan wilayah kepada Unit
Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP);,

b) Perusahaan pemohon memperoleh peta dan formulir permohonan kontrak
karya daru Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan

(UPIPWP);
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¢) Perusahaan pemohon menyetor uang jaminan ke bank yang ditunjuk, bukti
setoran dijadikan lampiran dengan dokumen dan persyaratan lain;

d) Perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal
Pertambangan Umum (DJPU), berikut lampiran/dokumen yang harus dipenuhi
kepada direktorat pembinaan pengusahaan (DPB) melalui sekretariat Dirjen
Jenderal Pertambangan Umum,;

¢) DJPU menyampaikan hasil pemrosesan DPB kepada perusahaan pemohon,
apakah pengajuannya diterima atau ditolak;

f) DJPU membentuk dan menusakan tim perunding, yang bertugas melakukan
perundingan dengan prusahaan pemohon kontrak karya;

g) Direktur DPB bersama perusahaan pemohon, menyampaikan hasil perundingan
kepada DJPU;

h) DJPU menyampaikan draf kontrak karya kepada menteri untuk dilakukan
pemrosesan lebih lanjut;

1) Menteri menyampaikan draf kontrak karya kepada DPR RI untuk
dikonsultasikan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk
mendapat rekomendasi;

j) DPR menyampaikan tanggapan kepada menteri atas draf kontrak karya yang
disampaikan sebelumnya;

k) MKPM menyampaikan rekomendasi atas darf kontrak karya yang disampiakn
menteri kepada presiden;

1) Presiden memberikan persetujuan, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan
kepada menteri, untuk dan atas nama pemerintah menandatangani kontrak

karya,
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m)Mentert  melaksanakan  penandatanganan  kontrak  karya  dengan
perusahaanpemohon.

Setelah dilakukan penandatanganan kontrak karya, kemudian perusahaan
memulai kegiatan di lapangan pada area yang telah ditetapkan dalam kontrak
karva, dengan luas dan titik-tittk kordinatnya ditentukan secara jelas yang
merupakan wilayah hukum kontrak karya yang dimaksud. Secara teknis,
perusahaan pemegang kontrak karya melakukan kegiatan lapangan sebagai
berikut :

o Melaksanakan penyelidikan umum, dengan jangka waktu pelaksanaanselama

1 tahun ditambah kesempatan perpanjangan selama 1 tahun;

|

Melaksanakan kegiatan eksplorasi, dengan jangka waktu pelaksanaanselama

3 tahun, dengan diberikan kesempatan 2 tahun masa perpanjang waktu;

o Tahapan studi kelayakan (feasibility study) selama 1 tahun, dengan masa
perpanjangan selama 1 tahun;

o Tahapan konstruksi atau pekerjaan persiapa selama 3 tahun;

o Masa eksploitasi selama 30 tahun, ditambah masa perpanjang selama 2 x10
tahun.

3. Prosedur untuk memperoleh Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B)
Pada dasamya, tidak semua  perusahaan dapat  mengajukan

permohonanperjanjian karya pertambangan batu bara, tetapi perusahaan yang

dapat mengajukan permohonan izin itu adalah perusahaan yang telah memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundnag-undnagan.
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Perusahaan yang ingin mengajukan izin perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batu bara harus mengajukan permohonan kepada pejabat
berwenang untuk itu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat itu
meliputi :

0 Peta  pencadangan  wilayah  dari  Unit  Pelayanan  Informasi

WilayahPertambangan (UPIWP);

0 Tanda bukti setoran jaminan kesungguhan;

3

Laporan keuangan PMA dan PMDN tiga tahun terkahir yang telah diaudit;
0 Tanda terima SPT tahun terakhir (PMDN);

0 Kesepakatan bersama (MOU) antara PMA dan PMDN

J

Laporan tahunan perusahaan (PMA dan PMDN)

Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batu bara adalah bupati/walikota, gubernur dan
menter1 sesuat dengan kewenangannya masing-masing. Prosedur untuk
mengajukan permohonan menerbitkan izin perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batu bara pada wilayah kewenangan bupati/walikota adalah sebagai
berikut :

o Permohonan diajukan kepada bupati/walikota. Pemohon mengajukan
permohonan kepada bupati/walikota. Bentuk permohonannya adalah tertulis.
Contoh surat permohonan ini telah dibekukann oleh Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral.

o Bupati/walikota memberikan persetujuan prinsip;

3

Bupati/walikota meakukan konsultasi kepada DPRD kabupaten/kota ;

0 Permohonan rekomendasi ke dinas Penanaman Modal;
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0 Dinas Penanaman Modal memberikan rekomendasi.

0 Bupati/walikota bersama pemohon menandatangani kontrak.

Kontrak yang telah ditandatangani tersebut ditembus keapda provinsi
danDepartemen Energi dan sumber Daya Mineral. Prosedur permohonan
perjanjlan  karya pengusahaan batu bara pada wilayah kewenangan
gubernurdisajikan berikut ini :

0 Permohonan diajukan ke gubernur. Format permohonan untuk
mengajukanpermohonan perjanjian karya pengusahaan batu bara adalah smaa
denganformat permohonan yang diajukan kepada bupati/walikota.

0  Gubernur memberikan persetujuan prinsip;

3 Gubernur melakukan konsultas: kepada DPRD provinsi;

o Permohonan rekomendasi ke BKPMD; 5. DPRD provinsi memberikan
rekomendasi;

0 BKPMD memberikan rekomendasi;

o Gubernur bersama pemohon menandatangani kontrak;

o Kontrak ditembuskan kepada kabupaten/kota dan Departemen Energi
dansumber Daya Mineral
Walaupun bupati/walikota dan gubernur diberikan kewenangan untuk

menandatangani perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, namun

substansi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara disiapkan oleh
pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya
menyerahkan kewenangan itu kepada pemerintah daerah. Di sampin itu,
pemerintah daerah belum mempunyai pengalaman yang cukup dalam penyusunan

substansi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 189

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41841.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

Apabila subtansi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara
diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menyusunnya, maka memerlukan
waktu yang lama dan biaya yang besar. Sementara itu investor menginginkan
supaya perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara dapat
ditandatangani dalam waktu yang realtif cepat karena dengan ditandatanganinya
kontrak itu, investor dapat melaksanakan kegiatan ekplorasi maupun eksploitasi

terhadap sumber daya alam batu bara.

3. Kendala dan Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas
Publik Di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten
Kotawaringin Barat dalam Rangka Pemberian Layanan Perijinan.

a. Kendala dan Faktor Internal
Berdasarkan data lapangan diperolah bahwa kendala internal atau masalah yang

bersumber dari dalam lembaga/Bagian Perekonomian dan SDA ini antara lain

berkaitan dengan

1) Akuntabilitas Kinerja Pegawai Bagian Perekonomian dan SDA

a) Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima yang

berorientasi pada kepuasan masyarakat adalah misi dari Bagian Perekonomian dan

SDA. Oleh karena itu mengutamakan kepuasan masyarakat memiliki prioritas utama

bagi pelayanan yang diberikan Bagian Perekonomian dan SDA. Semua tugas dan

kewajiban yang menyangkut pelayanan terhadap publik menjadi tanggungjawab
setiap pegawai pada Bagian Perekonomian dan SDA.
Terdapat beberapa produk yang dihasilkan pada Bagian Perekonomian dan SDA

dimana mutu dari produk yang dihasilkan tergantung pada tingkat kepuasan publik
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yang dipengaruhi oleh baik buruknya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.

Selain peningkatan pelayanan melalui kinerja pegawai yang terkoordinasi dan
melalui pelayanan prima, misi lain Bagian Perekonomian dan SDAadalah terciptanya
informasi tentang data-data yang ada pada Bagian Perekonomian dan SDAyang
didasarkan pada informasi manajemen pada masing-masing bidang. Mengingat begitu
besarnya tugas dan tanggungjawab yang diterima, maka sangatlah wajar jika instansi
Pemerintahan melakukan dan diwajibkan untuk menjalankan
akuntabilitas/pertanggungjawaban terhadap publik. Oleh karena tugas-tugas yang
diemban oleh Bagian Perekonomian dan SDAmerupakan tugas yang menyangkut
kehidupan / kepentingan bangsa, negara dan masyarakat.

Alasan lain pada Bagian Perekonomian dan SDA melakukan akuntabilitas/
pertanggungjawaban pada publik adalah untuk menjaga kepercayaan yang diberikan
publik kepadanya. Seperti yang diungkapkan Kepala Bagian Perekonomian dan
SDAdi ruang kerjanya.

“Alasan kami melakukan sistem pertanggungjawaban adalah selain untuk
memenuhi kewajiban formal organisasi terhadap pemerintahan yang lebih tinggi, juga
untuk menjaga kelangsungan keberadaan sebuah Bagian Perekonomian dan SDA
sebagai sosok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga kami berusaha untuk
memberikan pelayanan yang terbaik melalui pola kinerja yang terbaik pula sesuai
dengan pelayanan yang ada.” (Wawancara, 21apnl 2014)

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Kepala Sub. Bagian Bina
Produksi Daerah) diruang kerjanya berikut ini :

”Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kabag tersebut, bahwa pada Bagian
Perekonomian dan SDA melakukan akuntabilitas pelayanan kepada publik dengan
tujuan untuk menjaga kepercayaan publik atas tugas penyediaan pelayanan yang
diembankan kepada kami dan untuk memenuhi kewajiban formal kepada
pemerintahan yang lebih tinggi kedudukannya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang
diinginkan oleh masyarakat sebagai objek yang kami layani yang menginginkan
pelayanan yang baik, mudah dan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Citra inilah yang ingin kami ciptakan dan kami tingkatkan demi terciptanya mutu
pelayanan yang baik melalui sistem pertanggungjawaban kinerja pegawai. Selain itu

Tugas Akhir Program Magister {TAPM) 191

agste

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41841.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

hal yang mendasari kami melakukan akuntabilitas yaitu agar para pegawai
mempunyai rasa tanggungjawab dalam diri pegawai masing-masing akan tugas yang
diemban.” (Wawancara, 21 April 2014)

Hirarki kewenangan pada Bagian Perekonomian dan SDA dapat dilihat pada
struktur organisasi yang menunjukan alur atau tingkat pertanggungjawaban
berdasarkan jabatan struktur yang ada. Dimana struktur organisasi telah jelas terlihat
bagaimana alur kewenangan yang ada dan tingkat yang paling tinggi yaitu Kepala
Bagian sampai tingkat yang paling rendah yaitu pelaksana/staf. untuk mengetahui
lebih jelas tentang hirarki kewenangan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja
pegawai pada Bagian Perekonomian dan SDA berikut ini dipaparkan hasil wawancara
yang diperoleh.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dirung
kerjanya:

“Untuk mengetahui hirarki kewenangan yang ada pada Bagian Perekonomian
dan SDA ini yang sekaligus juga menggambarkan alur proses pertanggungjawaban
yang ada dapat dilihat pada bagan struktur organisasi Bagian Perekonomian dan
SDA. Dimana tingkat kewenangan yang tertinggi untuk meminta
pertanggungjawaban disini adalah saya selaku Kepala Bagian dan diteruskan kepada
posisi dibawah sesuai dengan struktur. Dengan kata lain dapat digambarkan bahwa
pelaksana/staf bertanggungjawab pada kepala sub bagian masing-masing, kepala sub
bagian tersebut selanjutnya bertanggungjawab pada saya. Begitulah tingkat hirarki
kewenangan pertanggungjawaban yang ada disini.” (Wawancara, 18 april 2014)

Senada pula dengan hasi! wawancara dengan ibu Kepala Subag diruang kerjanya:

“Dalam melaksanakan pertanggungjawaban kepada Bagian Perekonomian dan
SDA saya menjalankan kewenangan saya sebagai kepala sub bagian untuk meminta
pertanggungjawaban kepada pelaksana/staf kami yang menjadi bawahan saya.sesuai
dengan bagiannya masing-masing”

Lebih jelas, proses atau alur pertanggungjawaban pada Bagian Perekonomian

dan SDA adalah sebagai adalah sebagai berikut.
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Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari
a. Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian;

b. Kepala Sub Bagian Pengendalian SDA dan LH; dan

c. Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah ;

Dengan demikian alasan utama Bagian Perekonomian dan SDA dalam
melakukan akuntabilitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan adalah demi
terciptanya proses kerja yang sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena
pelayanannya menyangkut kepentingan bangsa, negara dan masyarakat maka alasan
Bagian Perekonomian dan SDA melakukan akuntabilitas pada kinerja pegawainya
sangatlah tepat, dimana lingkup akuntabilitas yang diberikan tidak hanya kepada
informal dalam ruang lingkup organisasi saja tetapi juga kepada eksternal organisasi
yaitu kepada masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan.

Jika dilihat dari macam-macam akuntabilitas manurut LAN dan didasarkan pada
pengamatan pada Bagian Perekonomian dan SDA, peneliti menyimpulkan bahwa
pada Bagian Perekonomian dan SDA menjalankan akuntabilitas proses dan hukum
saja. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Masradin, SH selaku
Sekda pada di ruang kerjanya, dimana beliau mengatakan :

“Bahwa selama ini pada Bagian Perckonomian dan SDA hanya membuat laporan
pertangungjawaban jika ada dana yang turun yang akan digunakan untuk suatu
keperluan atau proyek tertentu saja. Selain itu, kami juga membuat laporan
pertanggungjawaban tentang tingkat pencapaian dari tujuan diturunkannya dana
tersebut atau terhadap proyek tertentu saja.” (wawancara, 17 Aprl 2014)

b) Kinerja Pegawai Bagian Perekonomian dan SDA

Dalam organisasi publik, pegawai dapat bekerja dengan baik dan benar bila
terdapat kejelasan batasan kewenangan yang harus dijalankan oleh pegawai tersebut
sehingga pegawai dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bagian Perekonomian dan SDA dalam memberikan
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pelayanan prima sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya harus memiliki
batasan/ukuran yang menyangkut kinerja pegawainya. Lebih lanjut menurut pendapat
salah seorang staf (Bangun Sianturi ST) pada Subag Pengendalian SDA dan LH,
bahwa :

“Sebenarnya pada sub.bagian Pengendalian SDA dan LH imi tidak ada ukuran
atau indikator kinerja secara resmi, tapi tugas kami pada sub bagian pengendalian
SDA dan LH, turun langsung pada kegiatan tertentu yang diadakan pada wilayah.
Disamping tugas kami yang lain yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan
pada sub bagian Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
menyiapkan dan mengelola data serta bahan dalam rangka pembinaan
pengembangan pengendalian sumber daya alam, pembinaan energi dan sumber
daya mineral serta lingkungan hidup......dan yang paling urgen adalah menyiapkan
rekomendasi dan fasilitasi perijinan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
Menyusun pedoman pemanfaatan pengendalian sumber daya alam, pembinaan
energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup.....menyiapkan data dan
bahan-bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi dibidang energi dan sumber
daya mineral serta lingkungan hidup;Menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem
informasi bidang energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup ; dan
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas....Selain itu
kami juga melaksanakn tugas-tugas yang diamanatkan oleh Bapak Kepala Bagian
sesuai dengan keperluan dilapangan.”(Wawamcara 18 April 2014)

Pada kesempatan lain, dari hasil wawancara dengan Ibu Irma Kasubag Bina
Produksi Daerah mengatakan :

“bahwa agar kinerja staf-staf yang kami pimpin dapat bekerja dengan baik, saya
selaku pimpinan menetapkan beberapa indikator yang menyangkut kinerja kami,
misalnya kami melihat indikator kinerja kami pada proses kerja kami, maksudnya
ketelitian dan kecepatan harus di jalankan pada sub bagian kami. Hal ini kami
lakukan karena banyak pelayanan yang harus kami berikan kepada masyarakat yang
membutuhkan ketelitian dan kecepatan” (Wawancara, 21 April 2014)
¢) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pegawai

Kinerja pegawai dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik bila pegawai
tersebut dapat mempertanggungjawabkan secara benar dari kinerja yang telah
dijalankannya sesuai dengan kewenangan yang diemban. Untuk itu dalam organiasi

diperlukan pengukuran kinerja pegawai agar dapat mengetahui sejauh mana capaian

yang telah ditempuh pegawai dalam menjalankan tugasnya. Menurut LAN (1999)
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pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode akuntabilitas kinerja instansi.
Pada Bagian Perekonomian dan SDA, akuntabilitas dilakukan agar memudahkan
dalam mengevaluasi dari capaian kinerja pegawai yang telah ditetapkan pada suatu
program yang telah direncanakan baik itu tentang keberhasilan atau kegagalan dari
target yang telah ditetapkan.

Bertkut hasil wawancara dengan Ibu Midah (Kasubag Bina Perekonomian dan |
beliau mengatakan :

“Bahwa pertanggungjawaban dibuat selain untuk bukti dari pelaksanaan
dilapangan juga untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan yang ditetapkan,
akan tetapi dalam pembuatannya sering kali terdapat penyelewengan kebenaran yang
ada dilapangan dengan yang ditulis pada laporan. Akan tetapi pada dasarnya
pertanggungjawaban yang kamu buat dengan maksud agar kinerja kami dapat
ditingkatkan semaksimal mungkin.”

Senada dengan hal diatas, pendapat salah seorang staf pada Kasubag SDA dan
LH pada Bagian Perekonomian dan SDA :

“Pada dasarnya akuntabilitas dibuat untuk mempertanggungjawabkan kinerja
yang kami capai dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan agar dapat meningkatkan
kinerja kami, akan tetapi pada Bagian Perekonomian dan SDAyang terjadi adalah
akuntabilitas dibuat bila kami mendapatkan tugas dari instansi diatas kami. Sehingga
pengaruhnya pada pola kerja kami sedikit sekali. Mungkin itu yang membuat banyak
keluhan yang timbul pada masyarakat yang otomatis membuat kepercayaan
masyarakat menjadi menurun”

Dari hasi! wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti
maka dapat disimpulkan bahwa pada Bagian Perekonomian dan SDA akuntabilitas
dibuat untuk memenuhi kewajiban dari prosedur yang ada pada peraturan.
Akuntabilitas dibuat pada saat tertentu bilamana Bagian Perekonomian dan SDA
mendapat tugas dari instansi diatasnya yang mengharuskan dibuatnya laporan
pertanggungjawaban.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan akuntabilitas vang dibuat dengan tujuan

untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat memiliki pengaruh yang relatif sedikit,

karena akuntabilitas tidak dibuat pada kegiatan sehari-hari dalam memberikan
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pelayanan kepada masyarakat. Jika dilihat dari fungsinya dimana akuntabilitas
dijalankan agar pegawai memiliki jiwa tanggungjawab dalam kinerjanya sehari-hari.
Akan tetapi pada Bagian Perekonomian dan SDA akuntabilitas hanya dijalankan pada
waktu tertentu saja sehingga pengaruh akuntabilitas pada individu pegawai dalam
menjalankan kinerjanya relatif kurang.

b.  Kendala dan Faktor Eksternal

Hal ini berkaitan dengan faktor yang menghambat Bagian Perekonomian dan
SDA dalam melaksanakan akuntabilitas dalam kinerjanya. Dimana dalam melakukan
aktivitasnya sehari-hari, Bagian Perekonomian dan SDAt ent: mengalami hambatan-
hambatan yang dapat mengganggu jalannya proses pertanggungjawaban.

Sehubungan dengan hal diatas Bagian Perekonomian dan SDA
mengidentifikasikan beberapa faktor yang selama int dirasa menghambat jalannya
proses alur akuntabililtas. Untuk lebih jelasnya berikut dapat dilihat hasil wawancara
dengan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA di ruang kerjanya :

“Bahwa salah satu faktor yang menghambat jalannya proses pertanggungiawaban
pada Bagian Perekonomian dan SDA vyaittu jika dilihat dari bagaimana alur
pertanggungjawaban yang kami dapat selama ini berasal dari tiap-tiap subbagian.
Dari situ dapat dilihat tugas subag sebagai pihak terbawah akan tetapt memiliki beban
tanggungjawab yang cukup besar karena kebijakan yang turun dan atas pada akhirnya
yang melaksanakan atau dengan kata lain yang mensosialisasikan kemasyarakat
adalah pihak subbag meskipun kadang-kadang pihak kecamatan turun kelapangan
sendiri. Dan hasil kegiatan tersebut, harus menyetorkan berkas pertanggungjawaban
kepada Bagian Perekonomian dan SDA. dari sinilah data yang diberikan kepada kami
yang menjadi faktor pengahambat, yaitu tentang keabsahan atau kebenaran dari data
tersebut. Karena itulah konsep evaluasi yang kami terapkan menjadi sangat berguna
untuk menjaga kebenaran dari data yang kami peroleh.” (Wawancara, 18 april 2014)

Dalam kesempatan lain dari hasil wawancara dengan Sdr. Bangun Sianturi (Staf
pelaksana pada bagian Perekonomian dan SDA):

“Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala bagian tersebut, kami selaku
bagian sekretariat mendapatkan beberapa data yang berbeda dengan keadaan
dilapangan yang dimana hal tersebut tentu saja menjadi tanggungjawab kami selaku

pihak Bagian Perekonomian dan SDA. Bila hasil dari lapangan saja salah, bagaimana
dengan pertanggungjawaban kami”. (Wawancara, 21 April 2014)
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Senada dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bagian
Perekonomian dan SDA mengatakan bahwa:

“Sebab atau factor yang dapat menghambat akuntabilitas kinerja pegawai saya
dapat dilihat dari beberapa factor misalnya, sumber daya manusia yang dimilki oleh
pegawai. Dimana tingkat pengetahuan tentang pentingnya menanamkan jiwa
akuntabel dalam diri pegawai sangat kurang. Karena itulah banyak urusan publik
yang menyangkut keperluan masyarakat yang diserahkan kepada swasta secara paket.
Selain itu, tingkat disiplin pegawai yang kurang. Akan tetapi hal ini tergantung pada
budaya kerja yang dimiliki oleh pegawai. Selain itu faktor lingkungan juga memiliki
pengaruh yang tidak sedikit dari proses akuntabilitas itu sendiri.Hal ini dapat dilihat
dengan banyaknya pengurusan pelayanan yang diserahkan melalui pihak swasta yang
kemudian diserahkan kepada kami dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh
pihak swasta. Hal ini yang menjadikan pegawai kami untuk mengenyampingkan
tugas dan tanggungjawab yang diembannya” (Wawancara, 21 april 2014)

Dari uraian diatas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan pengamatan
langsung dilapangan dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor vang dapat
menghambat jalannya kinerja pegawail yang pada akhirnya berdampak pada proses
akuntabilitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanana publik.

Dari beberapa faktor tersebut dapat dismpulkan bahwa faktor yang menghambat
proses akuntabilitas tidak hanya pada segi intern dalam dir1 pegawal pada umum,
akan tetapi juga adanya pengaruh lingkungan yang mengakibatkan turunnya kinerja
pegawai dalam memberikan pelayanan sehingga jiwa akuntabilitas dalam diri
pegawai akan berkurang.

Faktor eksternal lain adalah dapat dilihat dari dampak pemberian izin
pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Keputusan atau kebijakan yang
dibuat dan diterapkan pasti akan menimbulkan dampak pada sasaran yang dituju
hingga lingkungan sekitarnya. Hal ini juga termasuk pada keputusan yang

dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai izin usaha

pertambangan. Kegiatan pertambangan yang telah dilakukan telah menimbulkan
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beragam dampak, baik dampak yang telah terjadi(jangka pendek) maupun dampak

yang diperkirakan akan terjadi (jangka panjang).

Dampak yang ditimbulkan tersebut tidak hanya terjadi pada 1 sektor saja
(ekonomi),melainkan juga akan terjadi pada sektor-sektor yang lain, seperti
lingkungan, sosial,politik hingga geografis. Dampak yang ditimbulkan tidak
hanya bernilai positif bagimasyarakat, pemilik pertambangan dan pemerintah

daerah, namun juga terdapat dampak yang bernilai negatif dan merugikan bagi

(1)Dampak Jangka Pendek

Dampak yang telah dirasakan dari keluarnya surat izin pertambangan
tersebut, umumnya terjadi pada sektor ekonomi. Dengan adanya pertambangan
ini, pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya disektor pertambangan.

Tercatat pada tahun 2012, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
mendapat Rp 4,5 M dari sektor pertambangan. Permintaan bahan tambang di
pasaran internasional telah menjadikan sebagai komoditas yang memiliki harga
jual yang tinggi. Harga 1 ton pasir zircon misalnya saat ini diperkirakan
Rp 700.000,-. Harga ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari harga
sebelumnya yang sebesar Rp 250.000 hingga Rp 550.000 per to pada tahun 2007
hingga 2010. Dengan melonjaknya harga pasir zirkon tersebut, maka pajak yang
diberikan kepada pemerintah daerah juga meningkat. PemerintahKabupaten
Kotawaringin Barat menetapkan pajak pasir zircon sebesar Rp.200.000,- per ton
Meskipun demikian, retribusi, pajak dan kompensasi yang dibayarkan dari usaha

pertambangan pasir zircon ini tidak terlalu besar.
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Dampak dari segi ekonomi yang telah terjadi berikutnya adalah peningkatan
kesejateraan dan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran masyarakat.
Izin pertambangan yang dikeluarkan ini telah menciptakan sebuah lapangan kerja
baru di daerah. Usaha pertambangan yang membutuhkan pekerja sangat banyak
ini telah menyerap beberapa masyarakat sekitar untuk jadi pekerja di
pertambangan maupun pedagang yang memenuhi kebutuhan para pekerja. Dengan
gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten
Kotawaringin Barat bahkan ada yang mendapat lebih, dapat mencukupi kebutuhan
keluarga sehari-hari.

Adanya usaha pertambangan ini telah memberdayakan masyarakat sekitar.
Bahkan, bekerja di pertambangan ini telah menjadi penghasilan utama yang
diandalkan oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber pendapatan masyarakat sekitar
meningkat.

Dampak positif dari sektor ekonomi dari usaha pertambangan ternyata tidak
dialami oleh seluruh masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat justru
mengeluhkan keluarnya izin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah
daerah. Aktivitas pertambangan telah membuat ekosistem di sekitar mengalami
perubahan . Keluarnya izin pertambangan juga berakibat negatif pada stabilitas
politik Kabupaten Kotawaringin Barat. Adanya pihak yang diuntungkan dan yang
dirugikan dengan kekuatan massa yang sama kuat telah menyebabkan situasi pro
dan kontra. Kedua massa tersebut terus melakukan aksi dengan berdemonstrasi
danpenutupan jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi yang dilakukan kedua

massa ini menyebabkan positioning pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin
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Barat menurun. Bayangan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui usaha
pertambangan ini ternyata tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat sekitar.
(2) Dampak Jangka Panjang

Dampak yang telah terjadi akibat keluarnya izin pertambangan dan kegiatan
pertambangan ini, apabila terus dibiarkan maka akan menghasilkan dampak-
dampak yang lain. Umumnya dampak yang akan terjadi memiliki nilai negatif
yang cukup besar bagi masyarakat, pemerintah dan pemilik usaha. Salah satunya
adalah dampak negatif pada segi sosial dan pelitik. Apabila persengketaan pro dan
kontra mengenai keberlanjutan pertambangan tersebut lama atau tidak dapat
diselesaikan bahkan hingga mencapai jalan buntu atau tidak mencapai titik temu,
maka massa yang sama-sama kuat ini akan terus melakukan aksi yang dapat
merugikan masyarakat sekitar. Lebih bahayanya, kelompok pro dan kontra
tersebut saling melemahkan dengan tindakan saling serang hingga terjadi
bentrokan antara kedua kelompok massa. Apabila ini terjad: maka akan banyak
masyarakat yang terluka hingga kehilangan nyawa karena kesalahan keputusan
pemerintahnya sendiri.

Selain itu yang akan ditimbulkan apabila pertambangan ini terus terjad:
adalah kerusakan alam, terutama ekosistem laut sekitar dan pantai. Seperti yang
telah dijabarkan sebelumnya pada dampak jangka pendek, kerusakan lingkungan
akan semakin parah hingga menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem. Potensi
pariwisata dan hasil sungai Kabupaten Kotawaringin Barat akan berkurang atau
bahkan hilang akibat kegiatan eksplorasi yang terlalu berlebihan dan tidak

memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
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Saat ini, beberapa negara berpandangan, komoditas pertambangan terutama

sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan primadona sumber

pendapatan negara atau daerah. Namun, semua negara sepakat bahwa potensi

tersebut tidak dapat diandalkan untuk jangka panjang. Suatu saat sumber daya

alam yang berjumlah terbatas ini akan habis dan meninggalkan sederet kerugian

hingga kekecewaan. Pandangan tersebut juga akan terjadi di Kabupaten

Kotawaringin Baratap abila aktivitas pertambangan terus berlangsung. Eksploitasi

besar-besaran yang dilakukanakan semakin mengurangi jumlah mineral yang ada.

Saat mineral semakin menipis dan habis, maka aktivitas pertambangan akan

selesai dan berhenti, sehingga para pekerja juga harus diberhentikan. Dengan

angka pengangguran masyarakat di sekitar akan kembali tinggi.

Masyarakat juga tidak dapat kembali ke pekerjaan awal mereka, karena ekosistem
telah berubah.

Perubahan secara geografis juga akan sedikit terpengaruh oleh aktivitas
pertambangan yang berlangsung. Pengerukan mineral secara besar akan
menyebabkan terkikisnya dataran yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat.
Kawasan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Baratakan semakin menyempit,
sehingga ruang untuk warga Kabupaten Kotawaringin Barat akan semakin
berkurang. Potensi terjadinya bencana alam juga dapat dimungkinkan terjadi,
seperti banjir, kebakaran hutan/lahan dan lain sebagainya. Hal ini mengingat
beberapa aktivitas pertambangan di Indonesia telah menyebabkan beberapa
fenomena alam yang tidak diinginkan seperti penambangan gas alam yang

dilakukan PT. Minarak Lapindo yang berujung keluarnya semburan lumpur dalam
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jumlah yang besar dan beberapa aktivitas pertambangan di Kalimantan yang
berujung terjadinya tanah longsor dan sebagainya.

Dari analisis dampak tersebut menghasilkan sebuah informasi yang
menyatakan bahwa apabila aktivitas pertambangan tersebut terus dilakukan, maka
dampak negatifakan lebih banyak muncu! dibandingkan dampak positif. Dampak
yang ditimbulkan juga tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi, melainkan juga
berdampak pada sektor sosial, lingkungan, politik hingga geografis. Aktor yang
terkena dampak pun tidak hanya pemerintah, masyarakat dan pemilik 1zin
pertambangan, tetapi seluruh masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat dan
bisa jadi masyarakat di yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Kotawaringin
Barat. Hal ini akan menjadi permasalahan yang sangat berat bagi pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat kedepannya, sehingga pelaksanaan penambangan

tersebut perlu untuk dikaji ulang dan dipikirkan kembali.

B. Pembahasan
1. Akuntabilitas Publik Pada Bagian Perekonomian Dan SDA, Setda
Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Rangka Pemberian Izin Usaha
Pertambangan
Dengan semakin maju dan terbukanya sistem informasi dewasa ini, isu-isu
atau berita apa pun semakin mudah diketahui oleh masyarakat di sudut-sudut
terpencil bahkan di seantero dunia. Isu-isu tersebut dapat berupa persoalan
kehidupan manusia sendiri, lingkungan, sosial, politik, ekonomi, atau yang

berkatian dengan masyarakat (publik), dan sebagainya.
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[su-isu kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan publik
umumnya menjadi isu yang selalu mendapat perhatian masyarakat, karena
sifatnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan manusia sebagai bagian
dari masyarakat (publik). Misalnya, tentang buruknya pelayanan dari instansi
pemerintah. Untuk Indonesia buruknya pelayanan pemerintah terhadap publik
sudah terkenal di dunia (Indonesia termasuk negara dengan peringkat korupsi No.
3 di dunia). Menurut Komisi Ombudsman Nasional periode Januari-Juli 2005,
kasus pelanggaran layanan publik 54% di antaranya dilakukan oleh pejabat publik
dan penegak hukum. Selain itu, hal yang paling banyak dikeluhkan masyarakat
adalah penyimpangan prosedur, tindakan tidak adil dari pejabat tertentu, dan
melalaikan kewajiban.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka akan dibahas mengenai akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah dalam pengelolaan SDA melalui pembenan Izin
Usaha Pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Terkait akuntabilitas dan
tolak ukurnya paling tidak dapat dibahas dari beberapa poin berikut yaitu

(a) Aturan-aturan yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang
baik

Mengemukanya tuntutan dari masyarakat terhadap kualitas layanan publik
yang disampaikan secara langsung atau pun tidak langsung, telah membuat
pemerintah concern terhadap tuntutan tersebut. Respon pemerintah diwujudkan
melalui TAP MPR No.XI.MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pada masa Kabinet Reformasi/pemerintahan BJ Habibie, juga telah ada upaya
pemerintah untuk mengadakan reformasi administrasi publik dengan dikeluarkan

Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres
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in1 diinstruksikan kepada semua pejabat pemerintah di tingkat eselon Il ke atas

untuk membuat perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

Beberapa peraturan perundangan yang telah dihasilkan selama ini, dengan

dilakukan untuk menciptakan suatu tatanan kepemerintahan yang baik, melalui
administrasi pemerintahan yang ditunjang konsep transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan konsep 11 akan membawa konsekuenst terhadap perlunya
perubahan di beberapa segmen atau subsistem administrasi negara. Misalnya
perbaikan pada sistem pertanggungjawaban. Di beberapa daerah, DPRD dan
masyarakat menuntut keterbukaan dan akuntabilitas yang penuh terhadap
manajemen pemerintahan di daerah. Akuntabilitas tersebut dituntut agar
pengelolaan berbagai program benar-benar efektif. Jadi tidak hanya outpus dan
program saja, akan tetapi juga outcome atau bahkan dampak positif dari program
itu harus dapat diwujudkan. Ini berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam
mengelola program atau dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya serta
melakukan pelayanan-pelayanan harus dapat diukur. Oleh karena itu, Inpres No.
7/1999 sangat relevan dalam usaha untuk memenuhi tuntutan itu, yaitu instansi
pemerintah harus menyediakan sistem pengukuran kinerja agar dapat memantau,
mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program-
program. Dengan demikian, semua instansi pemerintah harus membangun sistem
itu dan mengimplementasikannya secara bertahap dan mengembangkan terus

menerus agar dapat digunakan untuk mengelola kinerja instansinya sendiri.
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Dalam rangka mentransform instansi pemerintah yang tanpa akuntabilitas
menjadi instansi pemerintah yang memiliki akuntabilitas perlu perubahan-
perubahan mendasar. Perubahan itu antara lain, perubahan budaya kerja dan
budaya organisasi, metode, dan teknik pengelolaan program dan kegiatan, struktur
organisasi dan kelembagaan, serta perubahan-perubahan lainnya yang perlu
dilakukan guna mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan.
(b) Kondisi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini
Kondist saat ini, belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik. Hal
ini dapat kita nilai dari banyaknya kritik yang dialamatkan pada instansi
pemerintah, entah itu mengenai manajemennya, pelayanannya, ataupun
organisasinya. Semua kritik dan keluhan yang disampaikan kebanyakan bermuara
pada aparatur yang bertugas, mulai dari tingkat atas sampai bawah.
D1 tengah era keterbukaan, arus informasi yang beredar dan masuk dalam
arena publik, akan begitu cepat mendapat respon dari masyarakat, baik positif atau
pun negatif. Respon positif, merupakan ukuran keberhasilan administrasi publik

dalam menjalankan kinerjanya, respon negatif melambangkan ketidakberhasilan

yang disampaikan oleh publik, dalam sekejap dapat beredar di mana-mana, entah
di surat kabar, televisi, radio, atau pun alat komunikasi lain seperti handphone
misalnya. Sehingga kesalahan ataupun ketidaknyamanan yang dirasakan rakyat
akibat kinerja yang buruk dari intansi pemerintah (administrator negara), dalam
sekejap dapat beredar di seluruh Indonesia, bahkan mungkin seantero jagad.
Adanya peringkat Indonesia sebagai negara terkorup no.4 di dunia membuktikan

hal 1tu.
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Menurut Arie Soelendro, tanda-tanda yang memperlihatkan kurang cakapnya
administrator negara dalam menjalankan tugasnya, antara lain:
0 terjadinya tingkat korupsi yang tinggi

O merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah

J

ketiadaan good governance
0 adanya instansi pemerintah dengan programnya yang tidak beroperasi secara

efisien dan efektif

J

ketertinggalan di bidang ekonomi

Selanjutnya Arie Soelendro mengatakan, ada dua faktor penting yang terkait
dengan kondisi administrasi negara saat ini. Pertama, faktor sistem pemerintahan.
Sistem pemerintahan menyangkut tatanan, elemen-elemen dari sistem
administrasi, prosedur atau mekanisme kerja, peralatan, sarana dan prasarana
pelayanan publik. Pengembangan sistem administrasi perlu mendapat perhatian
yang besar. Hal ini disebabkan begitu pentingnya pembangunan dan
pengembangan sistem, baik dari segi kelembagaannya, prosedur, mekanisme
koordinasi dan sinkronisasi, yang harus ditujukan pada pembangunan tata
kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pembangunan sistem administrast
baik dalam skala mikro maupun makro perlu diarahkan pada terciptanya good
governance. Sejalan dengan itu, perbaikan administrasi negara tidak lepas dan
perbaikan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Semua prasyarat yang
harus dipenuhi untuk menciptakan kepemerintahan yang baik harus diwujudkan.
Prasyarat itu antara lain, penciptaan iklim yang memprioritaskan mekanisme pasar
yang berkeadilan, kepastian hukum, pemakaian praktek-praktek yang terbaik di

bidang administrasi, menyediakan sistem insentif yang sepadan agar mekanisme
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pasar dapat berjalan dengan sehat, serta membuka partisipasi publik dalam
merumuskan kebijakan publik.

Kedua, faktor manusianya sebagai pelaku yang menjalankan sistem
administrasi tersebut. Bertahun-tahun lamanya pendekatan yang dipakai dalam
sistem admunistrasi pemerintahan adalah command and control, perencanaan
terpusat, kewenangan dan pembagian kekuasaan yang juga terpusat, serta budaya
pelaku pejabat pemerintah yang lebih superior terhadap masyarakat yang dilayani.
Walaupun sudah banyak anjuran dan himbauan dari ara pejabat tinggi
pemerintahan bahwa pejabat pemerintah dan pegawai negeri adalah abdi negara,
namun demikian ternyata tidak mudah untuk mengubah dengan cepat pejabat
pemerintah dan pegawai negeri untuk supaya benar-benar berorientasi melayani
masyarakat. Jika mungkin bahkan lebih jauh lagi instansi pemerintah bukan hanya
melayani saja tetapi lebih memberi kewenangan kepada masyarakat untuk
mengatur dan menelong dirinya sendiri.

Usaha-usaha dalam menciptakan salah satu fungsi administrasi publik sebagai
suatu jenis jasa pelayanan yang berorientasikan kepada pasar perlu diperkenalkan.
Iklim yang memungkinkan pelayanan yang dilakukan oleh suatu instansi
pemerintah bersaing dengan pelayanan yang dilakukan swasta juga perlu
diciptakan. Usaha-usaha ini memang masih dianggap sebagai ancaman bagi para
pegawai negeri dan pejabat pemerintahan, dari pada sebagai peluang perbaikan
kondisi administrasi pemerintahan saat ini. Kebijakan yang telah digariskan oleh
Presiden dalam berbagai kesempatan bahwa diperlukan peran masyarakat yang
lebih besar dalam melakukan pembangunan perlu didukung oleh semua pihak.

Kebijakan realokasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnnya untuk
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menciptakan kondisi pasar yang sehat agaknya perlu mendapat dukungan dari
semua pihak.

Sistem insentif yang sepadan dan pengegakan hukum yang jelas sehingga
mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan perlu segera dilakukan sesuai
dengan kemampuan kita. Sistem insentif yang sepadan ini akan menumbuhkan
kader-kader pegawai dan pejabat pemerintahan yang profesional. Sedangkan

kepastian hukum akan membuka mata dan telinga semua orang bahwa perlakuan

akan pasti dihukum, dan orang yang bekerja baik akan mendapat penghargaan.
Berdasarkan hasil riset di negara maju para ahli memperkirakan bahwa
pembangunan sistem harus merupakan usaha yang lebih besar yaitu sekitar 85%
sedangkan pembangunan unsur manusianya 15% saja. Angka-angka itu tidaklah
penting, yang lebih penting lagi adalah bahwa perbaikan-perbaikan sistem perlu
mendapat porsi yang besar dengan tidak mengabaikan perbaikan faktor
manusianya.
(¢) Operasionalisasi Akuntabilitas dalam Sistem Administrasi Pemerintahan
Kabupaten Kotawaringin Barat
Ketertinggalan sistem administrasi negara selama ini dianggap sebagai salah

satu penyebab kendala pembangunan. Dalam rangka menciptakan iklim yang

berusaha saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah
dengan mengadakan kebijakan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan
dapat dipercaya, yaitu dengan dikeluarkannya Inpres No.7 Tahun 1999 yang berisi

peningkatan sistem administasi pemerintahan dengan pembuatan laporan
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akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh setiap instansi pemerintah atau unit

kerja.

Dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999, perihal otonomi daerah yang
mengharuskan pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten, kota ataupun tingkat
propinsi harus bisa mengelola daerahnya masing-masing baik di dalam pencarian
dana maupun pemanfaatan dana tersebut. Demikian halnya pemerintah pusat baik
di tingkat departemen, menteri negara, maupun lembaga pemerintah lainnya harus
bisa mengeleola dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dalam
bentuk laporan akuntabilitas kinerja.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, UUD 1945
beserta kesiapan rancangan perubahannya agar sejalan dengan perkembangan
kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi dengan tetap memelihara
kesatuan persatuan bangsa serta sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan
UUD 1945, UUD 1945 telah mengatur fungsi lembaga negara.

(d) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Akuntabilitas

Kabupaten Kotawaringin Barat

Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas meliputt
lingkungan internal dan eksternal yang merupakan faktor-faktor yang membentuk,
memperkuat, atau memperlemah efektifitas pertanggungjawaban entitas atau
wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. D1 antara faktor-
faktor yang relevan dengan akuntabilitas instansi pemerintah antara lain meliputi:
a. falsafah dan konstitusi negara
b. tujuan sasaran pembangunan nasional

¢. ilmu pengetahuan dan teknologi
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d. ideology politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
e. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas
serta penegakan hukum yang memadai
f. Tingkat keterbukaan pengelolaan

Sistem manajemen birokrasi

a2

h. Misi, tugas pokok dan fungsi, serta program pembangunan yang terkait

1. Jangkauan pengendalian.

(e)Faktor-faktor yang Menghambat Terlaksananya  Akuntabilitas
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Berbagai hal diperkirakan dapat menyebabkan mengapa akuntabilitas kinerja
instans: pemerintah tersebut tidak berjalan dengan baik,dapat disimak pada
penjelasan berikut:
o Low Literacy percentage

Dalam populasi yang kurang peduli terhadap hak-haknya dan masalah-
masalah sosial, cenderung memberikan toleransi yang tinggi terhadap lack of
accountability, malpractice, nepotisme, sogok menyogok, dan korupsi. Semakin
kurang rasa saling tolong menolong di antara anggota dan kelompok masyarakat
suatu society akan semakin tinggi rasa tidak peduli pada tingkat penyelenggaraan
pemerintah. Setiap individu sibuk memikirkan diri sendiri tanpa menghiraukan
kesengsaraan orang lain sehingga lupa pada berbagai kekurangan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintah yang akan mengurangi akuntabilitas.
a Poor Standard of Living

Pegawai dengan standar gaji yang kurang, memiliki kecenderungan untuk

berusaha keras mencari penghasilan tambahan agar dapat menghidupi
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keluarganya. Dalam kondisi yang demikian ini, setiap usaha pemenuhan
kebutuhan hidup tersebut dianggap normal-normal saja bahkan dinilai wajib.

Kemiskinan, kelangkaan, dan job insecurity memicu orang untuk

menganggap normal bukan hanya korupsi akan tetapi juga sogok menyogok.

Tidak sepert

2
3
(9]
ag
[
]
w
=
o
=3
g
o
=
g2
w
c
Q.
1)
=
£,
=
w
-
!
=3
Q.
w
=
[0}
&,
cé:
Q.
o
=
%—.
o
=~
»n
5.
=N
=~
w
3

setara dengan kebutuhan untuk menopang kehidupannya dan keluarganya.
Pegawai dengan standar gaji di bawah kebutuhan minimum cenderung mencari
penghasilan tambahan. Hal ini mengakibatkan terabaikannya akuntabilitas dan
mendorong malpraktek administrasi publik.
a General decline in the moral values

Stkap hidup yang materiahistis dan kosumerisme mendorong lack of
accountability. Sikap moral sangat menentukan dalam usaha membedakan antara
nilai-nilai baik dan buruk. Sikap konsumerisme yang terbentuk dalam suatu
masyarakat dapat mengurangi/menurunkan moral dan tanggung jawab pegawai
pemerintah pada public yang seharusnya dilayani. Hal inilah yang mendorong
pegawai untuk mencari uang/penghasilan melalui cara-cara yang tidak wajar
bahkan seringkali merugikan pihak-pihak yang lain.
a A policy of live and let live

Dengan terjadinya penurunan nilai-nilai moral, maka manusia akan semakin
mudah melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Yang terjadi adalah mereka
saling berlomba mencari keuntungan masing-masing dan mengabaikan
kepentingan nasional yang lebih besar. Akibat yang lebih lanjut adalah dengan
terabaikannya hak-hak publik untuk mengetahui kebijakan pemerintah serta

implementasinya dalam perspektif akuntabilitas.
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a  Cultural factors
Budaya yang berkembang dalam masyarakat di mana para pejabat pemerintah
lebih mendahulukan pelayanan terhadap keluarga dan kerabat daripada publik
merupakan budaya yang tidak mendukung akuntabilitas. Hal-hal yang demikian
m: mendoreng suburnya suasana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi budaya
bangsa yang kurang baik biasanya banyak didukung dengan buruknya kondisi
perekonomian mereka. Walaupun para pejabat tersebut sudah cukup berada,
namun kerap kali hal ini masth terjadi. Hal ini disebabkan karena masih kuatnya
budaya kemiskinan yang melekat pada sebagian besar bangsa tersebut sehingga
mereka saling berebutan dan tidak menyukai antrian dalam mendapatkan sesuatu.
a  Government monopoly
Dalam kondisi di mana sumber daya tersentralisasi di tangan pemerintah dan
setiap keputusan publik menjadi kewajiban pemerintah sendiri, mengakibatkan
penumpukkan tanggung jawab sehingga sulit mengelola, memantau, dan
mengevaluasinya. Birokrasi yang terlalu besar dan berbelit-belit telah mengurangi
pelaksanaan akuntabilitas. Pada negara dengan sistem sentralisasi penuh,
akuntabilitas tidak diperlukan karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam
penentuan kebijak-kebijakan public. Masyarakat hanya menjadi penonton dan
kadang kala menjadi pelenkap penderita dalam kegiatan-kegiatan pemerintah.
Q Deficiencies in the accounting system
Buruknya sistem akuntansi merupakan salah satu faktor penyebab tidak dapat
diperolehnya informasi yang handal dan dapat dipercaya untuk dipergunakan
dalam penerapan akuntabilitas secara penuh. Akuntabilitas memerlukan dukungan

sistem informasi akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan yang
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baik. Kelemahan ini meliputi sistem informasi yang tidak memadai dan tidak
dapat diandalkan, sistem internal control dan internal check yang tidak memadai,
manajemen yang tidak professional dan tidak kompeten.
Q Lack of will in enforcing accountability
Hal ini merupakan hasil langsung dari sikap pasif para pegawai yang tidak
acuh terhadap kepentingan akuntabilitas. Hal ini juga disebabkan oleh /ive and et
live policy. Hal ini diakibatkan para pejabat yang seharusnya melakukan tindakan
koreksi atas penyimpangan juga telah banyak menumpuk kesalahan-kesalahan
besar sehingga mana mungkin dia melaksanakan akuntabilitas yang akan
membuka semua tindakan dan kegiatan mereka sehingga akan bermuara pada
penghancuran dirinya sendiri.
Q Birocratic secrecy
Pemerintah yang melakukan control sangat ketat terhadap media massa,
ekonomi, dan pemberitaan akan menjadikan suasana wnaccountable pada
penyelenggaraan pemerintahan karena tidak ada yang diberikan keleluasaan untuk
melakukan tindakan korektif atas praktek-praktek penyelenggaraan pemerintah.
Dalam kondist demikian, masyarakat tidak berani mengeluarkan pendapat
sehingga para pejabat pemerintahan akan leluasa melakukan kesalahan-kesalahan.
a Conflict in perspective and inadequate institusional linkage
Dengan terlalu tingginya birocracy secrecy di sector public, akan
mengakibatkan sulit melakukan review terhadap program-program sector public,
dan akan sulit juga menentukan siapa sebenarnya yang diwajibkan untuk

mempertanggungjawabkannya. Informasi mengenai apa yang ditargetkan dan
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bagaimana realisasinya biasanya tidak tersedia sehingga sulit untuk mengetahui
capaian kinerjanya suatu instansi pemerintah.
a Quality of officers
Kualitas pejabat/petugas mencakup dua permasalahan dalam akuntabilitas.
Pertama, dengan besarnya jumlah capital yang terjadi untuk membiayai semua
program pemerintah, maka dibutuhkan juga jumlah pegawai pemerintah yang
banyak. Namun sayangnya kualitas yang rendah tersebut telah menyebabkan
masalah serius terutama pemborosan, inefisiensi, dan tidak berjalannya
akuntabilitas. Masalah yang kedua, adalah material yang tersedia kurang
menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para birokrat sebagai akibat
kurang tersedianya fasilitas diklat dan peningkatan prefesionalisme.
a Technological obsolescence and inadequate surveillance system
Tidak tersedianya teknologi yang dapat mendukung kelancaran kerna
merupakan faktor penghambat vyang cukup senus bagi terselenggaranya
akuntabilitas. Teknologi yang telah usang, terutama teknologi informasi sehingga
sulit untuk mendapatnya informasi yang akurat, tepat, handal, dan dapat
dipercaya, akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas.
a Colonial heritage
Suatu negara yang pernah dijajah selama minimal 40 atau 50 tahun sangat
sulit untuk melakukan perubahan praktek-praktek pemerintahan yang autokratik
sebagaimana telah dipraktekkan oleh penjajahnya dahulu. Kondisi pentabuan
mengemukakan pendapat pada masa penjajahan biasanya akan terus biasanya
akan terus dipraktekan oleh negara tersebut terutama oleh penguasanya.

Masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan control dan mengetahui sejauh
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mana pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Hal ini telah membawa dampak buruk
terhadap penyelengara akuntabilitas.
Q Defecs in the laws concerning accountability

Kelemahan hukum yang paling mendasar adalah pernyataan di mana
seseorang dianggap tidak bersalah sebelum dapat dibuktikan bahwa dia memang
bersalah. Sedangkan untuk membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak
sangat sulit dan memerlukan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Inilah yang
sering terjadi di pengadilan di mana yang bersalah menjadi bebas karena
keahliannya menyembunyikan. Hal ini telah mendorong tidak diselenggarakannya
akuntabilitas. Pembuktian terbalik mungkin dapat mengatasi kelemahan ini.

o Crisis Fnvirontment

Instabilitas politik telah menciptakan rasa tidak aman dan ketidakpastian.
Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat merasa ketakutan dan tidak
menghiraukan akuntabilitas. Para birokrat mungkin akan segera minta
pengunduran diri sebagai wujud rasa kekhawatiran yang tinggi atas situasi dan
kondisi yang berkembang.

Demikianlah, hal-hal yang dianggap memberi peluang terjadinya ma/ practice
dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Mengacu pada pendapat Plumptre T (1981) dalam artikelnya Perspective
Accountability in The Public Sector memberikan tuntunan untuk mencapat
keberhasilan akuntabilitas yaitu:

Q Exemplary Leadership
Pemimpin yang sensitif, responsif, dan accountable akan transparan kepada

bawahannya maupun masyarakat, schingga untuk memenuhi kebutuhan
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tersebut dia akan memerlukan akuntabilitas yang dipraktekan mulai dari
tingkat yang paling bawah. Suasana yang kondusif ini sangat menguntungkan
bagi terselenggaranya akuntabilitas di instansi pemerintah tersebut.

a Public Debate

terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan demikian
akan jelas apa yang akan dicapai dan bagaimana indicator kinerja yang harus
dicapai organisasi di depan public. Masyarakat akan memberikan banyak
masukan bagi keberhasilan program-program tersebut mengingat setiap
kebijakan pemerintah pada umumnya mempunyai dampak sosial. Semakin
besar kebijakan pemerintah akan semakin besar pula dampak sosial yang
akan diakibatkannya.

a Coordination
Koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi
tumbuh kembangnya akuntabilitas. Koordinasi memang mudah untuk
diungkapkan akan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan mengingat hal
tersebut seringkali mengganggu/merugikan kepentingan suatu instansi
pemerintah. Dengan kata lain, koordinasi sangat sulit dilaksanakan karena
adanya conflict of interes di antara pihak-pihak yang berkoordinasi.

o  Autonomy
Instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri
yang paling menguntungkan, paling efisien, dan paling efektif bagi
pencapaian tujuan organisasi. Otonomi yang dimaksudkan adalah pada teknis

pelaksanaan kebijakan, namun diusahakan agar masih tetap terpadu dengan
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kebyjakan nasional. Otonomi jangam sampai mengurangi koordinasi dan
keberhasilan tujuan nasional.

a Explicitness and clarity

Standar evaluasi kinerja harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga
dapat diketahui secara jelas apa yang harus diakuntabilitaskan. Dengan
jelasnya ukuran/indicator kinerja suatu instansi pemerintah/program
pemerintah maka akan sulit untuk menilai tingkat keberhasilan suatu instansi
pemerintah.  Kurangnya transparansi akan mengurangi  eksistensi

akuntabilitas.

i

Legitimacy and acceptance

Tujuan dan makna dan akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka
kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh
semua pthak. Standar pada umumnya merupakan kesepakatan di antara
masyarakat untuk menjadi patokan bagi pengukuran tingkat keberhasilan
ataupun kegagalan setiap instansi pemerintah.

0 Negotiation

Harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan
dan sasaran, tanggung jawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah.
Penentuan siapa yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan dan siapa yang
terkait dengan kegiatan dan siapa yang terkait dengan kegiatan tersebut perlu

dinegosiasikan.
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Educational campaign and publicity

Perlu dibuatkan pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian
dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat sehingga akan dapat diperoleh
ckspektasi mereka dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut.
Penerimaannya masyarakat akan suatu hal yang baru akan banyak
dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat pada hal baru tersebut. Tanpa
pengetahuan yang komprehensif akan membawa pada penerimaan yang bias.
Feedback and evaluation

Agar akuntabilitas dapat terus menerus ditingkatkan dan disempurnakan
maka perlu diperoleh informasi untuk mendapatkan umpan balik dari para

pembaca penerima akuntabilitas serta dilakukan evaluasi perbatkannya.

Q Adaptation and recycling

Perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam
akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus tanggap
terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan dimensi dari akuntabilitas diketahui bahwa akuntabilitas yang

Barat seperti yang dikemukakan oleh Polidano (1998) sebagai akuntabilitas

langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Dan Akuntabilitas tidak langsung

merujuk pada pertanggung jawaban kepada pthak eksternal seperti masyarakat,

konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung

berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando

tertentu.Polidano lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas,
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Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah
keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku
para birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural
tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu
diambil. Ini terlihat dari berbagai prosedur perizinan yang harus dilakukan
oleh calon pemegang izin usaha pertambangan melalui lelang.

Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk
menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan
sebagal kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung

berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen

target kinerja formal. Hal ini tercermin dengan proses dan prosedur perizinan
yang harus dilakukan oleh calon pemegang izin usaha pertambangan melalui
lelang.

Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi
suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh
lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau
lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti

media massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan

tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya. Hal ini yang belum

mencul dalam fakta pemberian perizinan usaha pertambangan yang kelola

oleh Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Kotawaringin Barat
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Kalimantan Tengah. Tidak ada kendali eksternal dan evaluasi atas

pengelolaan pemberian perizinan usaha pertambangan.

2. Kendala dan Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas
Publik Di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten
Kotawaringin Barat Dalam Rangka Pemberian Layanan Perijinan
Usaha Pertambangan

A. Kendala yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Bagian Perekonomian

dan SDA dalam pemberian Layanan Perijinan Usaha Pertambangan

w
S’

Kecenderungan bahwa konsep akuntabilitas masih cenderung menekankan
pada akuntabilitas prosedur, legal dan akuntabilitas kepada pejabat terpilih
(elected officials). Kurang menekankan pada akuntabilitas kepada publik atau
kepada masyarakat luas.

Secara teoretis sumber-sumber akuntabilitas aparat birokrasi berasal dari
konsep akuntabilitas birokratis (hierarkhis), akuntabilitas legal (kesesuaian
dengan peraturan), akuntabilitas profesicnal (terkait dengan prosesionalisme
dan etika profesi), dan akuntabilitas publik (Dubnick, 1992). Dari kesemua
unsur ini, yang masih kurang adalah akuntabilitas kepada publik, bukan saja
kepada warga pemilih (constituent) seperti halnya pada akuntabilitas politis,
tetapi juga kepada warga masyarakat (citizen, public at large) sebagai
pemberi mandat bagi birokrasi publik. Agenda kebijakan ke depan adalah
meningkatkan penyadaran bagi para aparatur pemerintah bahwa muara dari

akuntabilitas adalah rakyat yang berdaulat atau masyarakat luas.
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Tindak-lanjut terhadap pelanggaran akuntabilitas atau penegakan hukum (law
enforcement) seringkali tidak jelas.

Banyak aparat yang telah jelas-jelas melanggar akuntabilitas tetapi ternyata
tidak diberi sanksi administrative maupun sanksi hukum. Kecuali itu, bentuk-
bentuk sanksi atas kesalahan kebijakan dengan kesalahan karena tindak
kriminalitas (korupsi) seringkali tidak dibedakan secara jelas. Gubernur AF
Suwarna, misalnya, melakukan kesalahan kebijakan, tetapi sebenarnya tidak
melakukan tindak pidana korupsi. Dalam kasus seperti ini, semestinya
sanksinya bersifat politis, misalnya tidak dipilih pada periode berikutnya
karena ketidakcakapan. Tetapi dalam praktik ternyata sanksinya berupa
tindakan hukum dengan menggunakan delik korupsi.

Belum ada mekanisme prosedur mengenai siklus kebijakan dan titik
pertanggungjawaban bagi proses pembuatan kebijakan publik.

Setiap tahapan rumusan kebijakan mestinya dipertanggungiawabkan sesuai
dengan siklus perumusan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu, ada tahap
perumusan agenda, legitimasi, penganggaran, implementasi hingga terminasi
kebijakan (policy sunset). Tetapt tahapan kebijakan di Indonesia terkadang
masih belum jelas. Kebijakan tidak mengenal tahapan awal dan terminasi
kebijakan. Akhirnya ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan semacam ini
seringkali terlalu besar dan menciptakan ketergantungan masyarakat kepada
kebijakan serupa di masa mendatang. Di lain pihak, perumus kebijakan selalu
dalam posisi yang sulit karena tidak jelas kapan kebijakan berakhir sehingga

jelas saatnya untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang baru.
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Tidak ada proses internal audit. Feedback terhadap perbaikan kinerja tidak
dimanfaatkan dengan baik.

Dari kebanyakan proses audit dan pemeriksaan oleh lembaga pengawas
(BPK, BPKP, Bawasda, Inspektorat Jenderal setiap departemen), banyak
feedback yang tidak dimanfaatkan untuk tindakan koreksi. Kebanyakan
tindakan yang dilakukan dari adanya temuan oleh aparat pengawas hanyalah
tindakan punitive (penghukuman) terhadap aparat yang melakukannya. Tetapi
kurang ada upaya untuk melakukan koreksi terhadap sistem yang berlaku,
yang mengakibatkan aparat birokrat melakukan penyimpangan kebijakan.
Performance indicator bagi para auditor atau pemeriksa adalah banyaknya
temuan yang mereka dapatkan dari kegiatan pemeriksaan. Akibatnya, auditor
cenderung hanya mencari-cari kesalahan.

Para auditor yang ditugaskan oleh kebanyakan lembaga pengawas atau
pemeriksa di Indonesia kebanyakan dibebani dengan indikator kinerja yang
berupa banyaknya kesalahan yang ditemukan, bukan perbaikan yang dapat
mereka lakukan dari adanya kesalahan yang telah dibuat. Oleh sebab itu,
kegiatan pemeriksaan hanyalah merupakan ajang pencarian kesalahan, bukan
upaya untuk melakukan penyempurnaan. Perlu dibuat indikator kinerja yang
berorientasi kepada penyempurnaan manajemen publik dan pelayanan yang
berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Ketaatan pada prosedur yang “membabi-buta”. Para auditor kebanyakan

menggunakan peraturan atau prosedur sebagai satu-satunya acuan dalam

--------
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Dalam praktik pemeriksaan atau auditing, aparat BPK, BPKP, Bawasda dan
inspektorat departemen masih terlalu berorientasi pada formalitas peraturan
dan prosedur, bukan tujuan dari kegiatan pemeriksaan tersebut. Celakanya,
walaupun prosedur yang digunakan itu salah atau kurang sesuai dengan
kebutuhan, para pemeriksa tetap menggunakannya untuk melakukan
pemeriksaan. Akhirnya, banyak pemeriksaan yang tidak dapat mencapai
tuyjuannya. Kecuali itu, yang disebut “temuan” oleh para pengawas
sebenarnya hanya kesalahan perhitungan dalam laporan, keterlambatan
penyampaian laporan, dan hal-hal formalitas lainnya. Ketentuan mengenai
apakah laporan penggunaan anggaran sudah sesuai dengan tujuan pemenuhan
kepentingan publik seringkali justru dilupakan.

Campur-aduk dan ketidakjelasan penggunaan instrumen untuk memenuhi
akuntabilitas.

Pemenuhan syarat-syarat akuntabilitas dan pertanggungjawaban bagi aparat
pemerintah masih campur-aduk dengan instrumen yang tidak jelas lingkup
dan penggunaannya. Secara teoretis, akuntabilitas menyangkut tiga instrumen
pokok, vyaitu:  verifiahility, responsibility, dan answerability. Dengan
demikian instrumen akuntabilitas ada yang menyangkut prosedur,
pertanggungjawaban secara internal, maupun pertanggungjawaban secara
eksternal. Namun dalam praktik instrumen-instrumen tersebut masih campur-
aduk. Selain itu, seringkali tidak jelas konsep antara pengawasan
(controlling) dengan pemeriksaan (auditing). Kewenangan dari masing-
masing lembaga yang menyelenggarakan fungsi ini juga masth rancu.

Sebagai contoh, lembaga legislatif di daerah (DPRD Kabupaten
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Kotawaringin Barat) semestinya menggunakan konsep controlling dalam
pemenuhan akuntabilitas. Tetapi seringkali yang terjadi mereka masuk ke
ranah auditing sehingga melakukan pemeriksaan hingga ke tingkat SKPD.
Disamping para anggota DPRD tentunya tidak kompeten dalam melakukan
auditing, intervensi kekuasaan semacam ini sering menjadi sumber
penyalahgunaan kekuasaan oleh legislatif.
h) Etika kekuasaan tidak dipahami dengan baik dan dilaksanakan secara
semestinya diantara para aparat publik di Indonesia.
Penggunaan kekuasaan oleh para pejabat birokrasi publik tidak dilandasi
dengan pemahaman dan pelaksanaan etika yang kuat. Kekuasaan tidak
dipergunakan dengan landasan moral yang baik sehingga cenderung hanya
dipergunakan untuk kepentingan individual atau golongan yang sempit dan
tidak digunakan bagi kepentingan publik. Rasa tanggungjawab diantara para
pejabat terhadap misi pemenuhan kepentingan publik yang mulia juga masth
kurang. Sebagai contoh, di negara-negara maju, kegagalan merumuskan
kebijakan akan menimbulkan rasa malu karena budaya malu (shame culture)
dan budaya salah (guilty culture) yang kuat. Pejabat yang salah akan secara
suka-rela mengundurkan diri karena merasa telah gagal melaksanakan
amanah rakyat. Tetapi di Indonesia budaya ini belum meluas dan mengakar
dalam birokrasi pemerintah. Misalnya, jika terdapat kecelakaan pekerja
pertabangan karena kelalaian, yang disalahkan selalu petugas di lapangan,
bukan otoritas yang membina dan mendidik para petugas penjaga palang
pintu tersebut. Menteri terkait tidak merasa salah karena kasus semacam imi

tetapi justru hanya menyalahkan anak-buahnya.
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Secara spesifik analisa terhadap akuntabilitas pada Bagian Perekonomian dan
SDA Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil wawancara dengan para
pegawai Bagian Perekonomian dan SDA, maka dapat diketahui bahwa alasan
dilakukannya akuntabilitas/pertanggungjawaban adalah untuk menjaga kepercayaan
masyarakat dan untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang diterimanya
kepada pihak yang lebih tinggi/yang lebih berwenang.

Dilihat dari alasan tersebut peneliti menganggap bahwa pelaksanaan
pertanggungjawaban/akuntabilitas tersebut sangat diperlukan. Adapun proses dan
prosedur pelaksanaan akuntabilitas kinerja pegawai pada Bagian Perekonomian dan
SDA dapat dilihat dari aspek pelaporan hasil pekerjaan oleh para pegawai kepada
pimpinan masing-masing yaitu Kepala Bagian dan Subbag yang kemudian diserahkan
kepada Pucuk pimpinan yaitu Kepala Bagian Perekonomian dan SDA.

Begitu juga apabila dilihat dari hirarki kewenangan yang ada pada Bagian
Perekonomian dan SDA maka proses pertanggungjawaban yang ada akan berjalan
seperti ini, yaitu : masing-masing pegawai bertanggungjawab kepada Kepala Subbag
yang kemudian Kepala Seksi akan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Perekonomian dan SDA.

Jika melihat dari macam-macam akuntabilitas pada tinjanan pustaka yang telah
dijelaskan sebelumnya, dimana LAN berpendapat bahwa terdapat 3 macam
akuntabilitas yaitu :

o Akuntabilitas Kevangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas
keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
o Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya memberikan perhatian kepada hasil

kegiatan pemerintahan.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 225

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41841.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

o Akuntabilitas prosedural, yaitu pertanggungjawaban mengenai apakah suatu
prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan
masalah moralitas, etika kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis
untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan (LAN,
2000:154)

Dengan mengacu pada pendapat diatas dan melihat dari hasil wawancara dan
pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, maka pada Bagian Perekonomian dan SDA
telah melaksanakan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas manfaat. Akuntabilitas
keuangan yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan SDA hanya sebatas pada
waktu tertentu saja, yaitu bilamana Bagian Perekonomian dan SDA mendapat suatu
tugas yang mengharuskan pada akhir pelaksanaan tugas tersebut membuat pelaporan
pertanggungiawaban pelaksanaan tugas yang diberikan dari instansi diatasnya.

Begitu juga dengan akuntabilitas manfaat yang dilakukan oleh Bagian
Perekonomian dan SDA dimana akuntabilitas dibuat tidak pada kegiatan sehari-hari
dalam memberikan pelayanan kepada publik, tetapi jika hanya mendapat tugas yang
mewajibkan pihak Bagian Perekonomian dan SDA untuk membuat laporan
pertanggungjawaban.

Selain itu dilihat dari kinerja pegawai yang ada di Bagian Perekonomian dan
SDA, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian dan Subbag maupun para
staf, dapat diketahui bahwa terdapat ketentuan-ketentuan tentang tugas yang harus
dilaksanakan oleh para pegawai pada Bagian Perekonomian dan SDA agar terdapat
batasan tentang kinerja dari para pegawai sehingga pegawai dapat bekerja sesuai
dengan bidangnya masing-masing dalam memberikan pelayanan sebagai kewajiban.

Kinerja merupakan hasil kerja dar suatu individu yang dapat ditunjukan secara

konkrit dan dapat diukur(Aman sudarto). Mengacu pada pendapat yang dikemukakan
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oleh Aman Sudarto maka terdapat banyak kekurangan pada ukuran-ukuran kinerja
pegawai yang terdapat pada Bagian Perekonomian dan SDA. Hal ini didasarkan pada
tidak adanya ketetapan yang ada pada Bagian Perekonomian dan SDA untuk
memberikan batasan-batasan tentang kinerja pegawai secara jelas dan menyeluruh
pada masing-masing Subbag. Terdapat beberapa subbag yang tidak menggunakan
indikator kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya yang dianggap menjadi faktor
menurunnya kapasitas kinerja yang dimiliki oleh individu-individu pegawai.

Ketidakjelasan tentang ukuran kinerja menyebabakan timbulnya dampak negatif
pada pola kinerja pegawai Bagian Perekonomian dan SDA. lika membandingkan
dengan teori yang ada pada tinjauan pustaka, dimana Sondang P. Siagian pada salah
satu pendapatnya mengatakan tentang terdapat kriteria tentang kinerja unggul, yaitu :
“Pegawai yang menampilkan kriteria unggul dapat diwji dengan standart eksternal
bukan hanya dengan standart internal saja”. Pendapat tersebut mengartikan bahwa
dalam kinerjanya, pegawai tidak semata-mata hanya memiliki tanggungjawab pada
pimpinan saja tetapi juga memiliki tanggungjawab pada publik.

Pada kenyataannya sebagaimana Kecamatan yang ada di Indonesia, para pegawai
Bagian Perekonomian dan SDA memandang masyarakat sebagai lahan bisnis untuk
mencari keuntungan sendiri. Hal tersebut menyebabkan pelayanan yang dibenkan
oleh pegawai dinilai kurang dari standart yang diinginkan.

Kemudian dilihat dari pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pegawai, diketahui
bahwa keberadaan akuntabilitas dalam organisasi sangatlah vital, karena akuntabilitas
merupakan  perwujudan kewajiban untuk  mempertanggungjawabkan dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ pimpinan suatu organisasi kepada
pihak yang memiliki hal dan kewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalm
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pencapaian organisasi (Jabbra dan Dwivedi). Jika melihat dari pendapat diatas,
keberadaan akuntabilitas memiliki manfaat yang cukup besar untuk meningkatkan
kinerja pegawai dengan harapan agar pegawai memiliki tanggungjawab pada tugas
dan fungsinya masing-masing. Akuntabilitas dapat mempengaruhi pola kinerja
pegawai dalam menjalankan tugawa sesuai dengan kewenangan yang diemban
tergantung sejauhmana kuntabilitas tersebut dijalankan.

Jika melihat dari hasil wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan,
penelitt menyimpulkan bahwa akuntabilitas yang dilaksanakan pada Bagian
Perekonomian dan SDA memiliki pengaruh yang relatif kecil. Karena pada Bagian
Perekonomian dan SDA, akuntabiltias dibuat tidak untuk mengevaluasi kinerja
pegawai dalam memberika pelayanan kepada publik sebagai mana tugas para
pegawai dalam sehari-hani, tetapi bila Kecamatan turan mendapat tugas dar instansi
diatasnya untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu.

Hal ini menyebabkan keberadaan akuntabilitas dipandang sebatas laporan
kegiatan saja tanpa melihat manfaat sebenarnya dari akuntabilitas itu sendiri.
Keberadaan akuntabilitas dinilai tidak begitu berpengaruh dalam merubah pola
kinerja pegwai dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga pelayanan yang
diberikan dari waktu ke-waktu relatif sama tanpa ada perubahan seperti yang

diinginkan oelh masyarakat.

B. Faktor-faktor yanz mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas kinerja
pegawai dalam memberikan pelayanan
Mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses  pelaksanaan

akuntabilitas/pertanggungjawaban pada Bagian Perekonomian dan SDA seperti dapat
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dilihat pada data yang ada ialah tingkat pendidikan, budaya kinerja, pengaruh
lingkungan dan masa kerja pegawai.

Pertama adalah faktor tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pegawai
mempengaruhi pemahaman pegawai dalam melaksanakan kinerjanya sesuai dengan
tugasnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka pemahaman atas pentingnya
penerapan konsep akuntabilitas dalam menjalankan kinerja dari seorang pegawai juga
akan semakin baik sehingga mempercepat pula peningkatan kinerja pegawai dalam
memberikan pelayanan kepada publik.

Tekanan dari lingkungan serta Budaya kinerja merupakan gambaran dari pola
kinerja suatu organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Agus Suryono (JAN,
2001:5) yaitu :

“Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan sangat mempengaruhi
kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan
dengan organisasi publik, sedangkan budaya kinerja dalam organisasi penyelenggara
pelayanan publik di Indonesia masih terikat oleh tradisi politik dan budaya
masyarakat setempat yang sering tidak kondusif dan melanggar peraturan yang telah
ditetapkan.”

Sesuai dengan konsep yang dikemukakan diatas dan data yang diperoleh dari
lapangan maka pengaruh lingkungan kerja pegawai dapat mempengaruhi pola kinerja
pegawai  yang pada  akhimya  akan  berdampak  pada  kualitas
pertanggungjawaban/akuntabilitas kepada diri sendiri, atasan maupun masyarakat.
Budaya kerja yang baik akan berpengaruh baik pula pada kinerja pegawai. Karena
jika dalam organisasi tersebut telah tertanam jiwa tanggungajawab akan kewenangan
yang diemban maka mutu dari kinerja pegawai dapat dijamin kualitasnya. Dengan
kinerja yang baik maka proses akuntabilitas yang baik dapat dilaksanakan.

Kemudian faktor yang terakhir adalah masa kerja pegawai. Terdapatnya

beberapa pegawai dengan masa kerja yang relatif minim menjadikan penyebab

kurangnya pemahaman tentang manfaat akuntabilitas untuk merubah pola kinerja
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agar menjadi leibih baik. Akan tetapi terdapatnya tenaga kerja dengan pengalaman
masa kerja pegawai yang dianggap banyak diharapkan dapat membimbing para
pegawai yang memiliki masa kerja yang masth relatif minim Perlunya peningkatan
pemahaman pentingnya akuntabilitas dalam suatu organisasi akan lebih baik bila
dimulai sejak dimi. Selain itu dibutuhkan sosialisasi secara berkala terhadap pola
kinerja yang berdasarkan asas akuntabilitas yang menjadikan pemahaman terhadap

akuntabilitas dapat ditingkatkan seiring dengan berjalannya masa kerja pegawai.
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BABYV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, pengolahan data dan analisis data maka dapat ditarik

sebuah kesimpulan untuk menjawab secara singkat rumusan masalah yang ada.

Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut.

a.

Akuntabilitas Publik pada Bagian Perekonomian dan SDA, Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pemberian Izin Usaha
Pertambangan, indikatornya adalah sebagai berikut :

b. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity
an legality)

c. Akuntabilitas proses (process accountability)

d. Akuntabilitas program (program accoutability)

e. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

Dari  hasil penelitian ini diketahui bahwa akuntabilitas kejujuran dan
akuntabilitas hukum (accountability for probity an legality) yang ada pada lokasi
penelitian sudah memiliki hukum yang jelas walaupun masih merupakan
landasan hukum nasional (UU dan belum ada Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati, dll) bidang pertambangan. Jika dilihat dari akuntabilitas proses (process
accountability), Bagian Perekonomian dan SDA telah menjalankan proses
pemberian ijin pertambangan yang sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam
UU Pertambangan. Selain itu akuntabilitas program (program accoutability)
telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada serta akuntabilitas kebijakan
(policy accountability) juga telah dilaksanakan sesuai dengan program dan

ketentuan peraturan perundang — undangan yang berlaku.
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b. Faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas publik di Bagian Perekonomian

dan SDA. Setda Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pemberian layanan

perijinan.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung dan penghambat akuntabilitas

pemberian ijin pertambangan yaitu

(M

-
[S9)
A

3)

4)

()

(6)

belum adanya kajian dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan
dengan membandingkan jumlah pendapatan yang didapat.

Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki Rencana Tata Ruang dan
Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tidak adanya aturan yang mengatur bahwa izin pertambangan hendaknya
segera melengkapi persyaratan analisis dampak lingkungan (Amdal).

Seleksi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuht oleh pelaku usaha yang
ingin mengikuti kegiatan lelang dan memperoleh IUP tidak ketat sehingga
ditemukan pelaku usaha yang kehabisan modal untuk melakukan kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi di wilayah [UP-nya.

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA selaku pimpinan pada wilayah
kerjanya dan pegawai melihat pentingnya manfaat dar1 penerapan
akuntabilitas secara benar baik dalam menjalankan prosedur maupun
keabsahan data yang diperoleh, sehingga kecurangan dalam penyajian data
dapat diminimalisir dan pola kinerja pegawai dapat ditingkatkan sehingga
pelayanan yang diberikan dapat menjadi lebih baik.

Bagian Perekonomian dan SDA maupun pegawai yang ada pada Bagian
Perekonomian dan SDA harus memperhatikan kepentingan masyarakat

sebagai pengguna jasa yang harus dilayani.
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Bagian Perekonomian dan SDA dapat membuat suatu terobosan untuk
merubah pola kinerja pegawai dengan membuat suatu kebijakan untuk
membentu para pegawai dalam bekerja dengan membuat ukuran-ukuran

kinerja yang harus dicapai oleh pada pegawai

2. Saran

Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hendaknya segera
membuat Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
dengan menyesuatkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
melibatkan beberapa stakeholder. Hasilnya juga harus segera di sosialisasikan
kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Agar pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat membuat aturan
berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dll. di bidang pertambangan
sesuai amanat Undang — undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.

Agar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat segera membentuk
Kantor/Badan/Dinas Teknis yang khusus menangani bidang Pertambangan
dan Energi untuk lebih memudahkan pembinaan dan pengawasan dibidang
pertambangan.

Bagi pemilik 1zin pertambangan hendaknya segera memenuhi segala
kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan yang
berlaku agar tidak menimbulkan kerugian negara.

Pemerintah harus memperketat seleksi terhadap syarat-syarat yang harus

dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin mengikuti kegiatan lelang dan
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memperoleh IUP sehingga kedepannya tidak ditemukan lagi pelaku usaha yang
kehabisan modal untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah
[UP-nya. Dengan adanya kesiapan pemerintah dalam menjalankan aturan
mengenai lelang tersebut, diharapkan tidak ditemui lagi jual beli izin usaha

pertambangan.
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Penulis : Kalau boleh tau, ada berapa tahapan dalam dalam Izin Usaha
Pertambangan pak?
PNS : pembagian izin usaha pertambangan ini menjadi dua menunjukkan

bahwa dalam kegiatan pertambangan diperlukan perolehan dua kali
tahap izin, untuk dapat memperoleh melakukan kegiatan eksplorasi
dan kegiatan operasi produksi. Izin usaha pertambangan ini
diberikan oleh Bupati/walikota apabila wilayah TUP berada di
dalam satu wilayah kabupaten/kota... Gubernur apabila wilayah
IUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi
setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat
sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undangan....Menteri
apabila  wilayah IUP  berada pada lintas provinsi
setelahmendapatkan rekomendasi dari gubernur  dan
bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penulis : Lalu yang dimaksud dengan IUPK itu apa pak?

PNS . Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melakukan
usahapertambangan khusus, wilayah izin usaha pertambangan
khusus adalah wilayah pencadangan negara yang dapat diusahakan.
Pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam WIUP
yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila
pemegang [UP ini bermaksud mengusahakan mineral lain yang
ditemukan tersebut wajib mengajukan permohoian I[UP baru.
Apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan
mineral lain yang ditemukannya tersebut maka mineral lain lain
tersebut dapat diberikan kepada pihak lain yang berminat hanya
oleh Menteri.

Apabila dalam kegiatan eksplorasi dan kegiatan industri kelayakan
tersebut pemegang ITUPK mendapatkan mineral atau batu bara yang
tergali wajib melaporkan kepada menteri, dan apabila pemegang
IUPK tersebut ingin menjual mineral atau batu bara yang tergali
tersebut wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan
pengangkutan dan penjualan. Izin sementara tersebut diberikan
oleh menteri. Mineral atau batu bara yang tergali dikenakan biaya
produksi. -

terkait dengan hal ini pemegang IUP dan [UPK dapat mengolah
dan memurnikan hasil pertambangan dari pemegang IUP dan [UPK
lainnya yaitu melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi
atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK dimana
TUP tersebut merupakan IUP operasi produksi khusus untuk
pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh menteri,
gubernur,bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.....pemegang [UP dan IUPK operasi produksi
dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil
pertambangan yang tidak memiliki I[UP. IPR dan IUPK.
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Baik pak, bagaimana mengenai hak - hak perusahaan pemegang
[UP dan IUPK?

Seorang pemegang izin berhak melakukan sebagian atau seluruh
tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun
kegiatan operasi produksi.......... berhak memanfaatkan prasarana
dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah
memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan.....berhak
memiliki mineral termasuk mineral ikutannya, atau batu bara yang
telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran
produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif........pemegang IUP dan
IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK nya kepada pihak
lain. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham
Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan
eksplorasi tertentu (telah ditemukan 2 wilayah prospek dalam
kegiatan eksplorasi) dan hanya dengan syarat bahwa adanya
pemberitahuan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan....pemegang [UP dan IUPK dijamin haknya
untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

jadi menurut pendapat bapak, bagaimana akuntabilitas hukum
bagian perekonomian dan SDA dalam pemberian layanan izin
pertambangan?

kalau ditanya tentang akuntabilitas hukum maka indikatomya
adalah bagaimana kami selaku pemberi layanan bidang SDA
terutama pertambangan bisa memantau pelaksanaan kewajiban
para pemegang izin pertambangan. Akuntabilitas hukum termasuk
didalamnya adalah penghindaran terhadap penyalahgunaan jabatan
serta adanya jaminan atas kepatuhan proses pelayanan izin
pertambangan

Baik pak.....

selanjutnya yang saya ingin tanyakan adalah apakah boleh
perusahaan pertambangan melakukan kerja sama dengan pihak
lain, semisal kontraktor dll?

Pemegang Izin Usaha Pertambangan eksplorasi (IUP eksplorasi)
dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan
berdasarkan Peraturan Menteri No.28 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan
Batubara....hal ini menunjukkan adanya upaya untuk dapat
melaksanakan usaha pertambangan dengan lebih baik dan
profesional :

Pelaku usaha jasa pertambangan ini wajib pula mengutamakan
kontraktor dan tenaga kerja lokal. Pemegang IUP dan ITUPK
dilarangmelibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam
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bidang usaha jasa pertambangan yang diusahakannya, kecuali
dengan izin menteri. Izin menteri tersebut dapat dilakukan apabila
tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah
tersebut atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang
berniat/mampu.

Menurut bapak, bagaimana akuntabilitas hukum bagian
perekonomian & SDA dalam pemberian izin pertambangan?
akuntabilitas hukum terkait dengan pemberian izin usaha
pertambangan adalah proses penegakan aturan dalam izin
pertambangan, dan ini dapat dilihat dari hak dan kewajiban yang
dilaksanakan oleh para pemilik izin. Kami selaku aparat
pemerintah adalah sebagai pihak yang memantau berjalannya
aturan tersebut dan memastikan bahwa hak dan kewajiban para
pemegang izin telah dipenuhi sebagaimana seharusnya.

Ohh saya mengerti pak...

Bagaimana mengenai prosedur penerbitan JUP pak.... apa yang
dapat bapat jelaskan...

sebenarnya prosedur pemberian [UP sudah ada aturannya yaitu
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang
menegaskan bahwa untuk memperoleh izin usaha pertambangan,
maka baik badan usaha, koperasi atau perorangan diperoleh melaui
lelang yang dijelaskan dalam Pasal 46, Pasal 51 dan Pasal 60 untuk
mineral logam dan batubara....... sedangkan untuk mineral logam
dan batuan pemberian IUP dilakukan tanpa melakukan tahapan
lelang, semua IUP diberikan melalui tahapan pemberian WIUP
terlebih dahulu kemudian baru diterbitkan TUP.

sebenamya mekanisme dan prosedur lelang ini dilakukan dengan
maksud dalam rangka mengurangi praktek jual beli izin usaha
pertambangan....maka pemberian izin usaha pertambangan
diberikan dengan cara pelelangan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.....dan berdasarkan
Pasal 13 ayat Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 untuk
menjadi peserta lelang, maka pemohon harus memenuhi
persyaratan baik pernyaratan administrastif, teknis dll..hal ini
dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pihak yang mendapat
izin usaha ini adalah pihak yang benar-benar kompeten untuk
mengelola bidang pertambangan yang ada.

terkait dengan pemberian IUPK prosedur pemberian IUPK bagi
pengelola tambang dilakuan dengan pemberian WIUPK yang
terdiri atas WIUPK mineral logam darn/atau batubara. WIUPK
diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta oleh
Menteri dengan terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau
BUMD dengan cara prioritas......apabila hanya ada 1 BUMN atau
BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan kepada BUMN
atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data
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informasi.....tetapi apabila lebih dari 1 BUMN atau BUMD yang
berminat, maka WIUPK diberikan Kepada BUMN atau BUMD
dengan cara lelang....dan apabila tidak ada BUMN atau BUMD
yang berminat, maka WIUPK ditawarkan kepada badan usaha
swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau
batubara dengan cara lelang...hal ini dilakukan guna menjaga
profesionalisme dan kontinutas dari usaha pertambangan yang ada

Penulis : Jadi cukup sulit juga ya pak untuk mendapatkan IUP sekarang ini,
apalagi harus melalui mekanisme lelang....

PNS : Ya... dengan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
seorang pengelola, maka dapat kita ketahui, bahwa baik badan
usaha, koperasi atau pun perseorangan yang ingin memperoleh izin
usaha pertambangan harus berkompeten dalam melakukan kegiatan
usaha pertambangan, baik untuk IUP eksplorasi maupun IUP
operasi produksi......diharapkan memang dengan adanya aturan
tersebut, maka tidak ada lagi orang yang tidak berkompeten yang
memperoleh 1zin usaha pertambangan, karena hal ini yang sering
menyebabkan adanya praktek jual beli konsesi izin usaha
pertambangan..... mineral non logam dan batuan,pemberian TUP
lebih sederhana tanpa melalui proses lelang yaitu dengan cara
menetapkan WIUP baru kemudian diterbitkan TUP nya bagi
pemohon yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan
perundangan yang laku yaitu syarat administrasi, keuangan, teknis
dan lingkungan.
dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabiitas proses lelang,
sesuai ketentuan peraturan perundangang-undangan yang belaku,
prosedur lelang meliputi tahap yaitu pengumuman prakualifikasi;
pengambilan dokumen prakualifikasi;pemasukan  dokumen
prakualifikasi; evaluasi prakualifikasi; kemudian...... klarifikasi dan
konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;penetapan hasil
prakualifikasi; yang diikuti dengan pengumuman hasil
prakualifikasi......kemudian undangan kepada peserta yang lulus
prakualifikasi serta pengambilan dokumen lelang; penjelasan
lelang;pemasukan penawaran harga; pembukaan sampul; penetapan
peringkat; penetapan/pengumuman pemenang lelang yang
dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis;
dan memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan
lelang.....semua tahapan ini dilakukan satu per satu dengan
mekanisme yang berurut serta transparan....

Penulis : Ohhh..... begitu ya pak.. lalu siapa pak yang berhak
mengumumkan pemenang lelang IUP tersebut

PNS - kami di daerah (Kabupaten Kotawaringin Barat-pen) hanyalah
sebagai petugas teknis lapangan, karena pengambil kebijakan
tertinggi tetap pemerintah pusat melalui menteri terkait nanti akan
menentukan pemenang lelang yang kemudian ditetapkan dalam
keputusan menteri....jadi kami hanya sebagai penitia dan
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penetapan dilakukan oleh menter

Ohh... baik kalo begitu pak....

Sekarang yang saya ingin tanyakan lagi mengenai Izin
Pertambangan Rakyat pak...

berbeda dengan IUP dan IUPK, prosedur pemberian IPR diatur
dalam Bab IX pasal 66 sampai dengan 72 Undang-Undang No.4
Tahun 2009 dimana IPR diberikan terutama kepada penduduk
setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat
dan/atau koperasi oleh bupati/walikota dengan menyampaikan
surat permohonan......dan kewenangan pelaksanaan pemberian [IPR
tersebut dapat dilimpahkan oleh bupati kepada camat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.... untuk memperoleh
IPR masyarakat wajib menyampaikan surat permohonan kepada
bupati/walikota, dengan luas wilayah untuk 1 (satu) IPR
berdasarkan pasal 68 UU No. 4 Tahun 2009 yaitu untuk
perseorangan seluas 1 (satu) hektar, kelompok masyarakat paling
banyak 5 (lima) hektar dan koperasi paling banyak 10 (sepuluh)
hektar. IPR diberikan dalam jangka untuk paling lama 5 tahun dan
dapat diperpanjang.... disini bedanya dengan IUP/IUPK, bahwa
IPR memang diprioritaskan pada penduduk lokal atau kelompok
masyarakat dan koperasi yang ingin melakukan kegiatan
pertambangan...

Oke pak.... menurut bapak, bagaimana akuntabilitas program dalam
pemberian [UP

kalo saya ditanya tentang akuntabilitas program saya bisa katakan
bahwa akuntabilitas program ini terkait dengan pertimbangan
apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak......karena
selama praktek pengelolaan SDA bidang pertambangan yang kami
lakukan selama ini kami belum memiliki aturan lokal/tidak adanya
produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan
mineral dan batu bara baik pada tataran Peraturan Daerah maupun
Peraturan Bupati...jadi kami masih mengacu pada aturan nasional

Bagaimana mengenai kepatuhan terhadap undang — undang oleh
pengusaha pertambangan pak? Apakah mereka selalu memenuhi
kewajiban mereka selaku pemegang IUP?

selama pelaksanaan UU tentang pertambangan berlaku, saya
pribadi melihat bahwa tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 yang masih rendah....hal ini dapat
menimbulkan potensi kerugian keuangan negara. Kalo saya tidak
salah target penerimaan negara dari pertambangan batu bara per
tahun memang meningkat, namun masih banyak potensi
penerimaan negara yang belum terpungut......hal ini juga terjadi di
daerah kami ini, bahwa tingkat kepatuhan yang rendah menjadikan
banyak potensi pertambangan lokal belum tergali..bahkan di
Kabupaten Kotawaringin Barat ini hanya ada 17 perusahaan
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pertambangan yang memiliki izin dan komoditas yang digali
adalah komoditas Batubara hanya 1 perusahaan, kemudian
komoditas Galena ada 2 buah perusahaan... kemudian komoditas
biji besi 2 buah perusahaan dan komoditas zirkon ada 12 buah
perusahaan.....dan masih banyak mineral lain yang belum digali
disini.

Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara
berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

kondisi riil di lapangan harus saya jujur katakan bahwa masih ada
ketidakpatuhan oleh para pemegang izin....ini dapat dilihat dari
banyaknya perusahaan yang tidak menyerahkan Rencana Kerja
Anggaran Biaya (RKAB) dan laporan produksi kepada
pemerintah....dan kepatuhan terkait RKAB saya lihat hanya
sebesar 55 persen dan laporan tahunan hanya sebesar 15 persen
yang dilaporkan kepada pemerintah oleh pemegang izin usaha
pertambangan di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
int......dan kalo merujuk pada Pasal 159 Undang-Undang No. 4
Tahun 2009, maka pemilik TUP dapat dikenakan sanksi pidana
berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling
banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)....dan aelain
sanksi pidana, pemilik IUP juga dapat dikenakan sanksi
administratif berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun

2009....

Penulis : Jadi menurut bapak, kondisi sebenarnya sekarang ini pemegang
IUP tidak patuh ya pak akan kewajibannya...

PNS . Ya... dapat dikatakan begitu...

penilaian saya tentang tingkat kepatuhan pemegang izin usaha
pertambangan masih menjadi masalah yang masih sangat banyak
ditemui dalam prakteknya di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Selain tingkat kepatuhan berdasarkan kewajiban pemegang izin
usaha pertambangan,kepatuhan untuk tidak melanggar aturan yang
diterapkan dalam undang-undangjuga banyak dilanggar oleh
pemegang izin usaha pertambangan. Sebagai contohnya masih
banyak pemegang izin usaha pertambangan yang mengalihkan IUP
mereka ke pihak lain, berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang No. 4
Tahun 2009, pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan
IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain, atau sering juga disebut
dengan jual beli TUP atau IUPK. Minimnya tingkat kepatuhan
terhadap undang-undang tersebut, bukanhanya karena kesalahan
dari pemegang izin usaha pertambangan saja, melainkan
ketidakpatuhan pemegang izin usaha pertambangan juga
disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam mengawasi izin usaha
pertambangan tersebut..... kalau kami di Kotawaringin Barat ini
kerena kendala teknis organisasional sebenarnya yaitu bahwa tidak
adanya produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan
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pertambangan mineral dan batu bara (Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati), kemudian juga tidak adanya Kantor/Badan/Dinas/Instansi
teknis khusus yang membidangi Pertambangan dan energi di
Kabupaten Kotawaringin Barat.....selain itu kurangnya sumberdaya
aparatur pada Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
SETDA Kabupaten Kotawaringin Barat yang menangani bidang
pertambangan dan energi...hal ini diperparah dengan minimnya
sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, penataan
dan pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Bagian
Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA Kabupaten
Kotawaringin Barat....sehingga kedepannya antara pemerintah
daerah dan pusat tidak lagi saling tunggu untuk mengambil langkah
yangseharusnya dilakukan guna mengatasi masalah penambangan.
Pemerintah daerah tidak lagi menuding pemerintah pusat
seenaknya mengeluarkan izin, sedangkan pemerintah pusat tidak
lagi menuduh pemerintah daerah tidak terkendali memberikan izin
usaha pertambangan..

Penulis : Bagaimana mengenai jual beli 1zin pertambangan, apakah bapak
pernah mendengarnya?

PNS . aturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009,
belum sepenuhnya dapat menghilangkan jual beli izin
pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Biasanya Jual
beli izin usaha pertambangan dilakukan dengan cara menggunakan
sistem royalty/ imbalan kepada pihak pemegang izin usaha mineral
dan batubara, dari setiap bahan galian zircon yang diperoleh oleh
perusahaan kontraktor.....sebagai contohnya adalah jual beli izin
pertambangan dengan menggunakan sistem royalti yang dilakukan
antara CV. X dengan PT. Y. CV. X mempunyai Izin Usaha
Pertambangan (IUP) operasi produksi yang berlokasi diKecamatan
kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Dalam
kasusini antara CV. X dengan PT. Y sepakat untuk melakukan
kerjasama penambangan Pasir Zircon untuk sebagian dari areal izin
usaha pertambangan tersebut yang dituangkan ke dalam
perjanjian....CV. X melimpahkan hak penambangan dan penjualan
pasir zirkon atas lokasi pertambangan tersebut kepada PT. Y yang
memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dan
mengerjakan lahan pasir zirkon tersebut, dengan ketentuan bahwa
seluruh biaya, peralatan dan operasional yang akan dikeluarkan
digunakan untuk pekerjaan penambangan di lokasi tambang
tersebut akan menjaid tanggungan dan dibiayai sendiri oleh PT.
Y....CV. X dalam hal ini hanya akan melakukan kegiatan mengurus
dan bertanggung jawab untuk mengurus perizinan atas lokasi
tambang tersebut, dan setelah perizinan- perizinan yang dibutuhkan
telah selesai dipenuhi oleh CV. X, maka, PT. Y diperbolehkan
untuk melakukan kegiatan penambangan yangmeliputi melakukan
kegiatan  eksploitasi;membangun  sarana  dan  prasarana
penambangan; penambangan, pengangkutan, pemasaran dan
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penjualan pasir zirkon..

dalam praktek pemberian izin pertambangan ini masih banyak
pemilik izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi syarat yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010,
sehingga praktek jual beli izin usaha pertambangan masih banyak
terjadi. Jual beli izin usaha pertambangan tersebut dianggap
menguntungkan kedua belah pihak. Pihak penjual memperoleh
keuntungan dari pengalihan izin usaha pertambangan tersebut
dengan memperoleh royalti dari setiap ton komoditas tambang
yang diperoleh oleh penerima izin usaha pertambangan tersebut
dengan hanya mempersiapkan, melengkapi dan menyelesaikan
dokumen-dokumen berikut perizinan yang berkaitan dengan
kegiatan pertambangan. Dan keuntungan pihak pembeli adalah
proses ini dianggap lebih praktis dan efisien dibandingkan apabila
tkut dalam kegiatan pelelangan, yang memerlukan waktu yang
lama untuk memperoleh izin usaha pertambangan tersebut.

Penulis : Oke baik pak.... kita kilas balik sebentar
Apa yang bapak ketahui tentang Kuasa Pertambangan atau KP
yang berdasarkan undang — undang nomor 11 tahun 1967? Dan
bagaimana syarat serta prosedurnya pak....

PNS :untuk jenis-jenis kuasa pertambangan dapat dilihat dalam pasal 2
dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1969 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan....dimana kalo
kita ingin melihat akuntabilitas kebijakannya dalam hal ini
berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam
pemberian izin usaha pertambangan. Akuntabilitas kebijakan ini
dapat dilihat dari bentuk pengusahaan pertambangan dimana
berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan diketahui bahwa kuasa
pertambangan sebagai wujud akuntabilitas kebijakan menurut Pasal
2 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengertian kuasa
pertambangan yaitu bahwa wewenang yang diberikan kepada
badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan...
secara umum syarat dan prosedur untuk memperoleh kuasa
pertambangan diatur dalam Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 17
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan
Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di
Bidang Pertambangan Umum.....selama ini tinggal bagaimana bisa
diimplementasikan aturan ini...
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Baik... tinggal sedikit lagi pak daftar pertanyaan saya... tinggal
beberapa pertanyaan lagi...

Ya silahkan saja... kebetulan setelah jam istirahat siang saya baru
ada rapat...

Trimakasih banyak pak, saya sangat senang diberikan kesempatan
ini...

Baik saya lanjutkan ya pak.... ini mengenai akuntabilitas publik di
bagian bapak...

Sistem apa yang digunakan dalam pelayanan terhadap publik
terkait penerbitan [UP? Dan apa alasannya pak..

Yang kami gunakan adalah sistem pertanggungjawaban..

Alasan kami melakukan sistem pertanggungjawaban adalah selain
untuk memenuhi kewajiban formal organisasi terhadap
pemerintahan yang lebih tinggi, juga untuk menjaga kelangsungan
keberadaan sebuah Bagian Perekonomian dan SDA sebagai sosok
yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga kami berusaha untuk
memberikan pelayanan yang terbaik melalui pola kinerja yang
terbaik pula sesuai dengan pelayanan yang ada...

Untuk mengetahui hirarki kewenangan yang ada pada Bagian
Perekonomian dan SDA ini yang sekaligus juga menggambarkan
alur proses pertanggungjawaban yang ada dapat dilihat pada bagan
struktur organisasi Bagian Perekonomian dan SDA. Dimana
tingkat  kewenangan yang tertinggi untuk = meminta
pertanggungjawaban disini adalah saya selaku Kepala Bagian dan
diteruskan kepada posisi dibawah sesuai dengan struktur. Dengan
kata lain dapat digambarkan bahwa  pelaksana/staf
bertanggungjawab pada kepala sub bagian masing-masing, kepala
sub bagian tersebut selanjutnya bertanggungjawab pada saya.
Begitulah tingkat hirarki kewenangan pertanggungjawaban yang
ada disini...

Apakah ada faktor pengham proses pertanggungjawaban? Dan apa
saja itu pak...

Bahwa salah satu faktor yang menghambat jalannya proses
pertanggungjawaban pada Bagian Perekonomian dan SDA yaitu
jika dilihat dari bagaimana alur pertanggungjawaban yang kami
dapat selama ini berasal dari tiap-tiap subbagian. Dari situ dapat
dilihat tugas subag sebagai pihak terbawah akan tetapi memiliki
beban tanggungjawab yang cukup besar karena kebijakan yang
turun dari atas pada akhimya yang melaksanakan atau dengan kata
lain yang mensosialisasikan kemasyarakat adalah pihak subbag
meskipun kadang-kadang pihak kecamatan turun kelapangan
sendiri. Dari hasil kegiatan tersebut, harus menyetorkan berkas
pertanggungjawaban kepada Bagian Perekonomian dan SDA. dan
sinilah data yang diberikan kepada kami yang menjadi faktor
pengahambat, yaitu tentang keabsahan atau kebenaran dari data
tersebut. Karena itulah konsep evaluasi yang kami terapkan
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menjadi sangat berguna untuk menjaga kebenaran dari data yang
kami peroleh

Selain itu Sebab atau factor yang dapat menghambat akuntabilitas
kinerja pegawai saya dapat dilihat dari beberapa factor misalnya,
sumber daya manusia yang dimilki oleh pegawai. Dimana tingkat
pengetahuan tentang pentingnya menanamkan jiwa akuntabel
dalam diri pegawai sangat kurang. Karena itulah banyak urusan
publik yang menyangkut keperluan masyarakat yang diserahkan
kepada swasta secara paket. Selain itu, tingkat disiplin pegawai
yang kurang. Akan tetapi hal ini tergantung pada budaya kerja yang
dimiliki oleh pegawai. Selain itu faktor lingkungan juga memiliki
pengaruh yang tidak sedikit dari proses akuntabilitas itu sendiri.Hal
ini dapat dilihat dengan banyaknya pengurusan pelayanan yang
diserahkan melalui pihak swasta yang kemudian diserahkan kepada
kami dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh pihak swasta.
Hal ini yang menjadikan pegawai kami untuk mengenyampingkan
tugas dan tanggungjawab yang diembannya

Penulis : terima kasih pak, kiranya cukup sampai disini dulu pak,
mungkin kalau ada yang perlu saya lengkapi terkait bahan
untuk penelitian dan penyusunan tesis saya sudi kiranya
bapak berkenan untuk meluangkan waktunya lagi pak...
assalamualaikum WR. WB

PNS . Waalaikumsalam Wr. Wb
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WAWANCARA PENULIS DENGAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL (KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
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KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT)

Assalamualaikum Wr. Wb.
Waalaikumsalam Wr. Wb.

Permisi pak, kalo bapak ada waktu saya ingin melakukan
wawancara terkait penelitian dan penyusunan Tugas Akhir
Program Magister saya pak.

Oo iya silahkan

Adapun Judul Tugas Akhir saya pak Akuntabilitas Bagian
Perekonomian dan Sumberdaya Alam dalam pemberian Izin
Usaha Pertambangan

Iya baik.... silahkan, apa yang bisa saya bantu untuk
menjelaskan. ..

Apakah bapak tahu mengenai Izin Usaha Pertambangan atau JUP.
Oh iya tahu

Singkat saja pak....

Kira — kira menurut bapak bagaimana akuntabilitas hukum dalam
pemberian [UP tersebut

pelaksanaan aturan perizinan pertambangan yang ada selama ini
saya pribadi menilai sudah sesuai dengan aturannya. Tetapi
kewajiban-kewajiban atas izin yang diberikan ini memang masih
harus terus dipantau oleh Bagian Perekonomian dan SDA....karena
kekurangan dari struktur di Kabupaten Kotawaringin Barat int
adalah tidak adanya Kantor/Badan/Dinas/Instansi teknis khusus
yang membidangi Pertambangan dan energi

terima kasih pak, kiranya cukup sampai disini dulu pak, mungkin
kalau ada yang perlu saya lengkapi terkait bahan untuk penelitian
dan penyusunan tesis saya sudi kiranya bapak berkenan untuk
meluangkan waktunya lagi pak.

Iya sama-sama

Terima kasih pak, Assalamualaikum Wr. Wb. Pak, permisi....
Waalaikumsalam Wr. Wb
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WAWANCARA PENULIS DENGAN KEPALA SUB. BAGIAN
BINA PRODUKSI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN

Penulis
PNS

Penulis

PNS

Penulis

PNS

BARAT

Assalamualaikum Wr. Wb.
Waalaikumsalam Wr., Wb

Permisi bu, kalo Ibu ada waktu saya ingin melakukan wawancara
terkait penelitian dan penyusunan Tugas Akhir Program Magister
saya yang berjudul Akuntabilitas di Bagian Perekonomian dan
Sumberdaya Alam dalam Pemberian [UP. bagaimana mana kabar
bu, apa ibu sehat — sehat saja?

Alhamdulilah sehat

Jadi begini bu, singkat saja menurut ibu apakah benar yang pak
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA jelaskan mengenai sistem
Pertanggungjawaban dalam penerbitan izin pertambangan?

Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kabag tersebut, bahwa
pada Bagian Perekonomian dan SDA melakukan akuntabilitas
pelayanan kepada publik dengan tujuan untuk menjaga
kepercayaan publik atas tugas penyediaan pelayanan yang
diembankan kepada kami dan untuk memenuhi kewajiban formal
kepada pemerintahan yang lebih tinggi kedudukannya. Hal
tersebut sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat
sebagai objek yang kami layani yang menginginkan pelayanan
yang baik, mudah dan tepat waktu sesuai dengan waktu yang
ditetapkan. Citra inilah yang ingin kami ciptakan dan kami
tingkatkan demi terciptanya mutu pelayanan yang baik melalui
sistem pertanggungjawaban kinerja pegawai. Selain itu hal yang
mendasari kami melakukan akuntabilitas yaitu agar para pegawat
mempunyai rasa tanggungjawab dalam diri pegawai masing-
masing akan tugas yang diemban..

Dalam melaksanakan pertanggungjawaban Lepada Bagian
Perekonomian dan SDA saya menjalankan kewenangan saya
sebagai kepala sub bagian untuk meminta pertanggungjawaban
kepada pelaksana/staf kami yang menjadi bawahan saya.sesuai
dengan bagiannya masing-masing...

bahwa agar kinerja staf-staf yang kami pimpin dapat bekerja
dengan baik, saya selaku pimpinan menetapkan beberapa
indikator yang menyangkut kinerja kami, misalnya kami melihat
indikator kinerja kami pada proses kerja kami, maksudnya
ketelitian dan kecepatan harus di jalankan pada sub bagian kami.
Hal ini kami lakukan karena banyak pelayanan yang harus kami
berikan kepada masyarakat yang membutuhkan ketelitian dan
kecepatan
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Menurut ibu, apa fungsi dari sistem pertanggungjawaban yang
digunakan di Bagian Perekonomian dan SDA?

Bahwa pertanggungjawaban dibuat selain untuk bukti dan
pelaksanaan dilapangan juga untuk mengetahur sejauh mana
pencapaian tujuan yang ditetapkan, akan tetapi dalam
pembuatannya sering kali terdapat penyelewengan kebenaran
yang ada dilapangan dengan yang ditulis pada laporan. Akan
tetapi pada dasarnya pertanggungjawaban yang kami buat dengan
maksud agar kinerja kami dapat ditingkatkan semaksimal
mungkin

terima kasih bu, kiranya hanya itu yang dapat saya tanyakan kalo
ibu berkenan dan ada waktu kiranya bapak saya akan melakukan
wawancara lebih lanjut pak melengkapi bahan penelitian saya.
Terima kasih kembali

Assalamualaikum Wr. Wb. Pak
Waalatkumsalam Wr., Wb
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WAWANCARA PENULIS DENGAN STAF PADA BAGIAN
PEREREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SETDA

Penulis
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Penulis
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KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Selamat siang pak
Siang, ada yang bisa saya bantu pa

Permisi maaf mengganggu bapak sebentar, mohon waktu pak
untuk melakukan wawancara terkait penelitian dan penyusunan
Tugas Akhir Program Magister saya pak, terkait Akuntabilitas
dalam pemberian [UP di Bagian Perekonomian & SDA

Bisa Minta waktunya sebentar ya pak?

Bisa, boleh silahkan

Terimakasih pak, saya ingin menanyakan.. apakah ada
indikator kinerja pada sub Bagian Pengendalian LH dan SDA
yang menangani Energi dan Sumeberdaya Alam...

Sebenarnya pada sub.bagian Pengendalian SDA dan LH ini
tidak ada ukuran atau indikator kinerja secara resmi, tapi tugas
kami pada sub bagian pengendalian SDA dan LH, turun
langsung pada kegiatan tertentu yang diadakan pada wilayah.
Disamping tugas kami yang lain yaitu merencanakan dan
melaksanakan kegiatan pada sub bagian Pengendalian Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup; menyiapkan dan
mengelola data serta bahan dalam rangka pembinaan
pengembangan pengendalian sumber daya alam, pembinaan
energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup......dan
yang paling urgen adalah menyiapkan rekomendasi dan
fasilitasi perijinan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
Menyusun pedoman pemanfaatan pengendalian sumber daya
alam, pembinaan energi dan sumber daya mineral serta
lingkungan hidup.....menyiapkan data dan bahan-bahan dalam
rangka koordinasi dan fasilitasi dibidang energi dan sumber
daya mineral serta lingkungan hidup;Menyiapkan bahan
penyelenggaraan sistem informasi bidang energi dan sumber
daya mineral serta lingkungan hidup ; dan melaksanakan
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas....Selain
itu kami juga melaksanakn tugas-tugas yang diamanatkan oleh
Bapak Kepala Bagian sesuai dengan keperluan dilapangan...

Lalu bagaimana menurut bapak tentang akuntabilitas itu
sendiri...

Pada dasarnya akuntabilitas dibuat untuk
mempertanggungjawabkan kinerja yang kami capai dalam
kurun waktu tertentu dengan tujuan agar dapat meningkatkan
kinerja kami, akan tetapi pada Bagian Perekonomian dan
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SDAyang terjadi adalah akuntabilitas dibuat bila kami
mendapatkan tugas dari instansi diatas kami. Sehingga
pengaruhnya pada pola kerja kami sedikit sekali. Mungkin itu
yang membuat banyak keluhan yang timbul pada masyarakat
yang otomatis membuat kepercayaan masyarakat menjadi
menurun...

Terima kasih pak, kira — kira menurut bapak apakah benar yang
disampaikan oleh Bapak Kabag. Perekonomian & SDA yang
mengatakan bahwa salah satu penghambat adalah keabsahan
data dilapangan?

Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala bagian tersebut,
kami selaku bagian sekretariat mendapatkan beberapa data
yang berbeda dengan keadaan dilapangan yang dimana hal
tersebut tentu saja menjadi tanggungjawab kami selaku pihak
Bagian Perekonomian dan SDA. Bila hasil dari lapangan saja
salah, bagaimana dengan pertanggungjawaban kami

terima kasih pak, kiranya cukup sampai disini dulu pak,
mungkin kalau ada yang perlu saya lengkapi terkait bahan
untuk penelitian dan penyusunan tesis saya sudi kiranya bapak
berkenan untuk meluangkan waktunya lagi pak.

Terima kasih pak, Assalamualaikum Wr. Wb. Pak, permisi....
Waalaikumsalam Wr. Wb
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UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 1967
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a.

bahwa guna mempercepat terlaksananya pembanguna ekonomi Nasional dalam menuju
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila
maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dun membina segenap
kekuatan ekonomi potensiil dibidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil.
bahwa berhubung dengan itu, dengan tetap berpegang pada Undang-undang Dasar 1945,
dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang
Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1960 No. 119) serta menggantinya dengan
Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan
yang ada dalam rangka memperkembangkan usaha-usaha pertambangan Indonesia
dimasa sekarang dan dikemudian hart;

Mengingat :

oUW

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXI/MPRS/1966 ;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 ;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIII/MPRS/1967 ;
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

MEMUTUSKAN :

I. Mencabut Undang-undang No. 37 Prp 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara tahun
1960 No. 119).
1. Menetapkan : undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Penguasaan bahan galian

Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang
merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan
Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 2

‘ Istilah-istilah
bahan galian: unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan
termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
hak tanah: hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia ;
penyelidikan umum:  penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, didaratan,
perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi
umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
eksplorasi:  segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih
teliti/ seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
eksploitasi: usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan
memanfaatkannya;
pengolahan dan pemurnian:  pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta
untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
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pengangkuatan: segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan
pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolah~n/pemurnian ;

h. penjualan: segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan

alian;

i Euasa pertambangan:  wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk
melaksanakan usaha pertambangan;

j  Menteri: Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan;

k. wilayah hukum pertambangan Indonesia:  seluruh kepulauan Indonesia, tanah dibawah
perairan Indonesia dan paparan benua (continental shelf) kepulauan Indonesia;

l. Perusahaan Negara:

a. Perusahaan Negara seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang
Perusahaan Negara yang berlaku;
b. Badan Hukum yang seluruh modalnya berasal dari Negara;

m. Perusahaan Daerah: Perusahaan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang
Perusahaan Daerah yang berlaku;

n. -Pertambangan Rakyat: yang dimaksud dengan Pertambangan Rakyat adalah suatu
usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti yang
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan
atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

BABII.
PENGGOLONGAN PELAKSANAAN
PENGUASAAN BAHAN GALIAN

Pasal 3
(1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan :a. golongan bahan galian strategis;b. golongan
bahan galian vital. c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.
(2) Penunjukan sesuatu bahan galian ke dalam sesuatu golongan tersebut pada ayat (1) pasal ini
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

(1) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut
dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri;

{2) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut
dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat
terdapatnya bahan galian itu;

(3) Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah khususnya dan Negara
umumnya Menteri dapat menyerahkan pengaturan usaha pertambangan bahan galian
tertentu dari antara bahan-bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b kepada
Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu.

BAB I
BENTUK DAN ORGANISASI PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN

. Pasal 5.

Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh :

Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;

Perusahaan Negara;

Perusahaan Daerah;

Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;

Koperasi;

Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12
ayat (1);

mpanop
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g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi
dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenubhi syarat-syarat yang dimaksud dalam
pasal 12 ayat (1);

h. Pertambangan Rakyat;

Pasal 6.
Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
b. Perusahaan Negara;

Pasal 7.
Bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat pula diusahakan oleh pihak swasta
yang memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), apabila menurut
pendapat Menteri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari segi ekonomi dan perkembangan
pertambangan, lebih menguntungkan bagi Negara apabila diusahakan oleh pihak swasta.

: Pasal 8.
Apabila jumlah endapan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat(1) huruf a sedemikian kecilnya
sehingga menurut pendapat Menteri akan lebih menguntungkan jika diusahakan secara sederhana
atau kecil-kecilan, maka endapan bahan galian itu dapat diusahakan secara Pertambangan Rakyat
sebagai dimaksud dalam pasal 11.

Pasal 9

(1) Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
a. Negara atau Daerah;
b. Badan atau Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam
pasal 12 ayat (1).

(2) Usaha pertambangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dapat dilaksanakan oleh:3
a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
b. Perusahaan Negara;
¢. Perusahaan Daerah;
d.  Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan di satu pihak dengan
Daerah Tingkat I dan/atau Daerah Tingkat Il atau Perusahaan Daerah di pihak lain.
e. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara dan atau
Perseorangan Swasta di pihak lain.

{3) Perusahaan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf e pasal ini harus berbentuk Badan Hukum
dengan ketentuan bahwa Badan dan/atau Perseorangan Swasta yang ikut dalam perusahaan
itu harus memenubhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).

Pasal 10.

(1) Menteri dapat menunjukan pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh
Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa
pertambangan.

(2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-
pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.

(3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh
Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut
eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal
13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing,.

Pasal 11.
Pertambangan Rakyat

(1) Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam
mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan
dengan bimbingan Pemerintah.
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(2) Pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Kuasa
Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat.
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Pertambangan Rakyat dan cara serta syarat-syarat untuk

memperoleh Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 12,

(1) Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang
tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada:
a. Badan Hukum Koperasi;
b. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik
Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan
pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat
tingal di Indonesia.c. Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat
tinggal di Indonesia.

(2) Khusus untuk usaha eksploitasi sebelum diberikan kuasa pertambangan kepada pihak
termaksud dalam ayat (1) pasal ini haruslah didengar lebih dahulu pendapat dari suatu Dewan
Pertambangan, yang pembentukan dan penentuan susunannya akan diatur oleh Pemerintah.

Pasal 13.
Dengan Undang-undang ditentukan bahan-bahan galian yang harus diusahakan semata-mata oleh
Negara dan cara melaksanakan usaha tersebut.

BABIV.
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 14.

Usaha pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi :

a. penyelidikan umum;

b. eksplorasi;

c. eksploitasi;

d. pengolahan dan pemurnian;

e. pengangkutan;

f. penjualan;

BAB Y.
KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 15.

(1) Usaha pertambangan termaksud dalam pasal 14 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau
perseorangan yang tersebut dalam pasal 6, 7, 8, dan 9 apabila kepadanya telah diberikan kuasa
pertambangan.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang isi, wewenang, luas wilayah dan syarat-syarat kuasa
pertambangan serta kemungkinan pemberian jasa penemuan bahan galian baik langsung oleh
Pemerintah maupun dalam rangka pemebrian kuasa pertambangan, diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

(3) Kuasa Pertambangan diberikan dengan Keputusan Menteri. Dalam Keputusan Menteri itu
dapat diberikan ketentuan-ketentuan khususnya disamping apa yang telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah yang termaksud dalam ayat (2) pasal ini.

(4) Kuasa pertambangan dapat dipindahkan kepada perusahaan atau perseorangan lain bilamana
memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 12 dengan persetujuan Menteri.

Pasal 16.
(1) Dalam melakukan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan,
maka Pertambangan Rakyat yang telah ada tidak boleh diganggu, kecuali bilamana Menhen
menetapkan lain demi kepentingan Negara.
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(2) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan
diwilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan sekitar lapangan-
lapangan dan bangunan-bangunan pertahanan,

(3) Wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak
meliputi :

a. tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum,
misalnya jalan-jalan umum, jalan-jalan, jalan kereta api, saluran air listrik, gas dan
sebagainya.

. tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain.

c. bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah
pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang berkepentingan.

(4) Dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan usaha pertambangan
berdasarkan suatu kuasa pertambangan, pemindahan sebagaimana termaksud dalam ayat (3)
pasal ini dapat dilakukan atas beban pemegang kuasa pertambangan dan setelah diperoleh
izin dari yang berwajib.

BAB VL
CARA DAN SYARAT-SYARAT BAGAIMANA MEMPEROLEH
KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 17.
(1) Permintaan untuk memperoleh kuasa pertambangan diajukan kepada Menteri.
(2) Dengan Keputusan Menteri diatur cara mengajukan permintaan yang dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini begitu pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminat, apabila belum
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah termaksud dalam pasal 15 ayat (2).

Pasal 18.
Permintaan kuasa pertambangan hanya dipertimbangkan oleh Menteri setelah peminta

membuktikan kesanggupan dan kemampuannya terhadap usaha pertambangan yang akan
dijalankan.

‘ Pasal 19.
Dengan mengajukan permintaan kuasa pertambangan, maka peminta dengan sendirinya
menyatakan telah memilih domisili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di dalam Daerah
Tingkat I yang bersangkutan.

BAB VIL
BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 20.
Kuasa pertambangan berakhir :
a. karena dikembalikan;
b. karena dibatalkan;
c. karena habis waktunya.
Pasal 21.

(1) Pemegang kuasa pertambangan dapat menyerahkan kembali kuasa perta mbangannya dengan
pernyataan tertulis kepada Menteri.

(2) Pernyataan tertulis yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disertai dengan alasan-alasan yang
cukup apa sebabnya pernyataan ini disampaikan.

(3) Pengembalian kuasa pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri.

Pasal 22.
(1) Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan dengan keputusan Menteri :
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a. apabila pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) atau yang ditentukan
dalam Keputusan Menteri yang tersebut dalam pasal 15 ayat (3).
b. jikalau pemegang kuasa pertambangan ingkar menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-
petunjuk yang diberikan oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan Negara.

(2) Kuasa pertambangan dapat dibatalkan dengan Keputusan Menteri untuk kepentingan Negara.

Pasal 23.
Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan
untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan
tersebut berakhir menurut hukum.

Pasal 24.
(1) Jika kuasa pertambangan berakhir karena hal-hal termaksud dalam pasal 21, 22 ayat (1) dan
pasal 23 maka:

a. segala beban yang diberatkan kepada kuasa pertambangan batal menurut hukum;

b. wilayah kuasa pertambangan kembali kepada kekuasaan Negara;

¢. segala sesuatu yang diperlukan untuk mengamanan bangunan-bangunan tambang dan
selanjutnya pengambilan bahan-bahan galian menjadi hak Negara tanpa penggantian
kerugian kepada pemegang kuasa pertambangan;

d. perusahaan atau perseorangan yang memegang kuasa pertambangan itu harus
menyerahkan semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan
sebagainya yang bersangkutan dengan usaha pertambangan kepada Menteri dengan tidak
menerima ganti kerugian.

(2) Menyimpang dari bunyi ayat (1) pasal ini, maka bilamana kuasa pertambangan dibatalkan
untuk kepentingan Negara, maka kepadanya diberi ganti kerugian yang wajar.

(3) Menteri menetapkan waktu dalam mana pemegang kuasa pertambangan terakhir diberi
kesempatan untuk mengangkat segala sesuatu yang menjadi hak miliknya. Segala sesuatu
yang belum diangkat dalam waktu tersebut menjdi milik Negara.

BAB VIIL
HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN
DENGAN HAK-HAK TANAH

Pasal 25.

(1) Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada
segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan
daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan
itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat
diketahui terlebih dahulu.

(2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari dua pemegang kuasa pertambangan atau
lebih, dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 26.

Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas sesuatu daerah atau wila, ah menurut hukum
yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan
pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat
kepadanya:

a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau

salinannya yang sah diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan

dilakukan ;

b. diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.
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Pasal 27.

(1) Apabila telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa
pertambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan
bersama antara pemegang kuasa pertambangan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas
dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat
diperguanakan.

(2) Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Menteri.

(3)Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.

(4) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini beserta segala biaya yang
berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan yang
bersangkutan.

(5) Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak
terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat
diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.

BAB IX.
PUNGUTAN-PUNGUTAN NEGARA

Pasal 28.

(1) Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran tetap, iuran eksplorasi
dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kuasa
pertambangan yang bersangkutan.

(2) Pungutan-pungutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Kepada Daerah Tingkat I dan II diberikan bagian dari pungutan-pungutan Negara tersebut ,
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X.
PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 29.
(1) Tata Usaha, pengawasan pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan
dipusatkan kepada Menteri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
(2) Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terutama meliputi keselamatan kerja,
pengawasan produksi dan kegiatan lainnya dalam pertambangan yang menyangkut
kepentingan umum.

Pasal 30.
Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang
kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa,
sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.

. BAB XI.
KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA

Pasal 31.

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau dengan denda
setinggi-tingginya limaratus ribu rupiah, barang siapa yang tidak mempunyai kuasa
pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 14 dan 15.

(2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda
setinggi-tingginya limapuluh ribu rupiah, sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap
yang berhak atas tanah menurut Undang-undang ini.
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Pasal 32.

(1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda
setinggi-tingginya limapuluh ribu rupiah, barang siapa yang tidak berhak atas tanah
merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah.

(2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda
setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, barang siapa yang berhak atas tanah merintangi atau
mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah pemegang kuasa pertambangan
memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 dan 27 Undang-undang
ini.

Pasal 33.
Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda
setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.
a. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat
yang berlaku menurut Undang-undang ini dan/atau Undang-undang termaksud dalam
keputusan Menteri yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini dan/atau Undang-undang
yang termaksud dalam pasal 13.
b. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-
petunjuk yang berwajib berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 34
(1) Jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu perseroan, maka hukuman
termaksud pasal 31, 32 dan 33 dijatuhkan kepada para anggota pengurus.
(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) adalah kejahatan dan perbuatan-
perbuatan lainnya adalah pelanggaran.

BAB XI1.
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 35.

(1) Semua hak pertambangan dan kuasa pertambangan perusahaan Negara, perusahaan swasta,
badan lain atau perseorangan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum
saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dapat dijalankan sampai sejauh masa berlakunya,
kecuali ada penetapan lain menurut Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan
kepada Undang-undang ini.

Pasal 36.

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan cara
pengusahaan pertambangan oleh perusahaan Negara, perusahaan swasta, badan lain atau
perseorangan yang tersebut dalam pasal 35 ayat (1) diatas serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang masih berlaku selama belum ada ketentuan-ketentuan pengganti
berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Semua peraturan perundang-undangan yang bersumber kepada Undang-undang No. 37 Prp
tahun 1960 yang masih berlaku pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku
sepanjang tidak dicabut, dirobah atau ditambah berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 37.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan disebut UNDANG-UNDANG
POKOK PERTAMBANGAN.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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Menimbang

UNIVERSITAS TERBUKA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

P

NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG

ERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam
wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan
kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan
Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam
memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu
pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi
nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional
dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat secara berkeadilan;

. bahwa kegiatan usaha pertambangan 1nineral dan
batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan
di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah
mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai
tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi
nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional
maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan
peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan
mineral dan batubara yang dapat mengelola dan
mengusahakan potensi mineral dan batubara secara
mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan
berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan
nasional secara berkelanjutan;

d. bahiwa . ..
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara;

20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL

DAN BATUBARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

l.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan
kegiatan dalam rangka penelitian, pengeclolaan dan
pengusahaan mineral atau batubara yang rmeliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan
pascatambang.

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di
alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta
susunan kristal teratur atau gabungannya yang
membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Batubara adalah endapan senyawa organtk karbonan

yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-
tumbuhan.
4. Pertambangan . . .
Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 265

he o e




16/41841.pdf ‘Mﬂ/}b\\\ UNIVERSITAS TERBUKA

PRESIDEN
REPUBLIK INDDONES!A

-3-

4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan
mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas
bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan
karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen
padat, gambut, dan batuan aspal.

6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi
tahapan kegiatan penyelidikan urmum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahar dan
pemurnian, pengangkutan dan  penjualan, serta
pascatambang.

7. lzin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP,
adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk
melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi, dan studi kelayakan,

9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah selesai pelaksanaan [UP Eksplorasi untuk
melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnyva disebut IPR,
adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah
dan investasi terbatas.

11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya
disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan
usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan
khusus.

12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk
melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha
pertambangan khusus.

13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk
melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah
izin usaha pertambangan khusus.

14, Penyendikan . . .
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Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan

pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional
dan indikasi adanya mineralisasi.

. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan

untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti
tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan
sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi
mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha
pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci
seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan
kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan,
termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta
perencanaan pascatambang.

Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha
pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan,
pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan
penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan
sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
melakukan pembangunan seluruh fasilitas operast
produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha
pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau
batubara dan mineral ikutannya.

Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha
pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral
dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan
memperoleh mineral ikutan.

Pengangkutan adalah kegiatan wusaha pertambangan
untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari
daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan
pemurnian sampai tempat penyerahan.

Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak
di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan
hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

24 Jasa . ..
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Jasa Peftambangan' adalah jasa penunjang yang
berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.

. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, vang selanjutnya

disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan
penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proscs pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha darn/atau kegiatan.

Reklamasi ailalah kegiatan yang dilakukan sepanjang
tahapan usaha  pertambangan untuk menata,
memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan
ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai
peruntukannya.

Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut
pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis,
dan berlanjut setelah akhir  sebagian atau seluruh
kegiatan usaha pertambangan untuk memuiihkan fungsi
lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal
di seluruh wilayah penambangan.

Pemberdayaan  Masyarakat adalah usaha untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara
individual maupun ‘kolektif, agar menjadi lebih baik
tingkat kehidupannya.

Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP,
adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau
batubara dan tidak terikat dengar. batasan administrasi
pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang
nasional. I

Wilayah Usaha Perta’mbangan, yang selanjutnya disebut
WUP, adalah bagian dari WP yang telah memi'iki
ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya
disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada
pemegang IUP. ‘

Wilayah Pertambangen Rakyat, yang selanjutnya disebut
WPR, adalah baginn dari WP tempat dilakukan kegiatan
usaha pertambangan -akyat.

WwWilayah Fencadangan Ncgara, yang sclanjutnya disecbut
WPN, adalah bagian dart WP yang dicadangkan untuk
kepentingan strategis nasional.

34. Wilayah . . .
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Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya
disebut WUPK, adélah bagian dari WPN yang dapat
diusahakan. |

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK,
yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang
diberikan kepada pemegang IUPK.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indénesia Tahun 1948S5.

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahar; di bidang pertambangan mineral dan
batubara.

BAB 11
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara  dikelola

berasaskan:

a. manfaat, keadilan, dan keseimbtangan;

b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;v

c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang
berkesinambungan, tujuan pengeiolaan mineral dan batubara
adalah:

a.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

. _— .
menjamin efektivites pelaksanaan dan pengendalian
kegiatan usaha pertambangan sccara berdaya guna,

berhasil guna, dan berdaya saing;

menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara
secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

c. menjamin . . .
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menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan

baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan
dalam negeri;

d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan

nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional,
regional, dan internasional;

meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan
negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-
besar kesejahteraan rakyat; dan

menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB [l

PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA

(1)

(2)

(3

Pasal 4

Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak
terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai
oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

Penguasaan mineral dan Dbatubara oleh negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 5
Untuk Kepentingan nasional, Pemerintah setelah

berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan

mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam

negeri.

ekspor.

) Dalam melaksanakan  pengendalian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyal
kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap

komoditas per tahun setiap provinsi.

) Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah
yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3).

(3} Ketentuan . . .
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral
dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian
produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3} diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB IV
KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 6

(1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:

a. penetapan kebijakan nasional;

. pembuatan peraturan perundang -undangan,;
penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;

. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan

batubara nasional,

penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi
dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik
masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan
yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau
wilayah laut lebih dari 12 (dua belas} mil dari garis

pantai;

pemberian [UP, pembinaan, penyelesaian konflik

masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan

yang lokasi penambangannya berada pada lintas

wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12

(dua belas) mil dari garis pantai;

h. pemberian [UP, pembinaan, penyclesaian konflik
masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan
operasi produksi yang berdampak lingkungan
langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut
lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

i. pemberian IUPK Eksplorasi dan [UPK Operasi

Produksi;

j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah
menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak
menerapkan kaidah pertambangan yang baik;

b
c.
d

k. penetapan . . .
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k. p enetapan kebijakan produksi, pemasaran,
pemanfaatan, dan konservasi,

l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan
pemberdayaan masyarakat;

m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan
pajak dari hasil usaha pertambangan minecral dan
batubara;

n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah;

0. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan
daerah di bidang pertambangan;

p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta
eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan
informasi mineral dan batubara sebagai bahan
penyusunan WUP dan WPN;

gq. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi
sumber daya mineral dan batubara, rerta informasi
pertambangan pada tingkat nasional;

r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan
pascatambang;

s. penyusunan neraca sumber daya minerai dan
batubara tingkat nasional;

t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan
usaha pertambangan; dan

u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha
pertambangan.

Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 7

Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
a, pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;

b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik
masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan
pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah
laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
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. pemberian [UP, pembinaan, penyelesaian konflik

masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan
operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas
wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4
(empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;

. pemberian [UP, pembinaan, penyelesaian konflik

masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan
yang berdampak lingkungan langsung lintes
kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil
sampai dengan 12 (dua belas) mil,

. penginventarisasian, penyelidikan dan penclitian serta

eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan
informasi mineral dan batubara sesuai dengan
kewenangannya;

pengelolaan informasi geologi, informasi potensi
sumber daya mineral dan batubara, serte informasi
pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;

. penyusunan neraca sumber daya mineral dan

batubara pada daerah/wilayah provinsi;

. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan

usaha pertambangan di provinsi;

pengembangan dan  peningkatan peran  serta
masyarakat dalam usaha pertambangan dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan;
pengoordinasian perizinan dan pengawasan
penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai
dengan kewenangannya;

. penyampaian informasi hasil inventarisasi,

penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi
kepada Menteri dan bupati/walikota;

penyampaian informasi hasil produksi, penjualan
dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan
bupati/walikota;

. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan

pascatambang; dan

. peningkatan  kemampuan  aparatur pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 8. ..

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 273

e S . et

e e et e et A i e i e

e i e n s e



"16/41841.pdf

(1)

UNIVERSITAS TERBUKA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -
Pasal 8

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara
lain, adalah:

a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah,;

b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian
konflik  masyarakat, dan pengawasan  usaha
pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau
wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil,

c. pemberian [UP dan IPR, pembinaan, penyelesaian
konflik masyarakat dan pengawasan usaha
pertambangan operasi produksi yang kegiatannya
berada di wilayah kabupaten/kota dan,/atau wilayah
laut sampai dengan 4 (empat) mil;

d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta
eksplorasi dalam rangka memperolen data dan
informasi mineral dan batubara;

e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi
mineral dan batubara, serta informasi pertarnbangan
pada wilayah kabupaten/kota;

f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan
batubara pada wilayah kabupaten/kota;

g. pengembangan dan  pemberdayaan  masyarakat
setempat dalam usaha pertambangan dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan;

h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan
manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal,

1. penyampaian informasi hasil inventarisasi,
penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi
dan cksploitasi kepada Menteri dan gubernur,

j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan
dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan
gubernur;

k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi
lahan pascatambang; dan

1. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan
usaha pertambangan.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V. ..
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BAB V
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9
WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan
landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan oleh
Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah
daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 10

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2}
dilaksanakan:

a.
b.

secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;

secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari
instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan
mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial
budaya, serta berwawasan lingkungan; dan

dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Pasal 11

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan
penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka

penyiapan WP.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme
penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Pasal
10, dan Pasal 11 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 13
WP terdiri atas:
a. WUP;
b. WPR; dan
c. WPN.
Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 14

(1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah
berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan
disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan
berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah
dan pemerintah daerah.

Pasal 15

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya
dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang
berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah
kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu} wilayah
kabupaten/kota.

Pasal 17

Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan
oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah
berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.

Pasal 18

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP
dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:
a. letak geografis;

b. kaidah konservasi;

¢. daya dukung lindungan lingkungan;

d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara;
dan

e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 19 ..
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Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas
dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur
dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 20

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalarn suatu
WPR.

Pasal 21

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh
bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 22

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di
sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;

b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara
dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;

c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai
purba;

d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25
{dua puluh lima) hektare;

e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
dan/atau

f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang
rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 1S5
(lima belas) tahun.

Pasal 23
Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman
mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terhuka.

Pasal 24 . ..
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Pasal 24

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah
dikerjakan  tetapi belum  ditetapkan  sebagai WPR
diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan
penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan
Pasal 23 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kkriteria dan mekanisme
penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan
Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Wilayah Pencadangan Negara

Pasal 27

(1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan
WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komecditas
tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga
keseimbangan ekosistem dan lingkungarn.

(2) WPN vyang ditetapkan untuk komoditas tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan
sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan
persetujuan Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik
Indonesia.

(4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi
WUPK.

Pasal 28 . . .
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Pasal 28

Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat {2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat
dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;

b. sumber devisa negara;

c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan
prasarana;

d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi;

e. daya dukung lingkungan; dan/atau

f. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang
besar.

Pasal 29

(1) WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat {4)
vang akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah
setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk IUPK.

Pasal 30

Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang
berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah
kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah
kabupaten/kota.

Pasal 31

Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara
ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah
daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh
Pemerintah.

Pasal 32
Kriteria untuk menetapkan 1 (satu} atau beberapa WIUPK
dalam 1 (satu) WUPK adalah sebagai berikut:

a. letak geografis . . .
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letak geografis;

kaidah konservasi;

daya dukung lindungan lingkungan;

optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara;
dan

e. tingkat kepadatan penduduk.

ao g

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan
batas WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan
Pasal 32 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB Vi
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 34

(1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
a. pertambangan mineral; dan

b. pertambangan batubara.
(2} Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a digolongkan atas:
a. pertambangan mineral radioaktif;

b. pertambangan mineral logam;
¢. pertambangan mineral bukan logam; dan
d. pertambangan batuan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu
komoditas tambang ke dalam suatu golongan
pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 35

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
dilaksanakan dalam bentuk:

a. [UP;
b. IPR; dan
c. IUPK.
BAB VII . ..
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BAB VII
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

IUP terdiri atas dua tahap:

a. [UP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi, dan studi kelayakan;

b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta
pengangkutan dan penjualan.

Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi
Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

IUP diberikan oleh:

a.

b.

a.
b.

bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu
wilayah kabupaten/kota;

gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah
mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat
sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinst
setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan
bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 38
[UP diberikan kepada:
badan usaha;
koperasi; dan
perseorangan.

C.

Pasal 39 ...
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Pasal 39

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1} huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-
kurangnya:

a. nama perusahaan,;

b. lokasi dan luas wilayah;

C. rencana umum tata ruang;

d. jaminan kesungguhan;

e. modal investasi;

f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;

g. hak dan kewajiban pemegang IUP;

h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;

i. jenis usaha yang diberikan;

J-

rencana pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;

k. perpajakan;

l. penyelesaian perselisihan;

m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
n. amdal.

IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat kctentuan
sekurang-kurangnya:
a. nama perusahaan;

b. luas wilayah;

c. lokasi penambangan;

d. lokasi pengolahan dan pemurnian,

e. pengangkutan dan penjualan;

f. modal investasi;

g. jangka waktu berlakunya IUP;

h. jangka waktu tahap kegiatan;

i. penyelesaian masalah pertanahan,;

j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan
pascatambang;

k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;

1. perpanjangan [UP;

m. hak dan kewajiban pemegang [UP;

n. rencana pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;

o. perpajakan . . .
perpaj 88

Tugas Akhir Program Magister (TAPM}

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

e s i b e e o




16/41841.pdf

(4)

()

6)

UNIVERSITAS TERBUKA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!IA

-20 -

o. perpajakan;

p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran
tetap dan iuran produksi;

. penyelesaian perselisihan;

keselamatan dan kesehatan kerja;

konservasi mineral atau batubara;

pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;

. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan
pertambangan yang baik;
pengembangan tenaga kerja Indonesia;

C v 0

<

w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan

X. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi
pertambangan mineral atau batubara.

Pasal 40

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola
diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

Pemegang [UP yang bermaksud mengusahakan mineral
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib
mengajukan permohonan [UP baru kepada Menteri,
gubernur, dan bupati/walikota sesuai  dengan
kewenangannya.

Pemegang [UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan
mineral lain yang ditemukan tersebut.

Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan
mineral lain vang ditemukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak
dimanfaatkan pihak lain.

IUP untuk mineral lain sebagaimana dim~ksud pada ayat
(4) dan ayat (S5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh
Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 41

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam
pemberian IUP,

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua
IUP Eksplorasi

Pasal 42

IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat
diberikan dalam jangka waktu paling 'ama 8 (delapan)
tahun,

IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam
dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 {tiga)
tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat
diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)
tahun.

IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat
diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat
diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)
tahun.

Pasal 43

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi
kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan
mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan
kepada pemberi IUP.

Pemegang [UP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau
batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengajukan  izin  sementara  untuk  melakukan
pengangkutan dan penjualan.

Pasal 44

[zin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

Pasal 45

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 dikenai iuran produksi.

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga
TUP Operasi Produksi

Pasal 46

{I) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk
memperoleh [UP Operasi Produksi sebagai kelanjutan
kegiatan usaha pertambangannya.

(2) 1UP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan
usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan
WIUP mineral logam atau batubara yang telah
mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 47

(1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam
dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-
masing 10 (sepuluh) tahun.

(2) TUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral
bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua)
kali masing-masing S (lima) tahun.

{3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral
bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka
waktu paling lama 20 {(dua puluh) tahun dan cdapat
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh)
tahun.

(4} 1UP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat
diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tehun
dan dapat diperpanjang 2 (dua} kali masing-masing 5
{lima) tahun.

(5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara
dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-
masing 10 {sepuluh) tahun.

Pasal 48

[UP Operasi Produksi diberikan oleh:

a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, Iokasi
pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di
dalam satu wilayah kabupaten/kota;

b. gubernur
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b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan
dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam
wilayah kabupaten/kota yang  berbeda  setelah
mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan
dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam
wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan
rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat
sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan.

Pasal 49
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian [UP
Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan IUP

Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat
Pertambangan Mineral

Paragraf 1
Pertambangan Mineral Radioaktif

Pasal 50
WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan
pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pertambangan Mineral Logam

Pasal 51

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi,
dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 52
(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP

dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu} hektare dan
paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
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Pada wilayah yang telah diberikan [UP Eksplorasi mineral
logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk
mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya

Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan

setelah mempertimbangkan pendspat dari

pemegang IUP pertama.

Pasal 353

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP
dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu)

hektare.

Paragraf 3

Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 54

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha,
koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah
kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 55

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi
WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare
dan paling banyak 25.000 {dua puluh lima ribu) hektare.

(2} Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral
bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain
untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya

berbeda.

(3} Pemberian IUP secbagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan

setelah mempertimbangkan pendapat dari

pemegang IUP pertama.

Pasal 56

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi
WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Paragraf 4
Pertambangan Batuan

Pasal 57

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan
perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada
pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 58

(1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas
paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000
(lima ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan
dapat diberikan [UP kepada pihak lain untuk
mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya
berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari
pemegang IUP pertama.

Pasal 59

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan
luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
Bagian Kelima
Pertambangan Batubara

Pasal 60

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan
perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 61
(1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan

luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling
banyak 50.000 (lima puluh ribuj hektare.

(2) Pada. . ..
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(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Ekspiorasi
batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk
mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya
berbeda.

(3) Pemberian 1UP scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari
pemegang IUP pertama.

Pasal 62

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan
luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WiUP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531, Pasal 54, Pasal 57,
dan Pasal 60 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII

PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 64

Pemerintah dan  pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana
kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan [UP Eksplorasi
dan TUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 65

(1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal
60 vang melakukan usaha pertambangan wajib
memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis,
persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

(2} Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan,
dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BABIX ...
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BAB IX
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 66

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:

pertambangan mineral logam;

pertambangan mineral bukan logam;

pertambangan batuan; dan/atau

pertambangan batubara.

poop

Pasal 67

(1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada
penduduk setempat, baik perseorangan maupun
kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

(2) Bupatif/walikota dapat melimpahkan  kewenangan
pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3)  Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan
kepada bupati/walikota.

Pasal 68

(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan
kepada:
a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;

b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare;
dan/atau

c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.

(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lamma 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 69

Pemegang IPR berhak:

a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang
keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis
pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah; dan

b. mendapat . . .
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b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pemegang IPR wajib:
a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah IPR diterbitkan;

b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang
keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan,
pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang
berlaku;

c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal 71

(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70,
pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan
rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib
menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis
y g¢ persy
pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR
diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 73

(1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di
bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta
permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan
kemampuan usaha pertambangan rakyat.

(2) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap
pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat
yang meliputi:

a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. pengelolaan lingkungan hidup; dan

c. pascatambang.
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Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten/kota
wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang
sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemerintah  kabupaten/kota wajib mencatat hasil
produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan
rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya
secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.

BAB X

IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 74

IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan
kepentingan daerah.

IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1
(satu) WIUPK,

Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang
dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib
mengajukan permohonan [UPK baru kepada Menteri.

Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan
mineral lain yang ditemukan tersebut.

Pemegang [UPK yang tidak berminat untuk
mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain
tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain
oleh Menteri.

Pasal 75
Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
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[UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum
Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas
dalam mendapatkan IUPK,

Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk mendapatkan [UPK dilaksanakan dengan cara
lelang WIUPK.

Pasal 76

IUPK terdiri atas dua tahap:

a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi, dan studi kelayakan;

b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta
pengangkutan dan penjualan.

Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Opcrasi
Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperolen
IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan pemerintah.

Pasal 77

Setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk
memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan
kegiatan usaha pertambangannya.

IUPK Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan
usaha yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) yang telah
mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 78

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat
(1) huruf a sekurang-kurangnya wajib memuat:

a.
b.
c.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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jaminan kesungguhan;

modal investasi;

perpanjangan waktu tahap kegiatan,;

hak dan kewajiban pemegang IUPK;

jangka waktu tahap kegiatan;

jenis usaha yang diberikan;

rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
di sekitar wilayah pertambangan;

perpajakan;

penyelesaian perselisihan masalah pertanahan;
furan tetap dan iuran eksplorasi; dan

amdal.

Pasal 79

[UPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
ayat (1} huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat:

TR e o o

BENL

nama perusahaan;

luas wilayah;

lokasi penambangan;

lokasi pengolahan dan pemurnian;
pengangkutan dan penjualan;
modal investasi;

jangka waktu tahap kegiatan;
penycelesaian masalah pertanahan;

lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan
pascatambang;

dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
jangka waktu berlakunya IUPK;

perpanjangan [UPK;

hak dan kewajiban;

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar
wilayah pertambangan;

perpajakan;
iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan

negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari
keuntungan bersih sejak berproduksi;

penyelesaian perselisihan,;
keselamatan dan kesehatan kerja;
konservasi mineral atau batubara;
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t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan
rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

u. penerapan kaidah keekonomian dan  keteknikan
pertambangan yang baik;

v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
pengelolaan data mineral atau batubara;

X. penguasaan, pengembangan dan penerapan tcknologi
pertambangan mineral atau batubara; dan

y. divestasi saham.
Pasal 80

[UPK tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam
pemberian IUPK.

Pasal 81

(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi
kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan
mineral logam atau batubara yang tergali wajib
melaporkan kepada Menteri.

(2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral
logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan

pengangkutan dan penjualan.

(3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan oleh Menteri.

Pasal 82

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 81 dikenai iuran produksi.

Pasal 83

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan

kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang

IUPK meliputi:

a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi
pertambangan mineral logam diberikan dengan luas
paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi
produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan
luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)C- luaggs .
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c. luas 1 (satu)] WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi
pertambangan batubara diberikan de:.gan luas paling
banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.

d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi
produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas
paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral
logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.

f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara
dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.

g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau
batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing
10 (sepuluh) tahun.

Pasal 84
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUPK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3),
dan Pasal 75 ayat {3) diatur dengan peraturan pemerintah,

BAB XI

PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 85

Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan
usaha pertambangan di WIUPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 serta memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi
Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada
masyarakat secara terbuka.

Pasal 86

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat
(2) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib
memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis,
persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan,
dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

AB Xg .
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BAB XII
DATA PERTAMBANGAN

Pasal 87

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi
lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan
penyelidikan dan penclitian tentang pertambangan.

Pasal 88

(1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan
merupakan data milik Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Data wusaha pertambangan yang dimiliki pemerintah
daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk
pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.

(3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan
penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 88 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 90
Pemegang [UP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau

seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan
eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

) Pasal 91 _ ..
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Pasal 91

Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan
sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk
mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi
apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi,
kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 93

(1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan [UP
dan IUPK-nya kepada pihak lain.

(2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa

saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah
melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.

(3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham scbagaimnana
dimaksud pada ayat {2) hanya dapat dilakukan dengan

syarat:
a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan

b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pemegang [UP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan
usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 95

Pemegang IUP dan IUPK wajib:
a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;

b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi
Indonesia;

c. meningkatkan . . .
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c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral
dan/atau batubara;

d. melaksanakan pengembangan dan  pemberdayaan
masyarakat setempat; dan

e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
Pasal 96

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik,
pemegang [UP dan IUPK wajib melaksanakan:

a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
pertarnbangan;
b, keselamatan operasi pertambangan;

c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan,
termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;

upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;

e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha
pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai
memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum
dilepas ke media lingkungan.

Pasal 97

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar
dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu
daerah.

Pasal 98

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan
daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

(1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan
rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat
mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau [UPK
Operasi Produksi.

(2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang
dilakukan sesual dengan peruntukan lahan
pascatambang.

(3) Peruntukan . . .
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(3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} dicantumkan dalam perjanjian venggunaan
tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak
atas tanah.

Pasal 100

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan
reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk
melakukan rcklamasi dan pascatambang dengan dana
jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberlakukan apabila pemegang [UP atau IUPK tidak
melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai
dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 serta dana jaminan
reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan vperaturan
pemerintah.

Pasal 102

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah
sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan
penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan
mineral dan batubara.

Pasal 103

(1) Pemegang I[UP dan IUPK Operasi Produksi wajib
melakukan pengolahan dan pemurnian hasil
penambangan di dalam negeri.

(2) Pemegang IUP dan JUPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil
penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

(3) Ketentuan lebih Ilanjut mengenai peningkatan nilai
tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta
pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
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Pasal 104

tntuk pengolahan dan pemurnian, pemegang [UP Operasi
Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana
+1maksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama
“engan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang
‘~lah mendapatkan IUP atau IUPK.

'JP yang didapat badan usaha sebagaim.na dimaksud
i+1da ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi khusus untuk
.-ngolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh
““nteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan
venangannya,

Pc.ieqang IUP dan 11'PK sebagaimana dimak 1;d pada

avat (i} dilarang meclakukan pengolahan dan pc: irnian
dar: '..+1 penambangan yang ti-\:k memiliki 11" PR,
atau luo ..

Pasal 105

Badan usaha yang tidak L-rgerak pada wusaha
pertambangan yang bermaksud menjual mineral
dan/atau batubara yang terpali way b terlebih dahulu
memiliki [lUP Operasi Produksi unruk penjualan.

IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diberikan untuk 1 (satu! kali penjualan 'eh Menteri,
gubernur, atau  bupa'i/walikota  sesual  dengan
kewenangannya.

Mineral atau batubara yang tergali da: akan dijual
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran
produksi.

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ay. (1) dan
ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan
mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menten,
gubernur, atau  bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 106

Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan
tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

, ) Pasal 103 .
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Pasal 107

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha
pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha
lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan
dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diinaksud dalam
Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 110

Pemegang [UP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data
yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

Pasal 111

(1) Pemegang IUP dan [UPK wajib memberikan laporan
tertulis secara berkala atas rencana kerja dan
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan
batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu,
dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
pemerintah.

Pasal 112

(1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha
pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh
asing wajib melakukan divestasi saham pada Femerintah,
pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

{2) Ketenwuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur dengan
peraturan pemerintah.

BAB XIV

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN

IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

(1)

{3

(4)

(1)

Pasal 113

Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan
dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila
terjadi:

a. keadaan kahar;

b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan
penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha
pertambangan;

c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah
tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan
operasi produksi sumber daya mineral dan/atau
batubara yang dilakukan di wilayahnya.

Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi
masa berlaku IUP atau IUPK.

Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha
pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau
dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis
diterima atau ditolak disertai alasannya atas perinohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 114

Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan

kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama
1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak I
(satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

{(2) Apabila . . .
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Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa
penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK
sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan
dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya mencabut keputusan penghentian
sementara setelah menerima laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 115

Apabila  penghentian sementara  kegiatan usaha
pertammbangan  diberikan  karena  keadaan = kahar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 aya* (1) huruf a,
kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemcrintah
dan pemerintah daerah tidak beriaku.

Apabila  penghentian sementara  kegiatan usaha
pertambangan  diberikan  karena  keadaan = yang
menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, kewajiban
pemegang [UP dan IUPK terhadap Pemerintah dan
pemerintah daerah tetap berlaku.

Apabila penghentian sementara  kegiatan usaha
pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung
lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
113 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan JTUPK
terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap
beriaku.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara
kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 diatur dengan peraturan
pemerintah.

BAB XV

BERAKHIRNYA I[ZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN

1ZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasai 117

[UP dan [UPK berakhir karena:

a.

dikembalikan;

b_dicabut .
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dicabut; atau
c. habis masa berlakunya.

Pasal 118

(1) Pemegang IUP atau IlUPK dapat menyerahkan kembali [UP
atau [UPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.

(2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang
ditetapkan dalam IUP atau IUPK sera peraturan
perundang-undangan;

b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau

pemegang [UP atau [UPK dinyatakan pailit.

o

Pasal 120

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK
telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau
perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan
tetapi tidak memenuhi persyaratan, I[UP dan !UPK tersebut
berakhir.

Pasal 121

(1} Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya
berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120 wajib
memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban pemegang IUP atau IUPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah
mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Tugas Akhir Program Magister%%§&} 122 305

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka




. 16/41841.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 483 -
Pasal 122

(1) TUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau
habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

{2) WIUP atau WIUPK yang [UP-nya atau IUPK-nya berakhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditawarkan kepada
badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui
mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.

Pasal 123

Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK
wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil
eksplorasi dar operasi produksi kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVI
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 124

{1} Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan
jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, pemegang IUP atau
IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan
lain yang berbadan hukum Indonesia.

(3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian
peralatan di bidang:
1) penyelidikan umum;
2} eksplorasi;
3) studi kelayakan;
4) konstruksi pertambangan;
5} pengangkutan;
6} lingkungan pertambangan,
7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
8) keselamatan dan kesehatan kerja.

) b. konsultasi
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b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di
bidang:
1) penambangan; atau
2) pengolahan dan pemurnian.

Pasal 125

Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa
pertambangan, tanggung  jawab  kegiatan  usaha
pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang [UP
atau JUPK.

Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan
usaha, Kkoperasi, atau perseorangan sesuai dengan
klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh
Menteri.

Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamalcan
kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 126

Pemegang [UP atau IUPK dilarang melibatkan anak
perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa
pertambangan di wilayah wusaha pertambangan yang
diusahakannya, kecuali dengan izin Menterti.

Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan apabila:

a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis
di wilayah tersebut; atau

b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang
berminat/mampu.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa
pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal
125, dan Pasal 126 diatur dengan peraturan menteri.

(1)

BAB XVII

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 128

Pemegang [UP atau IUPK wajib membayar pendapatan
negara dan pendapatan daerah.
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Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara
bukan pajak.

Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas:

a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan; dan

b. bea masuk dan cukai.

Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri atas:

a. juran tetap;

b. maran eksplorasi;

¢. iuran produksi; dan

d. kompensasi data informasi.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. pajak daerah;

b. retribusi daerah; dan

c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan
mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4%
(empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen)
kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak
berproduksi.

Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. pemerintah provinst mendapat bagian sebesar 1%
{satu persen);

b. pemerintah  kabupaten/kota penghasil mendapat
bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan

c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi
yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma
lima persen].

Pasal 130 . ..
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Pasal 130

(1) Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c
dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5) atas tanah/baluan
yang ikut tergali pada saat penambangan.

(2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c
atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada
saat penambangan.

Pasal 131

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang
dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau [UPK ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

(1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan
tingkat pengusahaan, produksi, dan harga komoditas
tambang.

{2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara
dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian
daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 {tiga)
bulan setelah disetor ke kas negara.

BAB XVIII
PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 134

(1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas
tanah permukaan bumi.
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(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan
pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan
usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin
dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat
melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan
dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 136

(1) Pemegang [IUP atau IUPK secbelum melakukan kegiatan
operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah
dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan atas tanah oleh pemegang [UP atau JUPK.

Pasal 137
Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian
terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan
hak atas tanah.

BAB XIX . ..
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(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan
pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan
usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin
dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat
melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan
dari pemegang hak atas tansah.

Pasal 136

(1} Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan
operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah
dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penyclesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau ITUPK.

Pasal 137
Pemegang IUP atau [UPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian
terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan
hak atas tanah.

BAB XIX . ..
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BAB XIX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

(1)

(4)

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 139

Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan
pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi;

a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan
pengelolaan usaha pertambangan;

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan,
dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha
pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Menteri dapat mehmpahkan kepada gubernur untuk
melakukan  pembinaan  terhadap  penyelenggaraan
kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan
oleh pemerintah kabupaten/kota.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya bertanggung jawab melakukan
pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan yang dilakukan oleh pemegang [UP, [PR,
atau IUPK,

Pasal 140

Menteri melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintab
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan
oleh pemerintah kabupaten/kota.

, (3) Menteri
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Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pengawasan atas
pelaksanaan  kegiatan usaha pertambangan yang
dilakukan oleh pemegang [UP, IPR, atau [UPK.

Pasal 141

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140,
antara lain, berupa:
. teknis pertambangan,;
. pemasaran,
kcuangan,;

. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
. keselamatan operasi pertambangan;

. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan
pascatambang;

a
b
c
d. pengolahan data mineral dan batubara;
e
f.
g
h

-

pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan

rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

J. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
setempat;

l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi
pertambangan;

m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha
pertambangan vang menyangkut kepentingan umum,;

n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan

o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangarn.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf
a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf |
dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah
daerah kabupaten/kota belum mempunyai inspektur
tambang, Menteri menugaskan inspektur tambang yang
sudah diangkat untuk melaksanaan pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 142 ...
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Pasal 142

(1) Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan
pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-
masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 {enam) bulan
kepada Menteri.

(2) Pemerintah dapat memberi teguran kepada pemerintah
daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 143

(1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap usaha pertambangan rakyat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan pertambangan rakyat diatur dengan
peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 144

Ketentuan Jlebih lanjut mengenai standar dan prosedur
pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, dan Pasal 143
diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua
Perlindungan Masyarakat

Pasal 145

(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari
kegiatan usaha pertambangan berhak:

a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan
dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap

kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang
menyalahi ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX . ..
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BAB XX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Penclitian dan Pengembangan

Pasal 146

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong,
melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian
dan pengembangan mineral dan batubara.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 147

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong,

melaksanakan,

dan/atau

memfasilitasi pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan

batubara.

Pasal 148

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 149

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia,
pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam
kegiatan usaha pertambangan;
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b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan
yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan
usaha pertambangan;

c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa
orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saltsi atau
tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha
pertambangan;

. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga
digunakan untuk melakukan tindak pidana dalem
kegiatan usaha pertambangan;

o,

e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana
kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan
penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk
melakukan tindak pidana;

f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha
pertambangan yang digunakan untuk melakukan
tindak pidana sebagai alat bukti;

g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli
yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan
usaha pertambangan; dan/atau

h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana
dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 150

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana
dalam kegiatan usaha pertambangan.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan
menycrahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi
negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal
tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan
merupakan tindak pidana.

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XXII . ..

Tugas Akhir Program Magister {TAPM) 315

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka




16/41841.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

BAB XXiI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 151

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif
kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal
71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6], Pasal 81
ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97,
Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal
105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4}, Pasal 107, Pasal 108 ayat
(1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1}, Pasal 112 ayat (1), Pasal
114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal
126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau
Pasal 130 ayat (2).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau

c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.
Pasal 152

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi
vang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan
sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap
penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR
oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152,
pecmerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Setiap sengketa vang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR,
atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase

dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 155

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian
sementara dan/atau pencabutan [UP, [PR atau IUPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b dan
huruf ¢ diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan
Pasal 152 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 157

Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {4) dikenai sanksi
administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas
hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa [UP,
IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal
40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau
ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
{sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 159

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat
(4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1} dengan tidak benar
atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiahj.

Pasal 160 . ..
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Pasal 160

(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki
[UP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyal
Rp2006.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mempunyai [UP Eksplorasi tetapi
melakukan kegiatan operasi  produksi dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda  paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah).
Pasal 161

Setiap orang atau pemegang [UP Operasi Produksi atau IJUPK
Operasi  Produksi yang menampung, memanfaatkan,
melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,
penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang
IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalamn Pasai 37,
Pasal 40 ayat (3}, Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1),
Pasal 74 ayat (1}, Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2}, Pasal
104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 162

Setiap orang yang merintangl atau mengganggu kegiatan
usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah
memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

Pasal 163

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana
penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang
dapat dijatuhikan terhadap badan hukum tersebut berupa
pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per
tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang
dijatuhkan.

(2) Selain . . .
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(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan
berupa:

a. pencabutan izin usaha; dan/atau

b. pencabutan status badan hukum.
Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138,

Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku

tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan
tindak pidana;

b. perampasan keuntungan yang diperolch dari tindak
pidana; dan/atau

¢.  kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak
pidana.

Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang
bertentangan dengan Undang-Undang ini dan
menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling
lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB XXIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 166

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IFR,
atau JUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 167

WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP
yang terintegrasi sccara nasional untuk mclakukan
penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar
dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan
WIUPK.

Pasal 168 . . .
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Pasal 168

Untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan,
Pemerintah dapat memberikan keringanari dan fasilitas
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IUPK,

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 169

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batubara yang telah ada sebelum
berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan
sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.

bh.  Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya
dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a
disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai
penerimaan negara.

c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana
dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan
penerimaan negara.

Pasal 170

Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-
lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.

Pasal 171

(1} Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan
tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak
berlakunya Undang-Undang ini harus menyampatkan
rencana kegiatan pada seluruh wilayah
kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu
berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan
persetujuan pemerintah.

(BI\A)Dalam
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(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksucd pada ayat
(1) tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah
diberikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian
karya pengusahaan pertambangan batubara disesuaikan
dengan Undang-Undang ini.

Pasal 172

Permiohonan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri
paling lambat 1 (satu} tahun sebelum berlakunya Undang-
Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip
atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan
dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan
Undang-Undang ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2831)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
Peraturan Perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini.

Pasal 174

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah
ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang
ini diundangkan.

Pasal 175

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan -

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYCNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009

MENTER] HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA R]
Kepala Biro Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAITMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDIN REPUBLIK INDONIESIA,

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5),
Pasal 34 ayat (3}, Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal
71 ayat (2), PPasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2},
Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2}, Pasal 112,
Pasal 116, dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,;

Mengingat @ 1. Pasal 5 ayat {2} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan . . .
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1. Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral,
Pertambangan Batubara, Usaha Pertambangan, lzin Usaha
Pertambangan yang selanjutnya disebut [UP, Badan Usaha,
Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut
WIUP, [zin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya
disebut [UP* Kksplorasi, 1zin Usaha Pertambangan Operasi
Praduksi yang selanjutnya disebut TUP Operasi Produksi,
Wilayvah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya
disebut WUPK, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang
selanjutnya disebut IUPK, [zin Usaha Pertambangan Khusus
Eksplorasi yang sclanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, Izin
Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang
selanjutnya  disebut [UPK Operasi  Produksi, Wilayah
Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, Izin
Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR,
Eksplorasi, dan Operasi Produksi adalah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan
saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.

3. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik
yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan
hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen)
dalam negeri.

4. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN,
adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Badan usaha milik daerah vang selanjutnya disebut BUMD,
adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-
seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagat
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.

~J

Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar
operasl pertambangan.

8. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus
ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.

9. Menteri . . .
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9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang pertambangan mineral dan
batubara.

Pasal 2

(1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan
batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam
mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara
untuk kepentingan dalam negert.

(2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 3 (lima)} golongan
komoditas taunbang:

a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium,
monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;

b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium,
kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng,
timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum,
baukstt, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium,
kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium,
indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina,
niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium,
dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium,
ncodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium,
rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium,
telluride, stronium, germanium, dan zenotin;

c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit,
arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor,
belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit,
yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin,
feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit,
kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit,
garam balu, clay, dan batu gamping untuk semen;

d. batuan . ..
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d. batuan meliputi pumice, tras, toscki, obsidian, marmer,
perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate,
granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt,
trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal,
lkalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu
terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung
quarry besar, kenkil galian dari bukit, kerikil sungai,
batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug,
pasir  pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan
timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah
merah (latertt), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir
yang tidok mengandung unsur mineral logam atau unsur
mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau
dan segi ekonomi pertambangan; dan

c¢. batubara meliputi  bitumen padat, batuan aspal,
batubara, dan gambut.

{3) Perubahan  atas  penggolongan  komoditas tambang
sebagaimana  dimaksud pada ayat {2) ditetapkan oleh
Menteri.

Pasal 3
{1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan [UP, IPR, atau
IUPK.

(2) IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR, atau
WIUPK untuk IUPK.

(3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam
WUP yang ditetapkan oleh Mentert.

() WPR sebagaimana dimaksud pada ayat {2) ditetapkan oleh
bupati/walikota.

(5) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam
WUPK yang ditetapkan oleh Menteri.

{6) WUP, WPR, atau WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3}, ayat (4} dan ayat (5) berada dalam WP.

(7) Ketentuan mengenai WP sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasalt 4. ..
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Pasal 4
Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan
administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Pasal 5

Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi pemberian 1UP, IPR,
dan [UPK, kewajitban pemegang 1UP, [PR, dan [UPK, serta
pengutamaan penggunaan mincral logam dan/atau batubara
untuk kepentingan dalam negert.

BAB [1
[ZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

{1} TUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesual dengan kewenangannya berdasarkan permohonan
yvang diajukan oleh:

a. badan usaha;
b. koperasi; dan
¢. perscorangan.

() Badan usaha scbagaimana dimsksud pada ayat (1) huruf a
dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.

(3) Perscorangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau
perusahaan komanditer.

{4} IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diberikan setelah
mendapatkan WIUP.

{5) Dalam 1 {satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa
[UP.

Pasal 7 . . .
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Pasal 7

[UP dibenkan melalui tahapan:

a. pemberian WIUP; dan

b. pemberian TUP,

Ragian Kedua
Pembertan WIUP
Paragrafl 1
Umum
Pasal 8
(1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

hurut a terdiri atas:
a. WIUP radioaktif;
b. WIUP mincral logam;
c. WIUP batubara;
d. WIUP minceral bukan logam; dan/«tau
¢. WIUP batuan.

(2} WIUP radioaktit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dipcroleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) WIUP mincral logam dan batubara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurut b dan hurul ¢ diperoleh dengan cara
lelang.

(1) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf ¢ diperoleh
dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 9
{1) Dalam 1 {satu) WUP dapat terdirt atas 1 (satu) atau beberapa
WIUP.

(2) Setiap pemohon schagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1} hanya dapat diberikan 1 {satu) WIUP.

(3) Dalam . . .
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(3} Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public),
dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragral 2
Tata Cara Pemberian
WIUP Mineral Logam dan Batubara
Pasal 10

(1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau
batubara scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3),
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesual dengan
kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang
akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau
perscorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum pelaksanaan lelang.

(2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau
batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu
dari gubernur dan bupati/walikota;

b. gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu
dari bupati/walikota.

(3) Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan
rekomendasi.

Pasal 11

(1} Dalam pelaksanaan .pelelangan WIUP mineral logam
dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dibentuk panitia lelang oleh:

a. Menteri, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di
lintas provinsi dan/atau wilayah laut lebih dann 12 {dua
belas} mil dari garis pantai,

b. gubernur, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di
lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau
wilayah laul 4 (cmpat] mil sampai dengan 12 (dua belas)
mil dari garis pantai; dan

c. bupati. ..
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c. bupati/waiikota, untuk panitia pelelangan WIUP yang
berada dalam 1 (satu] wilayah kabupaten/kota dan/atau
wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dan garis
pantai.

{(2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yvang ditetapkan oleh:

a. Menteri, beranggotakan gasal dan paling sedikit 7 {tujuh)
orang yang memiliki kompetenst di bidang pertambangan
mineral dan/atau batubara;

b. gubernur, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima)
orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan
mineral dan/atau batubara; dan

c. bupati/walikota, beranggotakan gasal dan paling sedikit
5 (lima) orang yang memiliki kompetens: di bidang
pertambangan mineral dan/atau batubara.

(3) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat mengikutsertakan unsur dar Pemerintah, pemerintah
provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 12

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP  mineral logam
dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
meliptiti:

a. menyiapkarn lelang WIUD;

1. menyiapkan dokumen lelang WIUP;

<. menyusun jadwal lclang WIUP;

d. mengumumlan waktu pelaksanaan lelang WIUP;

¢. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua)
kali, apabiia peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);

. menilai kualifikast peserta lelang WIUP;
#. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
h. melaksanakan lelang WIUP; dan

I. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan
mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 13 ..
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Pasal 13
(1} Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi
persyaratan:

a. admimstratif;

b. teknis; dan

c. finansial.

(2) Persyaratan administratil schagaimana dimaksud pada ayat

{1) huruf a untulk:

a. badan usaha, paling sedikit meliputi:
1. mengist formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
2. profil badan usaha;
3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang

usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang; dan

4. nomor pokok wajib pajak.

b. koperasi, paling sedikit meliputi:
1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
2. profil koperasi;

3. akle pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha
pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang; dan

4. nomor pokok wajib pajak.

c. orang perseorangan paling sedikit meliputi:
1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
2. kartu tanda penduduk; dan
3. nomor pokak wajib pajak.

d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling
sedikit meliputi:
1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
2. profil perusahaan,;

3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang
usaha pertambangan; dan

4. nomor pokok wajib pajak.

(3) Persyaratan . . .
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{3} Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf b paling sedikit meliputi:

a.

pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di
bidang pertambangan mineral atau batubara paling
sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus
mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja,
atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
mempunyal paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli
dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang
berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4

{empat) tahun cksplorasi.

(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ mehpuate:

a.

laporan keuangan tahun terakhu yvang sudah diaudit
akuntan publik;

menempatkan  jaminan  kesungguhan lelang dalam
bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10%
{sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi
atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang
WIUP vang telah berakhir; dan

pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam
tangka wakiu paling lambat 5 (lima) hari kerja, scielah
pengumuman pemenang lelang.

Pasal 14

(1) Prosedur lelang meliputi tahap:

a.
b.
C,

d.

e}

=

k.

pengumurman praku"aliﬁkasi;

pengambilan dokumen prakualifikasi,

pemasukan dokumen prakualifikasi;

cvaluasi prakualifikast;

klarifikasi dan kontirmasi terhadap dokumen
prakualifikasi;

penetapan hasil prakualifikasi;

pengumumar hasil prakualitikasi;

undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
pengambilan dokumen lelang;

penjelasan lelang;

pemasukan penawaran harga;

l. pembukaan . ..
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l. pembukaan sampul;
m. penetapan peringkat;
n. penctapan/pengumuman pemenang lelang yang
dilakukan berdasarkan penawaran harga dan

pertimbuangan teknis; dan

o. memben kesempatan adanya sanggahan atas keputusan
lelang.

(2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta
pelelangan  WIUP  yang lulus  prakualifikasi  untuk
menjclaskan data teknis berupa:

a. lokasi;
b. koordinat;
. jents mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;

c
d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;

o

ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan

—

status lahan.
Pasal 15

(1) Panitia lelang sesual dengan kewenangannya yang diberikan
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat
memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP
yvang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan
lapangan dalam jangka walktu yang disesuaikan dengan
jarak lokasi yang akan dilelang  sctelah mendapatkan
penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf ).

(2} Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang alkan melakukan
kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing
wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2)
dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP.

Pasal 16

(1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka
waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak
pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf k.

(2) Hasil . . .
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(2} Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia
lelang kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang
telang WIUP.

Pasal 17

{1} Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2} menetapkan
pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara.

(2) Menteri, gubcernur, atau  bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya memberitahukan sccara tertulis penetapan
pentenang lelang WIUP mineral logam dan/alau batubara
kepada pemenang lelang.

Pasal 18

(1) Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran harga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k
hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan
ulang.

(2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai
pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama
atau lebih tinggi dari harga dasar lelang vang telah
ditetapkan.

Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUP diatur
dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Tata Cara Pemberian
WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pasal 20

(1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau
batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan
mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud
dalam I’asal 8 ayat (4) kepada:

a. Menteri ...

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 334

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41841.pdf UNIVERSITAS TERBUKA

- 13-

a. Menteri, untuk permohonan WIUP yang berada lintas
wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua
belas) mil dari garis pantai;

h. gubernur, untuk permohonan WIUP vang berada lintas
wilayah  kabupaten/kota dalam 1 (satu] provinsi
dan/atau wilayah laut 4 {empat) mil sampai dengan 12
{dua belas) mil; dan

¢. bupati/walilkota, untuk permohonan WIUP yang berada di
dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah
laut sampai dengan 4 (empat) mil.

(2) Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau
batuan sebagatmana dimaksud pada ayat (1):

a. Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu
dari gubernur dan bupati/walikota;

b. gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu
dari bupati/walikota.

(3) Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) hart kerja sejak diterimanya permintaan
rekomendasi.

Pasal 21

(1} Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan
yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat
geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem
informasi geograft yang berlaku secara nasional dan
membayar biava pencadangan wilayah dan pencetakan peta,
memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya dalam  jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib
memberikan keputusan menerima atau menolak atas
permohonan WIUP sebagairmana dimaksud pada ayat (1j.

{3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan
penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.

(4} Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP
disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga
Pemberian [UP
Paragraf 1
Umum
Pasal 22
(1) 1UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdin
atas:
a. [UP Eksplorast; dan
b. U Operast Produksi.
(2} TUP Eksplorasi terdirt atas:
a. minerat logam;
b. batubara;
¢. mincral bukan logam; dan/atau
d. batuan.
(3} TUP Operasi Produksi terdiri atas:
a. nuneral logam;
b. batubara;
¢. mineral bukan logam; dan/atau

d. batuan.
Paragraf 2
Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
Pasal 23

Persyaratan [UP Eksplorast dan [UP Operast Produkst meliputi
persyaratan:

a. administratid;

b. teknis;

¢. lingkungan; dan

d. finansial.

Pasal 24 . ..
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Pasal 24
{1) Persyaratan administratif scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf a untulk badan usaha meliputi:

a. Untuk IUP Iksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral
logam dan batubara:

1. sural permohonan;
2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan [UP Opecrasi Produksi mineral
bukan logam dan batuan:

L. surat permohonan,;
2. profil badan usaha;
3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang

usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang;

4. nomor pokok wajib pajalk;

5. susunan direkst dan daftar pemegang saham; dan

6. surat keterangan domisili.

{2) Persyaratan administratif scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf a untuk koperasi meliputi;

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produkst mineral
logam daun batubara:

1. surat permohonan,;
2. susunan pengurus; dan
3. surat keterangan domisili.

b. Untuk TUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral
bukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. profil koperasi;

3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha
pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang;

4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunarn pengurus; dan
6. surat keterangan domisili.

(3} Persyaratan . . .
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{3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf a untult orang perseorangan meliputi:

a. Untuk 1UP Eksplorasi dan IUP Operasi Produkst mineral
logam dan batubara:

1. surat permohonan; dan
2. surat keterangan domisili.

b. Untuk (UP Eksplorasi dan [UP Operasi Produksi mineral
bukan lopam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk;
3. nomor pokok wajib pajak; dan
4. surat keterangan domisili.
(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan
komanditer meliputi:

a. Untuk 1UDP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral
logam dan batubara:

1. surat permohonan;
2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
3. sural keterangan domisili.

b. Untuk [UP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral
bukan logam dan batuan:
1. surat permohonan;
2. profil pcrusahaan;

3. akte pendinian perusahaan yang bergerak di bidang
usaha pertambangan;

4. nomor pokok wajib pajak;
susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan

6. surat keterangan domisili.
Pasal 25

Persyaratan  teknis  scebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 23
huruf b untuk:

a. IUP Eksplorasi, meliputi:

1. daftar ...
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1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli
pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman
paling sedikil 3 (tiga) tahun;

2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat
geografls lintang dan bujur sesual dengan ketentuan
sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

b. TUP Operasi Produksi, meliputi:

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis
lintang dan bujur sesual dengan Kketentuan sistem
informasi geografi vang berlaku secara nasional;

2. laporan lengkap cksplorasi;

3. laporan studi kelayakan;

4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;

6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang
kegiatan operasi produksi; dan

7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi
yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
Pasai 26
Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf ¢ meliputi:

a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan di  bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b, untuk [UP Operasi Produksi meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27
(1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 huruf d untuk:
a. IUP Eksplorasi, meliputi:

[. bukt penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan
kegiatan cksplorasi; dan

2. bukti. ..
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2. bukti pembayaran harga nilai kompensas: data
informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau
batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau
buktt pembayaran biaya pencadangan wilayah dan
pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan
logam atau batuan atas permohonan wilayah.

b. IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit
oleh akuntan publik;

2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;
dan

3. bukti pembavaran pengganti investast sesual dengan
nilar penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP
vang telah berakhir.

{2) Ketentuan lebith lanjut mengenai jaminan kesungguhan
diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
[UP Eksplorasi
Pasal 28

[UP Eksplorasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1}
huruf a diberikan oleh:

. Menter:, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilavah
provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil
dari garis pantai;

b, pgubernur, untuk WIUP vang berada dalam lintas
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinst dan/atau wilayah
laut 4 {empat) mi! sampal dengan 12 (dua belas) mil dari
garis pantai; dan

c. bupati/walikota, untuk WIUP yvang berada dalam 1 (satu)
wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai
dengan 4 (empat) mil dar garis pantai.

Pasal 29

(1) TUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
diberikan  berdasarkan  permohonan  dari badan  usaha,
koperasi, dan perscorangan yvang telah mendapatkan WIUP
dan memenuhin persvaratan,

(2) 1UP . ..
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(2) TUP liksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi, dan studi kelayakan.

Pasal 30

(1) Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 17  harus
menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menterd,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima)
hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang
WIUP.

(2) Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23.

(3} Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak
menvampaikan permohonan [UP, dianggap mengundurkan
diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjad: milikk
Pemeriniah atau milik pemerintah daerah.

(4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP
ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara
berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data
informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh
pemenang pertama.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuat dengan
kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP apabila
peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
ada yang berminat.

Pasal 31

{1) Mentert menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral
bukan logamn dan/atau batuan yang diajukan oleh badan
usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (3) kepada gubernur dan bupati/
walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka
penerbitan TUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau
batuarn.

(2) Gubernur . . .
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(2) Gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral
bukan logam dan/atau batuan yang diajukan oleh badan
usaha, koperasi, atau perseorangan kepada bupati/walikota
untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan
IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan.

(3) Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) harn kerja sejak
diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral
bukan logam dan/atau batuan.

Pasal 32

(1) Badan usiha, koperasi, atau perseorangan yang (clah
mendapatkan  peta WIUP beserta batas dan  koordinat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam jangka waktu
paling lambat 5 {lima] hari kerja sctelah penerbitan peta
WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus
menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Mentert,
gubernur, atau bupati/walikota sesual dengan
kewenangannya.

(2) Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1} wajib
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23.

(3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5
{ima) hart kerja tidak menyampaikan permohonan I[UP,
dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan
wilayah menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah
daerah.

() Dalam hal badan wusaha, koperasi, atau perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} telah dianggap
mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 33
Pemegang [UP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan
wilayah di luar WIUP kepada Menter:, gubernur, atau bupati/

walikota sesual dengan kewenangannya untuk menunjang
usaha kegiatan pertambangannya.

Paragraf -1 ..
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Paragraf 4

[UP Operasi Produksi
Pasal 34

(1) 1UP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi,
dan perscorangan sebagai peningkatan dari kegiatan
cksplorasi.

{(2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh TUP
Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan
permohonan  dan memenuhi  persyaratan  peningkatan
operasi produksi.

(3) 1UP  Operast  Produksi meliputi  kegiatan konstruksi,
penambangan, pengolahan  dan pemurnian, serta
pengangkutan dan penjualan.

{4) IUP Opcrasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan
vang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23.

Pasal 35

{1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

a. bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi
pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di
dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut
sampal dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;

b. gubernur, apabila lokasi  penambangan, lokasi
pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di
dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1
(satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua
belas) mil dari garis pantai setelah mendapat
rekomendasi dari bupati/walikota; atau

¢. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan
dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah
provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12
(dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat
rekomendasi dan gubernur dan bupati/walikota setempat
sesual dengan kewenangannya.

{2) Dalam . . .
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(2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan
pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang
berbeda serta kepemilikannya juga berbeda maka IUP
Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh Menter,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 36

Dalam hal pemegang [UP Operasi Produksi tidak melakukan

kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan

pemurnian, kegiadan pengangkutan dan penjualan dan/atau

pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain

yang memiliki:

a. IUP Operasiy Produksi khusus untuk pengangkutan dan
penjualan;

b. IUP Operasi Produkst khusus untuk pengolahan dan
pemurnian; dan/atau

¢. IUP Operasi Produksi.

Pasal 37

(1) TUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 hurul a dibenkan oleh:

a. Menteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan
dilakukan lintas provinsi dan negara;

b. gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan
dilakukan lintas kabupaten/kota; atau

c. bupati/walikota apabila kegiatan pengangkutan dan
penjualan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

(2) TUP Operasi Produkst khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 huruf b diberikan oleh:

a. Menteri, apabila komoditas tambang yang akan diolah
berasal dari provinst Jain dan/atau lokasi kegiatan
pengolabhan dan pemurnian berada pada lintas provinsi;

b. gubernur, apahla kamoditas tambang yang akan diolah
berasal dari beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu)
provinsi dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan
pemurnian berada pada lintas kabupaten/kota; atau

c. bupati/walilsota, apabila komoditas tambang yvang akan
diolah berasal dar 1 (satu) kabupaten/kota dan/atau
lokasi keglatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1
(satu) kabupaten/kota.

(3) Dalam hal komoditas tambang yang akan diolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} berasal dari impor, IUP
Operast Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian
diberikan oleh Mentert.

Pasal 38 . ..
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Pasal 38

Dalam bhal berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang
telah  disahkan olech instansi yang berwenang berdampak
lingkungan pada:

a. 1 (satu) kabupaten/kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh
bupati/walikota berdasarkan rckomendasi dari Menteri dan
gubernur;

b. lintas kabupaten/kota, I[UP Operasi Produksi diberikan oleh
gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati/walikota;
atau

c. lintas provinsi, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri
berdasarkan rekomendasi dari bupati/walikota dan gubernur.

Pasal 39

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual bell mineral logam
atau batubara di Indonesia, harus memiliki [UP Operasi
Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 40

Pemegang [UP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan
wilayah di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesual dengan kewenangannya untuk menunjang
usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenail tata cara pembenian 1UP
Operasi Produksi khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pemasangan Tanda Batas
Pasal 42
(1) Dalam jangka waltu 6 {enam) bulan sejak diperolehnya IUP
Opcrasi Produksi, pemegang [UP Opcrasi Produksi wajib

memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok
pada WIUP.

{2y Pembuatan .
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(2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

(3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP
Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas
wilayah dengan pemasangan patol baru pada WIUP.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pemasangan landa
batas WIUP diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP
Pasal 44

(1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang
lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam
IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan [UP Operasi Produksi
memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas
tambang lainnya yang ditemukan.

(2) Dalam  mengusahakan  komoditass  tambang  lainnva
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus membentuk
badan usaha baru.

{3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
tidak  berminat atas komoditas tambang lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan
pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan
diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan
wilayall.

(v} Pihak lain vang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau
permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang
TUP Eksplorasi dan 1UP Operasi Produlkst pertama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 1UP
baru  sesuat komoditas  tambang  lain diatur  dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Keenam . . .
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Bagian Keenam
Perpanjangan IUP Operasi Produksi
Pasal 45

(1} Permohonan perpanjangan [UP Operasi Produksi diajukan
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesua:
dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2
(dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam]
bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

(2) Permohonan  perpanjangan IUP  Operasi  Produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus
dilengkap:

a. peta dan batas koordinat wilayals;

b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga)
tahun terakhir;

c. laporan akhir kegiatan operasi produksi,;

d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan

f. neraca sumber daya dan cadangan.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan
IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi
Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi
Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang
baik. :

{4} Penolakan schbagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
disampaikan kepada pemegang IUP Operast Produksi paling
lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

{5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan
perpanjangan sebanyak 2 (dua} kali.

{6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh
perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali,
harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 46 . . .
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Pasal 46

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh
perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6), dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa
berlakunya I1UP berakhir, harus menyampaikan kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan
mineral atau batubara pada WIUP-nya.

(2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk
diusahakan, WIUPnya dapat ditawarkan kembali melalui
mekanisine lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah int.

(3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak
menyamai.

BAB 111
17ZIN PERTAMIBANGAN RAKYAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47

(1) TPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan
permohonan vang diajukan oleh penduduk setempat, baik
orang  perseorangan maupun kelompok — masyarakat
dan/atau koperasi.

{2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati/walikota.

(3) Dalam 1 {satu] WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa
IPR.
Bagian Kedua
Pemberian [PR
Pasal 48

{I) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat
dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.

(2) Untuk . ..
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(2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
a. persyaratan administratif;
b. persyaratan teknis; dan
c. persyaratan finansial.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayvat
{2} huruf a untuk:

a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan;

2. kartu tanda penduduk;

3. komoditas tambang yang dimohon; dan

4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan,;

2. komoditas tambang yang dimohon; dan

3. surat keterangan dart kelurahan/desa setempat.
c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:

1. sural permohonan;

2. nomor pokok wajib pajak;

3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh

pejabat yang berwenang;
4. komoditas tambang yang dunohon; dan
5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

() Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling
sedikit mengenai:

a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima)
meter;

b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau
permesinan dengan jumlah (enaga maksimal 235 (dua
puluh lima) horse power untuk 1 {satu) IPR; dan

c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

(5} Persyvaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
huruf ¢ berupa laporan keuangan 1 (satu] tahun terakhir
dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

BAB IV ...
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BAB IV
IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 49
(1) IUPK dibernikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang

diajukan oleh BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta.

(2) IUPK schagaimana dimaksud pada ayat (1) dibenkan setelah
diperoleh WIUPK yang telah ditetapkan oleh Menteri.

{31 Dalam 1 (satu) WIUPK dapat terdiri atas 1 (satu) atau
beberapa [UPK.

(4) Pemohon scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diberikan | (satu} WIUPK, kecuali pemohon merupakan
badan usaha yang telah terbuka dapat diberikan lebih dan 1
{satu) WIUPK.

(5) Ketentuan mengenal  penetapan WUPK  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
tersendiri.

Pasal 50

IUPK diberikan melalui tahapan:
a. pembernian WIUPK; dan
L. pemberian TUPK.

Bagian Kedua
Pemberian WIUPK
Paragraf 1
Umum

Pasal 51

(1) Pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf a terdiri atas WIUPK mineral logam dan/atau
batubara.

(2} WIUPK . . .
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{2) WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha

swasta oleh Menteri.

{3) Menteri dalam membernikan WIUPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus terlebih dahulu menawarkan kepada
BUMN atau BUMD dengan cara prioritas.

{4) Dalam hal peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan
kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya
kompensasi data informast.

(5) Dalam hal peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
lebih dati 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan
dengan cara lelang.

(6) Pemenang iclang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dikenal kewajiban membayar biaya kompensasi data
informasi sesuail dengan nilai lelang.

Pasal 52

(1) Dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat,
WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang
bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara
dengan cara lelang.

(2) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data
informasi sesuai dengan nilai lelang.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Prioritas WIUPK
Mineral Logam dan Batubara
Pasal 53

{1} BUMN dan BUMD yang teclah mendapatkan WIUPK wajib
mengajukan permohonan IUPK mineral logam atau batubara
kepada Menteri.

(£2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh} hari kerja
sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri memberikan 1UPK kepada BUMN atau
BUMD setelah memenuhi persyaratan.

Paragrat 3 . ..
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Paragraf 3

Tata Cara Lelang
WIUPK Mineral Logam dan Batubara
Pasal 54

(1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUPK mineral logam atau
batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal
52, Menteri mengumumkan secara terbuka WIUPK yang
akan dilelang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
bulan scbelum pelaksanaan lelang.

{2) Dalam pclaksanaan pelelangan  WIUPK  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, Menteri membentuk panitia lelang
WIUPK mineral logam atau batubara.

{3} Anggota panitia lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berjumlah gasal yang memiliki kompetensi di bidang
pertambangan mineral atau batubara.

Pasal 55
Tugas dan wewenang panitia lelang WIUPK mineral logam dan
batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:
a. penyiapan lelang WIUPK;
b. penyiapan dokurmen lelang WIUPK;
c. penyusunan jadwal lelang WIUPK;
d. pengumuman waktu pelaksanaan lelang WIUPK;

¢. pelaksanaan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali,
apabila peserta lelang WIUPK hanya 1 (satu);

baa}

penilaian kualifikasi peserta lelang WIUPK;

melakulkan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

=

pelaksanaan lelang WIUPK; dan

[N

pembuatan berita acara hasil pelaksanaan lelang dan
mengusulkan pemenang lelang WIUPK.

Pasal 56
{1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUPK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat {5) dan Pasal 52 ayat (1)
harus memenuhi persyaratan:

a. admimasteatif | .
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a. administratif;

b. teknis; dan

c. finansial.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf a meliputi:

a. mengisi formulir vang sudah disiapkan panitia lelang;
b. profil badan usaha;

c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang
usalia pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat
yvang berwenang; dan

. nomor pokok wajib pajak.

{3) Persyaratan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a. pengalaman badan usaha di bidang pertambangan
mineral atau batubara paling sedikit 3 {tiga) tahun, atau
bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari
perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang
bergerak di bidang pertambangan;

b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli dalam
bidang pertambangan dan/atau geologi yang
berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu)
tahun.

{4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:

a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit
akuntan publik;

b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam
bentuk uang tunal di bank pemerintah sebesar 10%
(sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi
atau total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUPK
yang telah berakhir; dan

¢. pernyataan bersedia membayar nilai sesuai surat
penawaran lelang dalarmn jangka waktu paling lambat 5
{lima) hart kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 57 . ..
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Pasal 57

{1) Prosedur lelang meliputi tahap:

a. pengumuman prakualifikasi;

b. pengambilan dokumen prakualifikasi;

c. pemasukan dokumen prakualifikasi;

d. evaluast prakualifikasi;

e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen
prakuahfikasi;

penctapan hasil prakualifikasi;

pengumunman hasil prakualifikasy;

e

undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;

—

pengambilan dokumen lelang;
penjelasan lelang;
pemasukan penawaran harga;

— e

pembukaan sampul,

m. penetapan peringkat;

n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang
dilakukan berdasarkan penawaran harga  dan
pertimbangan teknis; dan

o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan
lelang.

(2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUPK kepada peserta
pelelangan  WIUPK  yang lulus prakualifikast untuk
menjelaskan data teknis berupa:

a. lokast,

b. koordinat;

c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;

d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;

e. ringlkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan

f. status lahan.

Pasal 58 . ..
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Pasal 58

{1} Panitia lelang sesuai dengan kewenangan yang diberikan
oleh Menteri dapat memberikan kesempatan kepada peserta
pelelangan WIUPK yang lulus prakualifikasi untuk
melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang
disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah
mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j.

(2) Dalam hal peserta pelelangan WIUPK yang akan melakukan
kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing
wajib memenuhi  persyaratan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Biayva yang diperlukan untuk melakukan kunjungan
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibebankan kepada peserta peleiangan WIUPK.

Pasal 59

(1} Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka
waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja scjak
pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (1) huruf k.

(2) Hasil pelaksanaan lelang WIUPK dilaporkan oleh panitia
lelang kepada Menteri untuk ditetapkan pemenang lelang
WIUPK.

Pasal 60
(1) Menteri berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) menetapkan pemenang
lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara.

(2) Menteri memberitahukan  secara  tertulis  penetapan
pemenang lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara
kepada pemenang lelang.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUPK diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga
Pemberian [UPK
Paragraf 1
Umum

Pasal 62

(1) IUPK dibenkan oleh Menteri kepada BUMN, RUMD, atau
badan usahic swasta sctelah mendapatkan WIUPK,

(2] [UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdint atas:

a. IUPK Eksplorast terdirt atas mineral logam atau batubara;
dan

b. TUPK Operasi Produksi terdin atas mineral logam atau
batubara.

Paragraf 2
Persyaratan IUPK Eksplorasi dan
HIPK Operasi Produksi

Pasal 63
Persyaratan [UPK  Eksplorasi dan [UPK Operasi Produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus memenuhi:
a. persyaratan admnistratif;
b. persyaratan teknis;
¢. persyaralan lingkungan; dan

d. persyaratan finansial.

Pasal 64
(1) Persyvaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 huruf a meliputi:

a. untuk I[UPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi
mineral logam dan batubara yang diajukan BUMN atau
BUMD yang diberikan berdasarkan prioritas:

1. surat permohonan;
2. profil badan usaha;

3. akte . ..
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3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang
usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang;

4. nomor pokok wajib pajak;

5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

6. surat keterangan domisili.

b. untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi
mineral logam dan batubara yang diajukan oleh
pemenang lelang WIUPK:

1. surat permohonan;
2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisiil.

{2) Persvaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
huruf b meliputi:

a. pengalaman BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta di
bidang pertambangan mincral atau batubara paling
sedikit 3 (tiga) tahun;

b. mempunyar paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli
dalam bidang pertambangan dan/atau geologli yang
berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

¢. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 {satu])
tahun.

(3) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

63 huruf ¢ meliputi:

a. untuk JUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan
peraturar perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

2. persctujuan dokumen lingkungan hidup sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4} Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
hurut d meliputi:

a. IUPK Eksplorasi, meliputi:
1. bukti . ..
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1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan
lcegiatan eksplorasi; dan

2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data
informasi atau sesuai dengan surat penawaran.

b. IUPK Operasi Produksi, meliputi:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit
olech akuntan publik; dan

2. bukti pembayaran iuran tetap 3 {tiga) tahun terakhir.

Paragraf 3
Tata Cara Penerbitan TUPK
Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara
Pasal 63

(1) BUMN atau BUMD yang diberikan WIUPK berdasarkan
prioritas atau pemenang lelang WIUPK mineral logam atau
batubara, harus menyampaikan permohonan [UPK Eksplorasi
kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima)
hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang
WIUPK.

{2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63.

(3) Apabila BUMN atau BUMD vyang diberikan WIUPK
berdasarkan prioritas atau pemenang lelang WIUPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5
(ima) hart kenja tidak menyampaikan permohonan IUPK,
dianggap mengundurkan diri.

(4) Dalam hal pemenang lelang WIUPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan dir;, WIUPK
ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara
berjenjang  dengan  syarat nilai harga kompensas: data
informast  sama  dengan  harga  yang ditawarkan oleh
pemenang pertama.

(3) Menteri melakukan lelang ulang WIUPK apabila peserta lelang
stbagaimana dimaksud pada ayat (4] tidak ada yang
berminat.

Pasal 66 ...
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Pasal 66

Pemegang IUPK Eksplorasi atau pemegang [UPK Operasi
Produksi, dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK
kepada  Menteri untuk  menunjang usaha  kegiatan
pertambangannya.

Paragraf 4
Tata Cara Penerbitan
IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Baiubara
Pasal 67

{1} TUPK Operasi Produkst diberikan kepada BUMN, BUMD,
atau badan usaha swasta sebagat peningkatan dari kegiatan
eksplorasi.

(2) Pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK
Opcrasi Produkst sebagai peningkatan dengan mengajukan
permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan
operasi produksi.

(3) IUPK Operasi Produksi diberikan oleh Menteri.

(4 IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan
dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(5) IUPK Operas) Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta
sebagai peningkatan dari JUPK Eksplorasi yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

{6) WIUPK yang telah mempunyai data lengkap meliputi data
cksplorasi, studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup
yang telah disetujul oleh instansi yang berwenang dapat
diberikan IUPK Operasi Produksi kepada BUMN atau BUMD
dengan cara prioritas atau pemenang lelang.

Pasal 68

Ketentuan lebilhh lanjut mengenai tata cara pemberian IUPK
Operasi Produksi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat .
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Baglan Keempat
Pemasangan Tanda Batas
Pasal 69

(1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya
IUPK Operasi Produksi, pemegang IUPK Operasi Produksi
wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang
patok pada WIUPK.

(2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

{3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUPK
Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas
wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUPK.

Pasal 70

Ketentuan lebth lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda
batas WIUPK diatur dengan Peraturan Menten.

Bagian Kelima
Komoditas Tambang Lain Dalam WIUPK
Pasal 71

(1) Dalam hal pada lokast WIUPK ditemukan komoditas
tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang
diberikan dalam IUPK, pemegang [UPK Eksplorasi dan [UPK
Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam
mengusahakan komoditas tambang lainnya vang ditemukan.

(2] Dalam  mengusahakan  komoditas tambang lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk
badan usaha baru.

(3) Apabila pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi
Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan
pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan
diselenggarakan dengan cara prioritas atau lelang.

{(4) Pihak lain yang mendapatkan IUPK berdasarkan prioritas
atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3} harus
berkoordinasi dengan pemegang IUPK Eksplorasi dan [UPK
Opcrasi Produksi pertama.

Bagian Keenam . . .
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Bagian Keenam
Perpanjangan IUPK Operasi Produksi
Pasal 72

(1} Permohonan perpanjangan [UPK Operasi Produksi diajukan
kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua)
tahun dan paling lambat dalam jangka wakiu 6 (enam)
bulan sebelum berakhimya jangka waktu IUPK.

(2) Permohonan  perpanjangan IUPK  Operasi  Produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling sedikit harus
dilengkapt:

a. peta dan batas koordinat wilayah;

b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga)
tahun terakhir;

¢. laporan akhir kegiatan operasi produksi;

d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan

f. neraca sumber daya dan cadangan.

{3) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan IUPK
Operasi Produksi apabila pemegang [UPK Operasi Produksi
berdasarkan hasil evaluasi, pemegang I[UPK Operasi
Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang
baik.

() Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
disampaikan kepada pemegang 1UPK Operasi Produksi
paling lambat sebelum berakhirnya IUPK Operasi Produksi.

(5) Pemegang IUPK Operasi Produksi hanya dapat diberikan
perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.

{6) Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh
perpanjangan IUPK Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kal,
wajib mengembalikan WIUPK Operasi Produksi kepada

Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 73 . ..
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Pasal 73

(1} Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh
perpanjangan [UP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6), dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa
berlakunya IUPK berakhir, wajib menyampaikan kepada
Menteri mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral
logam atau batubara pada WIUPK-nya.

{2) WIUPK vyang I[UPK-nya akan berakhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk
diusahakan, Menteri dapat menetapkan kembali WIUPK-nya
untuk ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang.

(3) Dalam pelaksanaan lelang WIUPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pemegang 1UPK sebelumnya mendapat hak
menyamail.

BAB V

PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DAN WILAYAII IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 74
(1} Pemcgang IUP  sewaktu-waktu  dapat mengajukan
permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/

walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan
sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.

{2) Pemegang IUPK  sewaktu-waktu dapat mengajukan
permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian
atau mengembalikan seluruh WIUPK.

(3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan
atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan:

a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian
yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang
diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan
penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil
kegiatan;

b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta
koordinatnya;

c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan

e. laporan . . .
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e. laporan pelaksanaan reklamasi pada  wilayah vang
diciutkan atau dilepaskan.

Pasal 75

{1) Pemegang [UP Eksplorasi atau [UPK Eksplorasi mempunyai
kewajiban untuk melepaskan WIUP atau WIUPK dengan
ketentuan:

a. untuk IUP mineral logam atau I[UPK mineral logam:

1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat
dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh 1ibu)
hektare; dan

2. pada tahun kedelapan atau pada akhir JUP Itksplorasi
atau IUPK Eksplorasi saat peningkatan menjadi [UP
Operasi Produkst atau [UPK Operasi Produkst wilayah
yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh
lima ribu) hektare.

b, untuk IUP batubara atau [UPK batubara:

1. pada tahun keempat wilayah cksplorasi yang dapat
dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima
ribu) hektare; dan

2. pada tahun ketyuh atau pada akhir 1TUP Eksplorasi
atau ITUPK Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP
Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wilayah
vang dipertahankan paling banyak 15.000 (lima belas
ribu) hektare.

c. untuk IUP mineral bukan logam:

I. pada tahun kedua wilayah cksplorasi yang dapat
dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu
lima ratus) hektare; dan

2. pada tahun ketiga atau pada akhir [UP Eksplorasi
saal peningkatan menjadi IUP  Operasi  Produksi
wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima
ribu) hektare.

d. untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu:

1. pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat
dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu
lima ratus) hektare; dan

2. pada . ..
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2. pada tahun ketujuh atau pada akhir [UP Eksplorasi
saat peningkatan menjadi ITUP Operasi Produksi
wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima
ribu) hektare.

e. untuk IUP batuan:

1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat
dipertahankan paling banyak 2.500 {dua ribu lima
ratus) hektare; dan

2. pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi
saat peningkatan menjadi [UP Operasi Produksi
wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000
(seribu} hektare.

(2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah
dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang [UP
Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak diwajibkan lagi
menciutkan wilayah.

BAB VI
PENGHIENTIAN SEMENTARA
KE.GIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 706
(1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian

sementara apabila terjadi:

a. keadaan kahar;

b. keadaan yang menghalangi; dan/atau

c. kondisi daya dukung lingkungan.

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi
masa berlaku IUP dan IUPK.

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang
IUP atau IUPK.

{4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
. g P 3
(1) huruf ¢, penghientian sementara dilakukan oleh:

a. inspektur tambang;

b. Mentert ...

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 364

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41841.pdf UNIVERSITAS TERBUKA

- 43 -

b. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesual dengan
kewenangannya berdasarkan permohonan dari
masyarakat.

Pasal 77

(1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat {1) huruf a harus diajukan
oleh pemegang [UP atau 1UPK dalam jangka waktu paling
lambat 14 (cmpat belas] hart kalender sejak terjadinya
keadaan kahar kepada Mentert, gubernur, atau bupati/
walikota sesuar dengan kewenangannya untuk memperoleh
persetujuar.

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(3) Penghentian scmentara karena kcadaan yang menghalangi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b
diberikan 1 {satu} kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun
dan dapat diperpamang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1
{satu) tahun pada setiap tahapan keglatan dengan
persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

{4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan
perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam
hal terkait perizinan dari instansi lain.

Pasal 78

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) diajukan secara tertulis
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
schelum berakhirnya izin penghentian sermentara.

Pasal 79

{1) Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan
penghentian  sementara dikarenakan keadaan kahar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a,
tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban
keuangan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{2) Pemegang . . .
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(2) Pemegang TUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan
penghentian  sementara  dikarenakan keadaan yang
menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, dan
huruf ¢ wajib:

a. menyampaikan laporan kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

b. memenuhi kewajiban keuangan; dan

c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan,
keselamatan dan kesehatan kerna, serta pemantauan
lingkungan.

Pasal 80

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:
a. habis masa berlakunya; atau

b. permohonan pencabutan dari pemegang [UP atau [UPK.

Pasal 81

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberan
persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak
diajukan  permohonan perpanjangan atau permohonan
perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut
berakhir.

Pasal 82

(1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir
dan pemegang IUP atau IUPK sudah siap untuk melakukan
kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan
pencabutan penghentian sementara kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya menyatakan pengakhiran penghentian
sementara.

Pasal 83
Ketentuan lelhh  lanjut mengenar tata cara penghentian

sementara  kegiatan  usaha pertambangan diatur dengan
Peraturan Menteri.

BAB VII . ..
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BAB VIl

PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM NEGERI,
PENGENDALIAN PRODUKSI, DAN PENGENDALIAN PENJUALAN
MINERAL DAN BATUBARA
Pasal 84

{1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau
batubara untuk kepentingan dalam negeri.

(2) Menteri menetapkan kebutuhan mineral dan batubara di
dalamm negeri sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi
kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian
langsung di dalam negeri.

{3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan TUPK Operasi Produksi
dapat melakukan ckspor mineral atau batubara yang
diproduksi setclah terpenuhinya kebutuhan mineral dan
batubara dalain negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengutamaan
kebutuhan mincral dan batubara untuk kepentingan dalam
negerl diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85

(1) Pemepgang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara yang
mengekspor mineral dan/atau batubara yang diproduksi
wajib berpedoman pada harga patokan.

(2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh:

a. Menteri untuk mineral logam dan batubara;

b. gubernur  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan
kewenangannya untuk mineral bukan logam dan batuan.

{3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai
dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

(+) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga
patokan mincral logam dan Dbatubara diatur dengan
Peraturan Mentert.

Pasal 86 . . .
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Pasal 86

(1) Pemegang [UP dan IUPK harus mengutamakan penggunaan
tenaga kerja setempat.

(2) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK menggunakan tenaga
kerja asing, terlebih dahulu mengajukan permohonan
kepada Menteri.

(3) Menteri setelah menerima  permohonan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi teknis dan
berkoordinasi  dengan menteri yang menyclenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 87

(1) Pemegang 1UP dan 1UPK harus mengulamakan barang,
peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung dalam
negeri serta produk impor yang dijual di Indonesia dalam
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan
ketentuan:

a. memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual;

b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan
waktu pengiriman.

(2) Rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku,
dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang
dijual di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
barang yang akan di impor sendiri harus disampaikan
kepada Menterti.

(3) Dalam hal pemegang 1UP dan 1UPK melakukan impor
barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung wajib

memenuhi Ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perdagangan.

Pasal 88
IKetentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tenaga kerja, tata

cara pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan
pendukung lain diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 89

(1) Menteri melakukan pengendalian produksi mineral dan
batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi
Produksi mineral atau batubara dan [UPK Operasi Produksi
mineral atau batubara.

(2} Pengendalian . . .
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{(2) Pengendalian produksi mineral dan batubara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dilakukan untuk:

a. memenuhi Ketenfuan aspek lingkungan;

b. melakukan konservasi sumber daya mineral dan
batubara;

¢. mengendalikan harga mineral dan batubara.

Pasal 90

(1) Menteri melakukan penetapan besaran produksi mineral dan
batubara nasional pada tingkat provinsi.

(2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan kepada gubernur
untuk menetapkan besaran produksi mineral dan batubara
kepada masing-masing kabupaten/kota.

Pasal 91

Ketentuan  lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian
produks: mincral dan batubara diatur dengan Peraturan
Menter1.

Pasal 92

(1) Menteri melakukan pengendalian penjualan mineral dan
batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi
Produkst mineral atau batubara serta IUPK Operasi Produkst
mineral atau batubara.

(2) Pengendalian penjualan mineral atau batubara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. memenuhi pasokan kebutuhan mineral dan batubara
dalam negeri; dan
b. stabilitas harga mineral dan batubara.
(3) Ketentuan lcbih lanjut mengenai tata cara pengendalian

penjualan mineral dan batubara diatur dengan Peraturan
Menteri.

BAB VIIT . ..
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BAR VIll

PENINGKATAN NILAl TAMBAH, PENGOLAHAN
DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA
Bagian Kesatu
Kewajiban Peningikatan Nilai Tambah,
Pengolahan dan Pemumian
Pasal 93

(1) Pemegang 1UP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk
meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik
secara langsung maupun melalui kerja sama dengan
perusahaan, pemegang [UP dan IUPK lainnya.

{2) Perusahaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
mendapatkan IUP  Operasi  Produksi khusus untuk
pengolahan dan pemurnian.

{3) TUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan
pemurnian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2)
diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 94

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan
nilal tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung
maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang
IUP dan IUPK lainnya.

{2} Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
mendapatkan IUP  Operasi  Produksi khusus untuk
pengolahan.

{3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Bagian Kedua . . .

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 370

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41841.pdf
P UNIVERSITAS TERBUKA

- 49 -

Bagian Kedua
Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara
Pasal 95
(1} Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai
tambahnya terdiri atas pertambangan:
a. mineral logam;
b. mineral bukan logam;
c. batuan; atau
d. batubara.

(2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui
kegiatan:

a. pengolahan logam; atau
b. pemummian logam.

{3} Peningkatan nilal tambah mineral bukan logam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui
kegiatan pengolahan mineral bukan logam.

{(4) Peningkatan nilal tambah batuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (I} huruf c¢ dilaksanakan melalui kegiatan
pengolahan batuan.

{5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan
pengolahan batubara.

Pasal 96
Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara peningkatan nilai

tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 diatur dengan Peraturan Menteri.

BABIX ...
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BAB IX

DIVESTASI SAHAM PEMEGANG [ZIN USAHA PERTAMBANGAN
DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH ASING
Pasal 97

(1} Modal asing pemegang IUP dan IUPK setelah 5 (lima} tahun
sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya,
sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dimiliki peserta Indonesia.

(2) Divestasi saham scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang
terdin atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau
pemerintah dacrah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau
badan usaha swasta nasional.

(3) Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada
pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah
kabupaten/kota.

(4) Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan
BUMD dilaksanakan dengan cara lelang.

(5) Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat
{4) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan
usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.

(6} Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya
izin Operasi Produksi tahap penambangan.

(7} Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD harus menyatakan
minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 {enam
puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.

(8) Dalam hal Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau
pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD
tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada badan
usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30
{tiga puluh) hari kalender.

(9) Badan . . .
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(9) Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) han
kalender setelah tanggal penawaran.

(10)Pembayaran dan penverahan saham yang dibeli oleh peserta
Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat
90 (sembilan  puluh) hari kalender setelah tanggal
pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.

{I1)Apabila divestast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tdak
tercapai, penawaran saham akan dilakukan pada tahun
berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan pada ayat (2)
sampal dengan avat (9).

Pasal 08

Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta
Indonesia sahamnya tidak boleh terdilust menjadi lebth kecil dari
20% (dua puluh persenj.

Pasal 99
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara divestasi saham dan

mekanisme penctapan harga saham diatur dengan Peraturan
Menter setelah berkoordinast dengan instansi terkait.

BAB X
PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN
OPERAS] PRODUKS!
Pasal 100

{1} Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi
yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib
menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam
WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemegang IUP  Operasi Produksi atau IUPK  Operasi
Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan
kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

BAB XI . ..
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BAB XI

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
Pasal 101

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data
yvang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

{2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota wajib
menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana
kerja dan angparan biaya pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan mineral atau  batubara kepada bupati/
walikoti dengan tembusan kepada Mentert dan gubernur.

(3) Pemegang 1UP yang diterbitkan oleh gubernur wajib
menyampatkan laporan tertulis secara berkala atas rencana
kerja dan anggaran biaya peclaksanaan kegiatan usaha
pertambangan mineral atau batubara kepada gubernur
dengan tembusan kepada Menteri.

(4) Pemegang IUP dan [UPK yang diterbitkan oleh Menteri wajib
menyampailkan laporan tertulis secara berkala atas rencana
kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan mineral atau batubara kepada Menteri.

Pasal 102

(1) Bupati/walikota harus menyampaikan laporan tertulis
mengenal pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai
dengan kewenangannya kepada gubernur secara berkala
setiap 6 (enam) bulan.

{2) Gubernur atau bupati/walikota harus menyampaikan
laporan tertulis mengenal pengelolaan kegiatan usaha
pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada
Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 103

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 memuat
laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan
dalam suatu tahapan keglatan tertentu yang disampaikan
oleh pemegang [IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi serta
pemegang [UP Operasi Produksi dan TUPK Operasi Produksi.

(2} Laporan . . .
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101
disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau
tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan
tahapan Kegiatan operasi produksi.

(3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesual dengan
kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45
(empat puluh lima) hart kalender sebelum berakhirnya ttap
tahun takwim.

(4} Laporan dwi mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud
pada avat {2) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesual dengan kewenangannya dalam
jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah
berakhunya tiap dwi mingguan atau bulan takwim.

Pasal 104
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya dapat memberikan tanggapan terhadap

laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3}
dan ayat (4).

(2) Tanggapan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
ditindaklanjuti oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalnder sejak
diterimanya tanggapan dari Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pelaporan diatur
dengan Peraturan Menteri.

BAB XII
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI SEKITAR WIUP DAN WIUPK
Pasal 106
(1) Pemegang [UP dan I[UPK wajb menyusun program

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar
WIUP dan WIUPK.

{2) Program . . .
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(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus
dikonsultasikan dengan Pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat.

{3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapat
mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat kepada bupati/walikota setempat
untuk diteruskan kepada pemegang [UP atau IUPK.

(4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di
sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung
akibat aktifitas pertambangan.

(5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada avat (4)
merupakan masyarakat yang berada  dekat  kegiatan
operasional penambangan dengan tidak melihat batas
administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.

{6} Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibiayal dari alokasi
biaya  program  pengembangan dan  pemberdayaan
masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang [UP atau
IUPK setiap tahun.

{7) Alokas1 biaya program pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola
oleh pemepang TUP atau [UPK.

Pasal 107

Pemegang 1UP dan [UPK setiap tahun wajib menyampaikan
rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja
dan anggaran biaya tahunan kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesual dengan kewenangannya untuk mendapat
persetujuan.
Pasal 108

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam)

bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

Pasal 109 ...
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Pasal 109
Ketentuan lebith lanjut mengenai pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 110

(1) Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat {1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 79 ayat
(2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1),
Pasal 97 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 101
ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 106 ayat (1),
Pasal 107, atau Pasal 108 dikenai sanksi administratif.

(2) Sankst administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara {UP Operasi Produksi atau TUPK
Opcrasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau

¢. pencabutan TUP atau IUPK.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesual dengan kewenangannya.

Pasal 111
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB XIV
KETENTUAN PISRALIHAN
Pasal 112

Pada saat Peraturan Pemerintah 1ini mulai berlaku:

1. Kontrak . ..
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1. Kontrak karya dan perjanjian karya  pengusahaan
pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum
diundangkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap
berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

2. Kontrak karya dan peranjian karya pengusahaan
pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka
1 yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau
kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa
melalui lelang dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini kecuali mengenai
penerimaan negara yang lebih menguntungkan.

3. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka
1 yang tclah melakukan tahap kegiatan operasi produkst
wajib melaksanakan pengutamaan kepentingan dalam negeri
sesual dengan ketentuan Peraturan Pemerintah int.

4. Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan
surat 1zin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan
sampal jangka waktu berakhir serta wajib:

a. disesuaikan menjadi IUP atau [PR sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga} bulan sejak berlakunya Peraturan
Pemenntah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk [UP
Operasi Produksi merupakan [UP Operasi Produksi
pertama;

b. menyvampaikan rencana Kkegiatan pada seluruh wilayah
kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu
beralkhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota  sesuai  dengan
kewenangannya;

c. meclakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negen
dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak
berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

5. Permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diterima
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebelum terbitnya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan Pencadangan
Wilayah dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya dapat diproses perizinannya dalam
bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

6. Kuasa . . .
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6. Kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara yang memiliki unit
pengolahan tetap dapat menerima komoditas tambang dan
Kuasa pertambangan, kontrak karya dan peganjian karya
pengusahaan pertambangan batubara, pemegang IUP, dan
IPR.

7. Pemegang kuasa pertambangan yang memiliki lebih dari 1
{satu) kuasa pertambangan dan/atau lebih dari 1 {satu)
komoditas tambang sebelum diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap berlaku sampai jangka
waktu berakhir dan dapat diperpanjang menjadi [UP sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

8. Pemegang kuasa pertambangan, kontrak karya, dan
perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pada
tahap operasi produksi yang memiliki perjanjian jangka
panjang untuk ckspor yang masth berlaku dapat menambah
jumlah produksinya guna memenuhi Ketentuan pasokan
dalam negen  setelah mendapat persetuyjuan Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya sepanjang memenuhi  Ketentuan aspek
linglkkungan dan konservasi sumber daya batubara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 113

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Polkok Pertambangan (Lembaran
Negara Republik Indonesita Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 75 Tahun 2001 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4134) dinyatakan masih tetap berlaku
scpanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan
pelaksana vang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 114 ...
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Pasal 114

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4154);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang
Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3174);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang
Penyerahan  Scbagian  Urusan Pemerintahan Di Bidang
Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat |1
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3340),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Pemerintah 1nit  mulat  berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR, H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
PATRIALIS AKIBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 29
Salinan scsuai dengan aslinya
SERKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri

Setio Sapto Nugroho
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KEPUTUSAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453.K/29/MEM/2000
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN
Di BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom perfu menetapkan standar,
norma, kriteria, prosedur dan pedoman penyelenggaraan tugas pemerintahan
di bidang pertambangan umum;

b. bahwa Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan
oleh Badan Legisiatif Daerah maupun Badan Eksekutif Daerah sebagai dasar
datam menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan
umum;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing(LN
Tahun 1967 Nomor 1, TLN Nomor 2818)sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undangNomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (LN
Tahun 1970 Nomor 46, TLN Nomor 2943);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan{LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negen(LN Tahun 1968 Nomor 33, TLN Nomor 2853) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor12 Tahun 1970tentang Perubahan
dan TambahanUndang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri (LN Tahun 1970 Nomor 47, TLN Nomor 2944);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1937 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup(LNTahun 1997Nomor 68, TLN Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(LN
Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penmbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 72, TLN
Nomor 38438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan(LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan (LN Tahun 1992 Nomor 129, TLN Nomor
3510);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-
bahan Galian (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998tentang Tanf Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen
Pertambangan dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 382
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41841.pdf
UNIVERSITAS TERBUKA

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Departemen Pertambangan dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum (LN
Tahun 2000 Nomor 26, TLN Nomar 3939);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1899tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (LN Tahun 1999 Nomor59, TLN Nomor 3838);

11. Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN Tahun
2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);

12. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996tanggal 25 September 1996
tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara,

13. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus
2000tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 2000sampai dengan2004;

14. Keputusan Menteri Pertambangan danEnergi Nomor 1165. K/844/M.PE/1992
tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif luran Tetaplntuk
Usaha Pertambangan Umum Dalam Rangka Kuasa Pertambangan;

15. Keputusan  Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166.
K/844/M.PE/1992 tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tanf luran
Eksplorasi atau uran Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan Umum;

16. Keputusan MenteriPertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992
tanggal 31 Desember 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen
Pertambangan dan  Energisebagaimana telah  diubah  dengan
KeputusanMenteri Pertambangan dan Energi Nomor 169 Tahun 1998
tanggal 17 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Direktorat
Jenderal Listnk dan Pengembangan Energi;

17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555. K/26/M.PE/1995
tangga! 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pertambangan Umum,;

18. Keputusan Menteri Pertambangan dan EnergiNomor 1211.K/008/MPE/1995
tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penangguiangan Perusakan
dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI
BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

BAB |
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 1

(1) (1)Usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa
Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B) dari Menten Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/ Bupati/ Walikota
sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

(2) (2)Usaha pertambangan daiam rangka KK dan PKP2ZB harus dilakukan oleh badan hukum
yangbergerak di bidang usaha pertambangan umum.
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(3) (3)Persyaratan, prosedur dan format permohonan perizinan KP, KK dan PKP2B
sebagaimana tercantum dalamLampiran | sampai dengan HiKeputusan Menteri ini.

Pasal 2

(1) Pada satu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan KP. KK dan PKP2B untuk
bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapat persetujuan dari
pemegang KP, KK atau PKP2Bterdahulu.

(2) Pemegang KP, KK dan PKP2B mempunyai hak mendapatkan prioritas untuk mengusahakan
bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.

Pasal 3

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha
selain usaha pertambangan umum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

BAB li
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

(1) Pemenntah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing bertanggung jawab dalam
pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang
KP, KK dan PKP2B sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
pemberian persetujuan :

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdindari Kerangka Acuan Analisis
Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);

b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk
yang tidak wajib AMDAL, yang disusun oleh masing-masing pemegang KP, KK, dan
PKP2B selaku pemrakarsa dengan mengacu pedoman teknis panyusunan AMDAL, UKL-
UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V Keputusan Menteri ini.

Pasal §

(1) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masingmewajitkan pemegang KP,
KK dan PKP2B pada tahap eksploitasi/produksi untuk menyampaikan iaporan Rencana
Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL).

(2) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masingmewajibkan pemegang KP,
KK dan PKP2B pada saat memulai tahap operasi/produksi untuk menyampaikan faporan
Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL) dan menempatkan Oana Jaminan
Reklamasi pada bank pemerintah atau bank devisa sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

(3) Pedoman penyusunan laporan RTKPL, RTKL dan tata cara penempatan serta pencairan
jaminan reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan ViiKeputusan Menten ini.
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BAB i
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT SERTA KEMITRAUSAHAAN

Pasal 6

(1) Pemenntah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masingmenugaskan pemegang KP,
KK dan PKP2B sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program
pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang
meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan partumbuhan ekonomi.

(2) Gubemur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).

Pasal 7

Gubernur/Bupati/Walikota wajib mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara pemegang
KP, KK dan PKP2B dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan
saling menguntungkan.

BAB IV
) PENYELENGGARAANTUGAS PEMERINTAHAN

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum oleh Propinsi atau
Kabupaten/Kota diselaraskan dengan potensi sumber daya mineral, sumber daya manusia,
pendanaan dan organisasi penyelenggaraannya.

(2) Organisasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertambangan umum disusun
berdasarkan fungsi-fungsi :

a. pengaturan;

b. pemrosesan perizinan;

c. pembinaan usaha;

d. pengawasan eksplorasi, produksi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan
dan konservasi;

e. pengelolaan informasi pertambangan;

f. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan.

(3) Pemangku jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsiorganisasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) agar didasarkan atas kempetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VIt Keputusan Menten ini.

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasanusaha pertambangan umum terhadap pemegang
KP, KK dan PKP2B dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek :

a. eksplorasi;
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produksi dan pemasaran;

keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
lingkungan;

konservasi;

tenaga kerja;

barang modal;

jasa pertambangan;,

pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;
penerapan standar pertambangan;

investasi, divestasi dan keuangan.

T T Ta e 00

(3) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran,
konservasi, K3 serta Lingkungan oleh Menter Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai tingkup kewenangan masing-masing dilakukan sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan sekati.

Pasal 10

(1) Pemenksaan aspek K3 dan lingkungan dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi
Tambang/Inspektur Tambarg.

{(2) Persyaratan, tugas pokok dan fungsi Pelaksana Inspeksi Tambang/inspektur Tambang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Keputusan Menteri
Pertambangan danEnergiNomor 2555.K/201/M.PE/1993 tanggal19 Juli 1893 tentang
Pelaksana Inspeksi Tambang dengan segaia perubahannya.

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 berpedoman pada Keputusan Menteri
Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/MPE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang
Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertambangan Umum dengan
segala perubahannya.

(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan berpedoman pada Keputusan
Menteri Pertambangan dan EnergiNomor 1211.K/.008/M.PE/1985 tanggal 17 Juli 1995
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Paerusakan dan Pencemaran Lingkungan
pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum dengan segala perubahannya.

(5) Pedoman Tata Cara Pengawasan Lingkungan dan K3 beserta pelaporannya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1X Keputusan Menteri ini.

Pasal 11

Pedoman Tata Cara Pengawasan Eksplorasi dan Konservasi adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X dan X| Keputusan Menteri ini.

Pasal 12

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Produksi adajah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XIt Keputusan Menteri ini.

Pasal 13

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan
penggunaan produksi dalam negen, penerapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan
keuangan berdasarkan evaluasi atas laporan tentang rencana dan realisasi yang disampaikan
dan uji petik di lapangan.
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BAB VI
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Gubemur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masingmewajibkan pemegang
KP, KK dan PKP2B untuk menyampaikan laporan kegiatan bulanan, triwulanan, tahunan dan
laporan akhir serta laporan-laporan khusus lainnya dengan tembusan kepada Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait.

(2) Bentuk dan format faporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai pedoman
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xfil a,b,c,d,e, dan f Keputusan Menteri ini.

Pasal 15

Gubemur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing melakukan evaluasi atas
laporan kegiatan KP, KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

(1) Gubernur/Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penyeleng-garaan usaha pertambangan
umum di wilayahnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineralsetiap 6
(enam) bulan sekali.

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X!V Keputusan Menten ini.

BAB Vi
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Perjanjan Kerjasama Pengusahaan
Pertambangan Batubara yang telah diterbitkan sebeium tanggal 6 November 2000 beserta
hak dan kewajibannya tetap berlaku sampai habis masa beriakunya.

(2) Permohonan peningkatan, perpanjangan, perluasan, penciutan, dan pengakhiran atas izin
usaha pertambangan yang telah diterbitkan sebeium tanggal 6 November 2000 tetap
diproses oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum sampai dengan tanggal 31
Desember 2000.

(3) Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum oleh Pemerintah
Daerah dilaksanakan mulai tanggal 1 Januar 2001.

Pasal 18

Wilayah Pertambangan Rakyatyang telah ditetapkan sebelum tanggal 6 November 2000 masih
tetap berlaku.
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BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Kebijakan dalam bentuk pengaturar kewenangan dan pedoman-pedoman lainnya yang
dipandang periu dan belum tercantum dalam Pedoman Teknis ini akan diatur dan ditetapkan
kemudian.

Pasal 20

(1) Peraturan pelaksanaan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Keputusan Menteri
ini dinyatakan tidak beraku.
{2) Keputusan Menten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkar: di Jakarta
pada tanggal 03 November 2000
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purmomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia

2. Wakil Presiden Republik indonesia

3. Menteri Koordinator BidangPerekonomian

4. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

5. Menteri Negara Lingkungan Hidup

6. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Para Gubernur di seluruh Indonesia

10. Para Bupati/Walikotadi seluruh Indonesia
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR

TANGGAL 3 Novenber 2000

1453 R/29/MEM/2000

PERSYARATAN PERMOHONAN PERIZINAN

I KUASA PERTAMBANGAN (KP)

1

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
atau Kuasa Pertanbengan Fksplorasi (Pemohon
) ¢

a Surat Permchonan

b Peta wilaysh

c Akte Padirian Rerusaleen yxxy salah satu
maksud dan tujuannya menyebutkan
rersai|a A bidarg pertartarnoan dan telah
disahkan oleh Departemen Xehakiman dan
Hak Asasi Marusia.

d Tanda Bukti Penyetoran Uang Jaminan
Kesungguhan.

e Laporan Keuarngan bagi perusahaan baru
dan laparan keuancen tahn terakhir yag
telah diaudit oleh Akamtan Publik begi
perusalaan lam.

Perpanjangan Kuasa Pertambangan
Perryelidikan Umnum :

a Surat Permohonan

b Peta wilayah

¢ laporan Kegiatan Peryelidikan Umum

d  Rencara Kerja dan Biaya.

¢ Taxa Bukti Pelumasen Luran Tetap

Kuasa Pertartengan Exsplorasi.

a Sebagal peningkatan Kuasa Pertambengan
Penyelidikan Unum :

)
2 Peta Wilayah
3 Laporan Lengkap Penyelidikan Umam
4 Tarda Bukti Pelunasan Duran Tetap
5 Rencana Kerja dan Biaya
b Kuasa Pertambangan Eksplorasi bukan
reningkatan Kuasa Pertambangan
Peryelidikan Unm :
) Surat Permchonan
3 Peta Wilayah
3 Akte Padirian Perusahsan verg salah
satu maksud dan tujuan mernyebutian
berusaha di bidang pertarbangan dan
telah disahkan oleh Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Mamsia

DEPARTEMEN ENRRGI DAN SUMBER DAYA NINBRAL
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4 Arggran Desar yery salah satu mekeud
dan tujuarmya meryebutkan berusaha
di bidang pertanbangan dan telah
kimsus untuk Koperasi/KID.

95 Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil khusus wutk Koperasi/
KUD.

Perparjandan Kuasa Pertambengen Eksplarasi

a Surat Permotoman

Peta Wilayah

Laporan Kegiatan Eksplorasi

Rencara Kerja dan Biaya

Tanda Bukti Pelurasan Turan Tetap

Izin Pengirimen Cotch Ruah (diberikan satu

lali)

a Surat Permohrnan

b Salinan/Kopi Surat Keputusan Kuasa
Pertarbancan

¢ Bukti Pelimasan Iuran Tetap dan Iuran

d Peta rencana tambang perockaan

e Rencana tujuan, jumlah dan kualitas
pengiximen caitch

f Dokumen AMDAL/UKL-UPL kegiatan
pengambilan contoh ruah yang telah
" L

Kuasa Pertambangen eksploitasi

a Peningkatan Kuasa Pertambangan
Ekplcrasi.

Surat Permchonan

Peta Wilayah

Laporan Lengkap Eksplarasi

Laporan Studi Kelayakan

Dokumen AMDAL, atau UKL-UPL

Tarda Bukti Perbayaran Iuran Tetap

BAkte Perdirian Perusahaan yarg salah

satu dari maksud dan tujuannya

menyebutkan  berusaha di bidang

pertambangan dan telah disahkan

b KP Eksploitasi baru {(bukan sebagai
peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplo-
rasi} Khusus umtuk Koperasi/KD)

D Aano

w O WD W
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Surat Penmohonan

Peta Wilayah

Laporan Lergkap Fksplorasi

Laporan Studi Kelayakan

Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL.
Akte Pendirian Perusahaan yarg salah
satu dari maksud dan tujuannya
menyebutkan berusaha di bidang
pertanbancen dan telah disabkan oleh
Departenen Kehakiman dan Hak Asasi
Marusia.

3 Rekomendasi dari Dinas kopexasi.
Perpanijangan Kuasa Pertanbencen Hesplaitasi
a Surat Permohonan
b Peta Wilaysh
¢ Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan

Turan Beplaitasi

Laoran Akhir  Kegiatan Eksploitasi
e Laporan Pelaksanaan Pengelclaan

Linglamgan.

{  Rencana Kerja dan Biaya

Foo R U Nt - SIS R Y

Kuasa Pertambangan Pengolahan dan

Panmnian serta Perparjarcarnya (werdixd/bagi

yarg tidak mampunyal KP eksploitasi)

a Surat Permolrman

b Rencama Teknis Pergolatan din Femomian

c Dokumen AMDAIL atau UKL-UPL.

d Perjanjian jual beli dengan Pemegang
Kuasa Pertambergan Ekesploitasi

e Laporan Kegiatan Pengolahan dan
Pemurnian yang telah dilakikan (untuk
perparrangan)

Pengakhiran dan Pengembalian Kuasa

Pertambancan

a Surat Permohonan

b ILaporan Akhir Kegiatan
Tanda Bukti Pehimasan Iuran Tetap dan/
arau Turen Besplaitasi

d Laporan Pelaksanaan Pengelolaan
Lingkungan dan Rencana Kegiatan Pasca
Tanbeng (untuk KP Fksploitasi)

. Pemindahan Kuasa Pertambangan

a Surat Permohonan

b Surat Permyataan Pemegarng Kuasa Per-
tavbargan

¢ Berita Acara Serah Terima

d Akte Pedirian PerusatBan Baru yarg salah
satu dari maksud dan tujuannvya
renyebutkan berusaha di hidang per-

DEPARTENEN ENERGI DAN STMBER DAYA MINERAL
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tarbangen dan telah disahkan Departemen
Kehakiman dan Hak Azasi Mamusia atau
instansi yang berwenang, salah satu
Direktur/pengurustiya adalah Divektur/
pengurus perusaliaan yag lama
1. Ralat Batas dan Luas Wilayah
a Surat Permchonan

b Peta Wilayah
¢ Alasan Perubahan Batas dan Iuas Wilayah

I KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN
KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA (PKP2B)

1 Izin pergirimen Gotch Rah (diberikan herya
sa kali)
a Surat Permohrnan
b  Salinan/Kopi Surat Keputusan Penetapen
Tahspan Kegiatan Studi Kelayakan
¢ Bukti Pelunasan Iuran dan Royalti
Pextambangan
Peta rencara  tavbang percdbaan
e Rencana tujuan, jumlah dan kualitas
pergiriman contah
f Dokumen AMDAL/UKL-UPL kegiatan
pengambilan contoh ruah yang telah
Ch@l.‘ an.'-
2 Izin Usalm Jasa Pertenbercen
a Surat Permotrnan
b Bkte Rerdirian Perusahaan
Foto oopy Domisili
d Daftar pimpinan umm perusahaan dan
alaret.
e Daftar terecp ahli
£ Daftar peralatan
3 Persetujuan rencara Kerja den Biaya
a Surat Permoixmnan
b Laporan Kegiatan
c Laporan Rencana Kerja dan Anggaran

[#]

Perdapatan dan Biaya
4 Srat Izin Reyelidikan Perdaliluan (SIPP)
a Peta Wilayah

b Rencama kerja dan biaya
c s . .
5 . irssip Apilikasd

a Surar permobcnan
b Peta Wilayah
T Bukri setor jaminan kesargguhen (saliren/
ftoopy trarsfer)
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8

d Iaporan tatiman dan laporan kevangen 2
(tiga) tahmn terakhir yang diadit oleh

e Surat khusus Direksi yang diketatmi
Komisaris untuk penandatanganan
penmahonan.

f Kesepakatan bersama dalam hal pe-
wdarya lebih dard 1 (satu) pihek.

Pexparjangan SIPP

a Peta Wilayah

b Iaporen hasil kegiatan SIPP

¢ Raxas Xerja dan biaya perpamjacen SIPP

a Surat Penmohonan

b Peta wilayah
Rencana kerja dan anggaran biaya tahap
Penyelidikan Umam.

d Bukti pambayaran kewajiban keuangsn.

e lapaan keglatan SIPP (hila wmelaiud SIFP)

Perpanjargan Tahap Kegiatan Penyelidikan

Umum

a Surat Permchonen
Feta wilayah

¢ Rencama kerija dan angparan biaya tabap
perpanjangan Peryelidikan Unam

d Bukti pembayaran kewajiban keuangan
Laporan hasil kegiatan Pernryelidikan
Umum.

Permilaan Tahap Kegiatan Eksplorasi

a Surat Permahcnan

b Peta wilayah

¢ Rercana kerja dan anggaren biaya tahap
ekeplcxasi
Bukti perbayaran kewajiban keuangan
Laporan umum penyelidikan umm

Perparjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi

a Surat Permchonan

b Reta wilayah

¢ Rencana kerja dan anggeran biaya tabap
ekplorasi

d Bukti penbayaran kewajiban keuangan
Laporan kemejuan eksplarasi

Tahap Studi Kelayakar

a Surat Permchonan

b Peta wilayah

DEPARTENEN BNERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
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.

14.

17.

¢ Rencara kerja dan anggaran biaya tabap
stdi kelayakan
Bukti pembayaran kewajiban keuangan

e Laparan akhir eksplorasi

(bagi KK/PKP2B yang sudah ada)

a Surat Permohonen

b  Peta wilayeh

¢ Rencana kerja dan anggaran biaya
perparjangan tatep kelayaken

d Bukti pembayaran kewajiban keuangem

e Laporen kemajuan studi kelayakan

Tahap Kanstruksi

a Surat Penmohoman

b Peta wilayah

¢ Rencana kerja dan angoeran biaya tahap
krstrndkesi
Bukti permbayaran kewajiban keuargen
Persetirjuan laporan studi kelayakan

f Persetujuan AMDAL (ANDAL, RKL dan
RPL}

a Surat permohonan
Reta wilayah

¢ Rencaa kerja dan anggaran biaya tahap
perast produkesi

d laporan akhix konstxuksd

Bukti perbayaran kewajiban kevangan

f Pereeturjuen laporan tahep korstruksi

Perparrjancen Tehap Operasi Produksi

a Surat Perwmohonan

b Peta wilayah

¢ Rencana kerja dan anggaran biaya
perpartjarcen tahep operasi produksi

d Persetuguen soadi kelayakan baru (revisi)

Persetujuan AMDAL, RKL dan RPL (revisi)

f Bukti perbayaran kewajiben keuangen

Permaxdaan Kegiatan

a Surat permohonan
Laporen kegiatan akhir

¢ Dasar/alasan pengajuan Suspensi/
Perundaan

d Tanda bukti pembayaran kewaijiban
keuancan

Fertatalany/terminasi

a Surat Permohonan

b Peta wilayah pertatalan

¢ Laporen lernckap kegiatan akhir

]

1
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d Persetujuan hasil Rapat Umum Pemegang
Saham (RJPS) Perusahaan

e Rencana penjualan aset

f Evaluasi pelaksanaan K3 dan lingkurngan

18. Perubahan luas Wilayah KK/PKP2B

a Surat Permohonan

b Deta wilayh

¢ Laporan rencana penciutan /perluasan
wilayeh

d Bukti penbayaran kewajiben keuangen

e Iaporen kegiatan akhir

15. Perubahan Pemegang Saham

a Surat Permchonan

b Akte perdirian perusahaan yang telah
disahkan oleh Departeren Kehakimen dan
Hak Azasi Mamusia

¢ Hasil kepiisan KPS Tvar biasa

d ILaporan kevangan 2 tahun tewakhir yarg
daxdit akuntan publik

e Dxaft akte fual beli saham

. BPersetujuan Perubalan Mitra Kerja Asing dan

Nasional (Khusus PKP2B)

2. Perubehan Rencana Kerja dan Blaya

a Surat Penmohenan

b Ilaporan keglatan

¢ Dasar/alasan pexrubahan Renvzoa Kerja &
Biaya

d Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran
Perndapatan & Biaya

. Pancaivan Seourity Deposit

a Surat Permchonan

b Bukti penyampaian laporen kegiatan

¢ Rkt telah menbayar iuran tetap/deadrest

. Pencairan Uang Jaminam Kesungaguhan

a Surat Permchonan

b  Surat peryatasn utuk tidek mengalibken
saham sanpail KK/PKP2B ditandatangani

Yegi ; berafilias]
a Surat Pexmotyanan

b Suat Keterargen status perusahaan
¢ Nagdahy/draft Perjamjian Jual Bzli

. Rekomendasi Perubahan Akte Pendirian

Perusahaan

a Swmat Permaronan

b Desar/alasan perubahan Akte Perdirian
Perusahaan

¢ Akte Perubahan

UNIVERSITAS TERBUKA

A [.vpiran I Keputusan Nenterd Bnargi dan Surber Daya Mineral Romor 1453 £/25/MEN/2000

. Rekamendasi Perubalen Investasi

a Surat Permohonan
b IDesar/alasan peniaben investasi
¢ Bukti pembayaran kewajiban keuangen

. Rekomerdasi Konsolidasi Biaya

a2 Surat Permolcnan

b Iaporan kevangen 2 {(dua) talin terakhir
yarg telah diadit dleh akuntan piblik

c Bukti pearbayaran kewajiben keuangan

. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga

Kerja Asing (RPTKA)

a Surat Permohonan

b Dasar/alasan penggunaan-penggunaarn
Tenage Kerja Asing

d Stmikhir cropnisasi perussheen

Q

. Rekamendasi Izin Kerja Tenaga Kerja Asing

(IKIR)

a Surat Pexmohonan

b Saliren/fotoooy persetirjuan RPTKA dari
Depnaker

¢  Halifikasi TKA

d Paspor dan Visa TKA

Rekamendasi Barang Modal

a Surat Permohonan

b Realisasi barang modal tahin sebeluaya

¢ Daftar kebutuhan bareng modal

d Barang wmodal talnm sebelummya yang

Kebutuhan Bararg Modal (b)

. Rekomendasi Re-ekspor Barang/peralatan

a Surat Permohonan

b Dasar/alasan pemchaen re-ekespor bararny/
peralatan dengan masa pengaunadn yang
e

¢ Daftar bararg-hararg/peralatan yaryg aken
di re-ekgar.

. Rekomendasi Penghapusan Barang Modal

a Surat Permohonan

b Daftar barang/peralatan yang akan
dihapusken

¢ Dasar/alasan batwa barang sudan tidak
earomis lagi

. Rekarendasi impor Bararng/Peralatan dengan

fasilitas B 3

a Surat Permohxnan

b o apy perjanian paulik ey &G luse
negeri dengan pemekai

DEPARTENEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
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LAMPIRAN IXI KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000
TANGGAL : 3 Novewber 2000

PROSEDUR PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN (KP) KONTRAK
KARYA (KK)/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA (PKP2B)

I PROSEDUR PERMOHONAN KP PADA WILAYAH Ketarangem :
KEWENANGAN BUPATI/WALIKOTA 1 Pexmotonan diajukan Gubermur
2 Ghemr memproses pearohonan, setelah Surat

Keputusan terbit disampaiken ke Percixn
MESDM GUBERNUR A Tebxsan setelsh Qurat Keputusan disanpaiken
T BN ke MESDM
4 Tenbusan setelah Surat Kgautusan disampaikan
| = | 2 ke Bupati/Waliketa
L BUPATL/ ]
WALTKOTA IL PROSEDUR PERMOHONAN KK/PKP2B (PMDN/
PMA) PADA WILAYAH KEWENANGAN BUPATI/
WALIKOTA
1 2
PINAS PENANAMAN] &b
PEMOHON M?DAL
3b ¥ 3a
Feterangen : o [ — ~bemo
1 Permohoran diajukan ke Bupati/walikota ¢——| KABUPATEN/KOTA
2  Bupati/Walikota memproses pemochonen, > ] b 1 4a
setelah Swat Keptusan terbit disanpaikan l' > l
ke Pemchon PEMOHON ¢ |
2 Tenbusan Surat Keputusan disanpaikan ke | 6
MSDM |
& Tembusan Surat Keputusan disampaikan ke l—-ol DESDM l
Gaberrur PROPINGT
I PROSEDUR PERMOHONAN KP PADA WILAYAH Reterangem : o
KEWENANGAN GUBERNUR L Permohonan diajukan ke Bupati/Walikota
2 Bupati/Walikota memberikan Persetujuan
Prirsip
MESDM 3a Bpati/Walikora melakukan kasultasi kepada
25 DPRD Kabupaten/Kota (Standar Kontrak
disuam clen Parerintah)
| = 3b Pemmohman Rekomendasi ke Dinas Rerarnaman
Modal
L — =4 GUBERNUR |~ - 7 4a DPRD Kabupaten /Xota memberikan
Y 2b Rekarendasi
1 -~ N2 4h Dinas Penanaman Modal memberikan
BUPAT/ Rekomendasi
2 WALIKOTA 5  Bupati/Walikota bersama pemchon menanda-
targeni Katrak
PEMOHON & Kontrak ditembuskan kepada Propinsi dan
DESDM.
DEPARTENEN BNERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
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¥. PROSEDUR PERMOHONAN KK/PKP2B
(PMDN/PMA) PADA WILAYAH KEWENANGAN

GUBERNUR
4b
BKMD
3b \ 3a
GUBERNUR . "] DPRD PROPINSI
hl
1 b | 44
2 L 5 l
PEMOHON ¢ : .

I_ I DESDM I

KABUPATEN, KOTA

Reterangsn :

1  FPemxhoaan diajukan ke Quberris

2  Gubemo nenberiken Persenjuan Prinsip

3a GQbermr nelakckan korsulzasi kepada CERD
Propinsi (Snandar xontrak disusun clen
Parerintah)

3b Permohonan Rekomencasi ke BXKPMD

4a DPRD Pruocinsi merberikan Rekomerdasi

4h BKPMD memberikan Rekorendasi

5 Gubermur bersava permcnon menarxdatancani

Katrak

Zan DZSDM.

[22Y

Menteri Bnergl den Sunber Daya Mineral,

Purnamo  Yusgiantoro
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LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000
TANGGAL : 3 November 2000

FORMAT PERMOHONAN

I IZIN USAHA PERTAMBANGAN (KP/KK/PRP2B)
A. KUASA PERTAMBANGAN ({(KP)
1 PERMOHONAN BARU
Contah 3

(ROPS SURAT PERUSAHAAN)

Pergan ind kamd mengajukan permohondan Kuasa Pertanbeangen Penyelidikan Unam, Fksplorasi, Eksploitasi,
Pengalahan/Tenumian, Penpengkutan Perrjualan ¥ dengem ketevancgen sebecai berdlrt :
A Penohn

1  Nama Pemoion L e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
2 Jebsran/Rekeriaan S

B Defa Perusamean
1 Nama Perusahaan
2 Alamat dan Namor Telepon/
Fekedmili e e e e e e e e e e e e
3 N.P.W.P :

No Nama Jeketan

No Nama Jaatan

No Nama Jabat-an

DEPARTEMER ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 395

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41841.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

I A, [.vpiran 11T Keputusan Nenteri Bnergi dan Susber Daya Minsral Kemor 1453 K/29/MEM/2000

5

6

1

Namor dan Tanggal 2
Mare Badivdan 00000 e e e
a Naror dan Tangxl

Pergesahan Dep.

Kehakiman dan HAM F
b Nawor dan Tanggal S

pervbahen Bkte texakhir

Laporan Keuangen yarg telah diaudit oleh Akrtan Publik tahun terakhir

a Jurlah Net Aset : Ro.
(v )
b Junlah utarg : Rp.

L

Nama Induk/Grup perusahaan

Jeniss KP/Bahan Galian dan lokasi yang dimohon

No

. Bahan Iokasi Luas
Jenis KP Keterargen
Galian Kecamatan Kabupaten ires :

Lanpiran pemotxaan

N N

W o

Peta lampirvan ™

Tarda bukti penyetoran jaminan kesunoguban dari bank yang ditunjuk ™ kecuali permohonan Kuasa
Pertanbangen Ekgploitasi

Ade Perdirian Perusalman yarg salah satu dardi meksud dan tujuarmnya meryelbutkan berusaha di bidang
pertambangan dan telah disahkan oleh Dep. Kehakimen dan HAM kecuali Koperasi/KiD ™™

Laparan kevancen tahin tevakhir yarng telah diadit oleh akntan publik ™

Laporan lengkap eksplarasi

Laporan studi kelayaken

Laporan Analisis mengenai Dempak Linglomgan (AMDAL) atau Laparan Upaya Pengelolaan Lingxungen
(IKL) dan Laporan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 7

Rerxana Teknis Pengolahan/Pemumian ™

Persetuiuan/Kesepakatan dari pemecarg Kp 7

Daukian penmchnen ini kami ajukan, geabila tenyata keterangan tidek bemar, kami bersedia mererima sarksi
gzsual dengan ketentuan  peraturan perundang-urdancgen yary berlaku

Materai Rp. 6.000

(nama pemohion)

Terbusan

L e e e e e e e e e e e e e e
7

Caaten :

1 Diisi daxgn houf oetak;

2 # cret yag tidsk perly;

3 Y pemohon KP Ekspoitasi;

4 ™ Pemchon KP Pengolahan/Pemurnian/ dan KP Pengangikutan dan FP Penjualan berdiri sendiri;
5 7 Pemoben KP Baru (Peryelidikan Unam, Eksplorasi dan Eksploitasi) .
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2

PENINGKATAN KP EKSPLORASI/EKSPLOITASI

Cxtch ¢

{KOPS SURAT PERUSAHAAN)

Yarg bertarda tancan di besehn ind,

Nama Pemohon

Nama Perusahaan
Alaret verusahaan

Jabatan dalam perisal@@n .. ... L e e e e

dergen ini, mengajukan permaixynan Feingratan Kuasa Pertambangan

No

Kode Wilayal
(KW)

Tahapan ¥

Ditingkackan Keterargen
Menjadi &

Sebagai hahan pertintarzen, bersam ind kard lanpidken
Tera wilayah dari Unit Pelayanen Informasi Wilayah Pertanbergem  (UPIWP) Propinsi/Kebupeten/Kota ™0

VA A e N

Laporan lengkar Peryelidikan Umum 7

Tara el pelhiresed wan et

Sfercad Kera dan Blaye;

Lapcren Lesgkap tkesplorasi

apovan Amalisis Mergenal Danpak Lingkuorgn (AMOAL) yang kerangka acuarmya telah disetijui oleh Kamisi
AMDAL atau U¥L dan UPL "

Aras pertarian dan persenrjuan  Bapek, kami ucapkan terima kasih

td
Materai Rp. 6000

1 Untuk peningkatan ke KP kksplorasi

" Utk peninckatan ke KP Eksploitasi
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3 PERPANJANGAN KP :
Carch :

(ROPS SURAT PERUSAFEAAN)

Yarg terhormat
Menteri /Gubermr/Bupati/Walikota ™

Yarg bertarda tarngan di baweh ind,

Nama Pemohon D e e e e e e e e e e e e e e e e
Jabatan dalam perusahaan @ . ... L. L e e e e e e e e
Nara Perusaliaan F
Alarat perusahiaan D e e e e e e e e e e e e

deran ini, menmajukan permohonan Perpandarncen Kiasa Pertanbangen Eksplcrasi / Eksploitasi / Pengenghutan dan
Perjualan / Pengolahan dan Pemamian *)

Kode Wilayah Tahapan KpP Ditinckatkan Ketersroan
(Kw) Menjadi KP

No

L

Adrop Tetan pevtirtergan, bersoma ind ke lampirkan -

1 Peta wilayah dard Dnit elayanen Informesi Wilayeh Pertanberyen  (UPIWP) Propinsi/Kabupaten/Kota ™™
2 lapowan Kegiatan, Rencare Kerja dan Biaya;

2 larda il pelumsan hwan tetap;

4 Clancl huktd pelunasan duran prodkesy tx) sxe);

5  Pemyenpurmaarn/perbaikan lapcran studl kelayakan *x) *xx)

6  Peryempurmaan/perbaikan Laporan AMAL atau UKL dan (UPL) **);

7 Persetujuan/kesepakatandari paregerng KP wx+) ;

Atas pertatian dan persetujuan Bapak, kawd ucapkean terime kasih

td
Materai Rp. 6000

Caaran

Peuminan dibuit di atas kop surat perusahasm

Diisi dergen hauf ostak

* et yag tidek perlu

** peolonan KPP Bksploitasi

***) Penotrian KP Pengolahan/ dan KPP Pergamokotan dan KP Penjualan berdird sendiri
*xx ) Perpe] jdikan Uoum, Eksplorasi dan Deploitasi.

o
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